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Pengantar:

Standar Minimum
Pendidikan dalam
Keadaan Darurat

Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat (The Minimum Standards for
Educationin Emergencies — MSEE) adalah sebuah buku panduan sekaligus juga sebagai
ungkapan komitmen, yang dikembangkan melalui suatu proses kerjasama yang luas,
bahwa semua individu — anak-anak, remaja dan orang dewasa — memiliki hak atas
pendidikan selama keadaan darurat. MSEE menggemakan inti suatu keyakinan Sphere
Projects: bahwa semua langkah yang mungkin harus diambil untuk meringankan
penderitaan manusia yang timbul akibat adanya bencana atau konflik, dan bahwa orang
yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup secara bermartabat.

Tinjauan Singkat

Setiap individu memiliki hak atas pendidikan. Hak ini ditekankan di berbagai dokumen dan
konvensiinternasional, termasuk; Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (1948); Konvensi
yang Berkaitan dengan Status Pengungsi (1951); Konvensi Jenewa (IV) yang Berkaitan
dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Perang; Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya (1966), Konvensi Hak-hak Anak (1989); dan Forum Dunia Rencana Aksi
Dakar (2000), mempromosikan Pendidikan Untuk Semua.

Pendidikan dalam keadaan darurat, selama krisis kronis dan dalam tahapan rekonstruksi
awal dapat bersifat mempertahankan dan menyelamatkan hidup. Pendidikan dapat
menyelamatkan kehidupan dengan memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan
bahaya, dan dengan menyebarluaskan pesan-pesan mengenai kelangsungan hidup yang
penting, mengenai topik-topik seperti keamanan ranjau darat atau pencegahan HIV/AIDS.
Pendidikan menjaga kelangsungan hidup dengan menawarkan struktur, stabilitas dan
harapan masa depan di saat krisis, khususnya bagi anak dan remaja. Pendidikan dalam
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keadaan darurat juga membantu menyembuhkan luka-luka akibat pengalaman buruk,
membangun keterampilan, mendorong pemecahan konflik dan membangun upaya damai.

Pada tahun-tahun terakhir ini, timbul kesadaran atas perlunya pendidikan formal dan
nonformal di dalam situasi darurat. Jutaan anak, pemuda dan orang dewasa telah mengambil
manfaat dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam bidang pendidikan
danlembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional dan lokal. Karena pendidikan
telah diutamakan, ada dua hal yang muncul:

1. Sebuah pengakuan bahwa individu tidak menyia-nyiakan hak mereka atas pendidikan
selama masa darurat dan bahwa pendidikan tidak bisa tetap “berada di luar” arus
utama perdebatan kemanusiaan, namun harus dilihat sebagai prioritas dalam tanggap
kemanusiaan; dan

2. Suatu komitmen dan keinginan berbasis luas untuk menjamin tingkat minimal kualitas,
akses dan akuntabilitas untuk pendidikan di masa darurat.

Sebagairespon terhadap hal itu, pada tahun 2003 sebuah kelompok kerja telah dibentuk
untuk memfasilitasi pengembangan standar minimum pendidikan dalam keadaan darurat
yang bersifat global. Prakarsa ini diwadahi dalam Jaringan Internasional Pendidikan dalam
Keadaan Darurat (the International Network on Education in Emergency - INEE), sebuah
jaringan yang terbuka dari berbagai badan PBB, LSM, donor, para praktisi, peneliti dan
perseorangan dari penduduk yang mengalami keadaan darurat untuk bekerja bersama-
sama menjamin bahwa hak-hak pendidikan dalam keadaan tanggap darurat dan rekonstruksi
pasca krisis terpenuhi. Jaringan tersebut bertanggung jawab untuk menghimpun dan
menyebar-luaskan praktek-praktek yang baik, perangkat dan penelitian, mempromosikan
hak-hak kepada orang-orang yang terkena akibat keadaan darurat melalui advokasi dan
menjamin terselenggaranya pertukaran informasi yang teratur di kalangan mitra dan
anggotanya. INEE juga mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan mendorong
pengembangan sumber daya-sumber daya tersebut melalui Tim-Tim Tugas yang
diselenggarakan oleh organisasi-organisasi anggota INEE.

Standar minimum global disajikan dalam buku panduan ini, merupakan hasil dari proses
konsultatif yang menyeluruh untuk mengembangkan standar minimum pendidikan dalam
keadaan darurat. Mulai tahun 2003, dengan bekerja sama dengan para pemangku
kepentingan dari kalangan yang luas, Kelompok Kerja Standar Minimum Pendidikan dalam
Keadaan Darurat INEE (The INEE Working Group on Minimum Standard for Education in
Emergencies - WaMSEE) memfasilitasi pengembangan standar, indikator, dan panduan-
panduan yang menekankan tingkat minimum akses dan ketersediaan pendidikan yang
harus dicapai dalam keadaan darurat, sampai dengan tahap awal rekonstruksi. Komponen
utama dari proses pengembangan ini adalah konsultasi-konsultasi di tingkat regional,
subregional dan nasional; konsultasi on-line melalui list-serve INEE; dan proses review
bersama. Informasiyang terhimpun pada masing-masing tahapan digunakan untuk memberi
informasi pada tahapan proses berikutnya.

Lebih dari 2.250 individu yang berasal dari lebih dari 50 negara telah memberikan andil
dukungan bagi pengembangan standar minimum ini. Antara Januari dan Mei 2004, WGMSEE
telah memfasilitasi empat konsultasiregional yang mencakup Afrika, Asia, Amerika Selatan
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dan Timur Tengah dan Eropa. Ke 137 delegasi pada konsultasi-konsultasi regional ini
meliputi perwakilan-perwakilan dari pihak yang terkena keadaan darurat, LSM setempat
dan LSM internasional, badan-badan pemerintah dan badan -badan PBB di 51 negara.
Menjelang konsultasi regional, delegasi dan anggota INEE telah megkordinasikan lebih
dari 110 konsultasi di tingkat lokal, nasional, subregional di 47 negara, menghimpun
masukan dan informasi dari LSM, dan perwakilan dari berbagai pemerintah dan PBB; donor,
akademisi, dan lebih dari 1900 perwakilan dari komunitas yang terkena, termasuk para
siswa, guru dan tenaga kependidikan. Delegasi pada konsultasi tingkat regional
mengandalkan pada standar, indikator, dan catatan panduan yang dikembangkan pada
konsultasi tingkat nasional dan lokal, serta lebih dari 100 tanggapan list serve INEE, untuk
mengembangkan standar minimum regional. Proses pembahasan bersama dilakukan
selama musim panas 2004 yang melibatkan lebih dari 40 ahli yang menganalisa dan
mempertajam standar regional menjadi satu set standar global.

Standar minimum yang dihasilkan dibuat berlandaskan pada Konvensi Hak-hak Anak/the
Convention on the Rights of the Child (CRC), Rencana Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua
(PUS)/ the Dakar Education for All (EFA) Frameworks, dan Cita-cita Pembangunan Milenium
PBB / UN Millennium Development Goals (MDG), dan Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere/
the Sphere Project’s Humanitarian Charter. CRC, MDG dan EFA menyatakan bahwa hak atas
kesetaraan pendidikan bagi semua, termasuk mereka yang terkena tanggap darurat. Buku
panduanini merupakan satu alat yang digunakan dalam upaya mencapai tingkat minimum
akses dan ketersediaan pendidikan dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut.

Piagam Kemanusiaan Sphere Projects dan Standar Minimum dalam Tanggap Bencana (The
Sphere Projects Humanitarian Charter and Minimum Standard in Disaster Response)yang
diluncurkan pada tahun 1997 oleh sekelompok LSM kemanusiaan, Palang Merah dan
Gerakan Bulan Sabit Merah, menegaskan hak-hak apa saja yang akan didapatkan oleh
mereka yang terkena bencana dari bantuan kemanusiaan. Panduan Sphere mencakup
piagam kemanusiaan dan standar minimum untuk sektor—sektor utama yaitu sanitasi dan
pasokan air; keamanan pangan; bantuan makanan dan gizi; pengelolaan tempat
penampungan; dan pelayanan kesehatan. Panduan tersebut tidak membahas pelayanan
pendidikan.

Piagam Kemanusiaan didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum humaniter
internasional, hukum hak-hak azasiinternasional, hukum pengungsi, dan Kode Etik bagi
Palang Merah Internasional, Gerakan Bulan Sabit Merah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dalam Tanggap Bencana. Piagam ini memaparkan prinsip-prinsip utama yang mengatur
aksi-aksi kemanusiaan dan mempertegas kembali hak-hak dari mereka yang terkena keadaan
darurat atas perlindungan dan bantuan. Piagam juga menegaskan kembali hak-hak dari
mereka yang terkena bencana untuk hidup secara bermartabat. Piagam menyebutkan
tanggungjawab hukum dari negara dan pihak yang bertikai untuk menjamin hak-hak atas
perlindungan dan bantuan. Ketika pihak yang berwewenang tidak mampu atau tidak berniat
memenuhi tanggung jawabnya, mereka wajib memberijjin kepada suatu organisasi untuk
memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.
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Kapan meng gunakan Standar Minimum

Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat (MSEE) dirancang untuk digunakan
dalam tanggap darurat, dan mungkin juga berguna untuk kesiapan darurat dan advokasi
kemanusiaan. Standar ini dapat diterapkan dalam berbagai keadaan, termasuk bencana
alam, dan konflik bersenjata. Dalam buku panduan ini “darurat digunakan sebagaiistilah
umum yang mencakup dua kategoriyang luas : “bencana alam” dan “darurat kompleks”,
yang didefinisikan sebagaimana di bawah ini:

e Bencana alam (natural disasters) termasuk, antara lain, angin topan/badai, gempa
bumi, bencana kekeringan dan banjir. Beberapa bencana alam, seperti gempa bumi,
dapat terjadi tanpa adanya peringatan sebelumnya, dan memiliki dampak yang hebat
pada merekayang berada di tempatitu. Bencana lainnya, seperti kekeringan, mungkin
berlangsung lambat namun memiliki dampak yang sama-sama luar biasanya.

e Darurat Kompleks (complex emergencies) adalah keadaan yang “merupakan buatan
manusia” dan sering disebabkan oleh konflik atau kekacauan sipil, yang mungkin
diperburuk oleh bencana alam. Dalam keadaan demikian, kehidupan, keamanan,
kesejahteraan dan martabat penduduk terkait terancam oleh berbagai faktor krisis,
sepertibencana alam dan bencana buatan manusia dan konflik bersenjata.

Informasiyang tertulis dalam buku panduan ini tidak bersifat menentukan. Standar minimum
telah dikembangkan oleh para pemangku kepentingan dari berbagai jenjang (yaitu rumah
tangga dan komunitas, otoritas setempat, kementerian, badan-badan pemberi dana, para
pelaku di lapangan, dll) dan telah berkembang dengan adanya pengalaman dari keadaan
darurat dan rekonstruksi awal yang telah dilaksanakan di seluruh dunia. Standar ini
memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah suatu negara atau otoritas lainnya
dan badan-badan internasional dan nasional memberikan respon dan membuat program
pendidikan dalam konteks keadaan darurat. Standar itu dirancang untuk digunakan oleh
komunitas, pemerintah, otoritas lain, dan para pekerja kemanusiaan untuk memenubhi
kebutuhan pendidikan, sebagaimana ditentukan oleh masyarakat yang berkaitan langsung.

Kerangka waktu

Kerangka waktu di mana standar minimum digunakan banyak tergantung pada konteksnya.
Mereka dapat diterapkan dalam berbagai konteks kedaruratan, mulai dari tanggapan darurat
dini sampai tahap rekonstruksi awal; dan bisa digunakan oleh berbagai pihak yang beragam.
Indikator dalam buku panduan ini tidak dapat diterapkan secara universal dalam segala
keadaan dan dengan semua pengguna potensial. Mungkin diperlukan beberapa minggu,
bulan atau bahkan tahun untuk mencapai beberapa standar dan indikator yang ditentukan.
Dalam beberapa kasus, indikator dan standar minimum mungkin dapat dicapai tanpa
bantuan eksternal; dalam kasus lainnya badan-badan dan otoritas pendidikan mungkin
perlu bekerjasama untuk mencapainya. Ketika menerapkan standar dan indikatorini semua
pelakuyang terlibat perlu menyepakati kerangka waktu untuk implementasi dan pencapaian
hasilnya.
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Bagaimana menggunakan Standar Minimum

Ada beberapa manualdan toolkityang dirancang lembaga-lembaga dan LSM internasional
yang memberikan panduan praktis bagi pekerja dalam pendidikan selama keadaan darurat
dan upaya —upaya rekonstruksi dini, untuk menangani berbagai aspek kegiatan psikososial
dan pembelajaran. Oganisasi-organisasi yang sama, serta departemen pendidikan dan
pejabat di bidang pendidikan telah mengembangkan panduan dan kebijakan mengenai
penetapan dan pemeliharaan program pendidikan yang berkualitas. Buku panduan ini tidak
memberikan rincian paparan strategi dan program yang harus dirancang dan diterapkan di
lapangan. Meskipun demikian, panduan ini menawarkan seperangkat standar minimum,
indikator penting dan catatan pemandu yang memberikan informasi mengenai tindakan-
tindakan kemanusiaan dalam konteks pendidikan, dari pengembangan program-progam
pendidikan sampai implementasi dan kelanjutannya, serta dukungan pemerintah dan
masyarakat. Standar minimum disajikan dalam lima kategori, yakni

e  Standar minimum yang berlaku umum untuk semua kategori: bagian ini memfokuskan
pada bidang-bidang partisipasi masyarakat yang penting dan penggunaan sumber
daya-sumber daya setempat ketika menerapkan standar yang tercakup dalam buku
panduan ini, serta memastikan bahwa respon pendidikan darurat didasarkan pada
penilaian awal yang diikuti dengan respon yang sesuai, evaluasi dan pemantauan yang
berkelanjutan;

o Akses dan lingkungan belajar: memfokuskan pada kemitraan untuk mendorong akses
kesempatan belajar dan kaitan lintas sektoral dengan, misalnya, kesehatan, air dan
sanitasi, bantuan makanan/gizi dan tempat bernaung, untuk meningkatkan keamanan
dan kesejahteraan psikologis, kognitif dan fisik.

e Pengajaran dan pembelajaran: memfokuskan pada elemen-elemen penting yang
mendorong pengajaran dan pembelajaran yang efektif: 1) kurikulum, 2) pelatihan, 3)
pengajaran dan 4) evaluasi.

e Guru dan tenaga kependidikan lainnya: memfokuskan pada administrasi dan
pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, termasuk perekrutan dan
seleksi, kondisi-kondisi pekerjaan, supervisi dan pemberian dukungan; dan

o Kebijakan pendidikan dan kordinasi: memfokuskan pada perumusan pemberlakuan
kebijakan, perencanaan dan implementasi, dan kordinasi.

Perbedaan antara standar dan Indikator

Standar minimum didasarkan pada prinsip bahwa mereka yang tertimpa keadaan darurat
memiliki hak untuk hidup secara bermartabat. la menjelaskan tingkat minimum akses dan
ketersediaan pendidikan yang dicapai dalam suatu situasi bantuan kemanusiaan. Standar
ini sifatnya kualitatif dan bermakna universal dan dapat diterapkan di semua keadaan.
Indikator kunci untuk masing —-masing standar merupakan penanda yang menunjukkan
apakah standar itu telah dicapai. Indikator kunci itu berfungsi sebagai suatu alat untuk
mengukur dan mengkomunikasikan dampak (atau hasil) program serta proses (atau metode)
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yang digunakan, apakah kualitatif atau kuantitatif. Tanpa indikator kunci, standar minimum
tak lebih hanya pernyataan-pernyataan niat baik, yang sulit dipraktekkan. Catatan panduan
dalam masing-masing bab berkaitan dengan poin-poin tertentu yang harus dipertimbangkan
ketika menerapkan standar-standar itu dalam berbagai keadaan yang berbeda. Catatan
panduan tersebut menawarkan saran berkenaan dengan masalah prioritas dan mengenai
penanganan kesulitan-kesulitan di tataran praktis, dan juga memaparkan berbagai dilema,
kontroversi, atau kesenjangan dalam pengetahuan saat ini. Catatan panduan berhubungan
dengan indikator kunci tertentu, dan keterkaitannya disyaratkan dalam teks. Indikator
kunci harus selalu dibaca dalam kaitannya dengan catatan panduan atau indikator.

Adalah perlu untuk diingat bahwa semua bagian saling berkait dan bahwa standar-standar
yang sering dipaparkan pada satu bagian perlu dicermati dalam kaitannya dengan standar
yang dipaparkan pada bagian-bagian lainnya. Dimana mungkin, catatan panduan
mengidentifikasi keterkaitan —keterkaitan dengan standar, indikator,atau catatan panduan
lain yang relevan.

Masalah-masalah cross-cutting

Dalam pengembangan standar minimum ini, perhatian harus diberikan untuk lebih
mencermati berbagai masalah-masalah penting. Kesemua ini berkaitan dengan hak-hak
azasi anak dan hak azasi manusia, gender, hak penduduk untuk berpartisipasi, HIV /AIDS,
ketidakmampuan dan kerentanan. Elemen-elemen ini telah dimasukkan ke dalam standar-
standaryang relevan dan tidak dibahas dalam bagian yang terpisah.

Cakupan dan batasan-batasan

Standar-standar untuk berbagai bagian tidak berdiri sendiri-sendiri: mereka saling
tergantung. Meskipun demikian, ada ketegangan yang tak terelakkan antara perumusan
standar universal dan kemampuan untuk menerapkannya dilapangan. Setiap konteks itu
berbeda-beda. Karena itulah, proses pengembangan global yang digunakan untuk
merumuskan standar yang memastikan adanya peran-serta yang berbasis luas dan dari
berbagai unsur seperti pekerja kemanusiaan, pendidik, pemerintah, otoritas di bidang
pendidikan, pelaku masyarakat madani, orang —orang yang tertimpa keadaan darurat dari
berbagairegional, negara dan konteks setempat.

Dalam beberapa hal, faktor-faktor setempat mungkin menjadikan realisasi standar minimum
dan indikator kunci tidak mungkin tercapai. Ketika hal itu terjadi, kesenjangan antara
standar dan indikatoryang dicantumkan dalam buku panduan ini dan standar dan indikator
yang dicapai dalam praktek yang sebenarnya harus dipaparkan, dan alasan mengapa ada
kesenjangan dan apa yang perlu diubah dalam upaya merealisasikan standar-standar itu
harus dijelaskan.

Standar Minimum dan Piagam Kemanusiaan Sphere tidak akan memecahkan semua masalah
pendidikan; meskipun demikian, keduanya memang menawarkan alat bagi badan-badan
kemanusiaan, pemerintah dan penduduk setempat untuk meningkatkan efektifitas dan
kualitas bantuan pendidikannya, dan hal ini dimaksudkan untuk membuat satu perbedaan
yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang terkena bencana.
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1 Standar Minimum yang

Berlaku untuk Semua
Kategori

Pengantar

Bagian ini merinci 6 standar proses inti yang dalam buku panduan ini saling menjadi
bagian integral satu sama lain. Standar-standar tersebut adalah: 1) partisipasi masyarakat,
2) sumbher daya setempat, 3) penilaian awal, 4) strategi respon, 5) pemantauan, dan 6)
evaluasi. Semuanya disajikan dalam dua sub-kelompok, di bawah judul Partisipasi
Masyarakat (partisipasi dan sumber daya) dan Analisis (pengukuran, respon, pemantauan,
dan evaluasi). Dengan menerapkan standar-standar yang dipaparkan di sini, para pekerja
kemanusiaan dan ang gota masyarakat akan mendukung realisasi standar ini di bidang
Akses dan Lingkungan Belajar, Pengajaran dan Pembelajaran, Guru dan Tenaga
Kependidikan, serta Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi.

Kaitan dengan instrumen hukum internasional

Setiap orang memiliki hak atas kehidupan yang bermartabat dan terhormat bagi hak-hak
kemanusiaannya, termasuk hak atas pendidikan. Pekerja kemanusiaan memiliki tanggung
jawab untuk memberikan bantuan dengan cara yang konsisten dengan hak-hak azasi manusia,
termasuk hak untuk berpartisipasi, hak untuk tidak diperlakukan secara diksriminatif, dan
hak atas informasi sebagaimana tercermin dalam wadah hukum hak-hak azasi manusia
internasional, hukum pengungsi dan hukum humaniter. Dalam Piagam Humaniter Sphere
Project dan Kode Etik Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah dan
Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tanggap Bencana, badan-badan kemanusiaan mulai
menjadikan dirinya sendiri akuntabel bagi mereka yang ingin dibantu. Standar umum
menguraikan tanggung jawab organisasi dan individu ketika memberikan bantuan
pendidikan.
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Arti penting standar umum untuk semua kategori

Sebelum beranjak ke bagian teknis, adalah penting untuk membaca terlebih dahulu bagian
yang melibatkan partisipasi komunitas dan analisis, ini karena standar yang diuraikan di
sini menjadi sistem kerangka payung yang membentuk seluruh standar minimum.
Pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan pendidikan diperlukan di semua
tahapan keadaan darurat. Pada awal sebuah krisis, sumber daya, kebutuhan dan
kesenjangan yang ada harus diidentifikasi dalam upaya merancang program-program dan
mengatur sumber-sumber daya secara tepat.

Program pendidikan darurat yang efektif yang memenuhi kebutuhan penduduk yang tertimpa
bencana harus berdasarkan suatu pemahaman yang jelas terhadap konteksnya. Penilaian
pendahuluan akan menganalisa keadaaan darurat itu dan efeknya pada penduduk. Kapasitas
dari mereka yang tertimpa bencana dan sumber daya yang tersedia harus diidentifikasi,
dan pada saat yang sama analisis juga mengukur kebutuhan dan kerentanan serta
kesenjanganyang ada dalam bidang-bidang pelayanan yang sangat penting. Untuk menjamin
efektifitas program, penilaian program pendidikan darurat bukan hanya memasukkan
partisipasi masyarakat yang tertimpa keadaan darurat, namun juga pemerintah setempat
dan para pekerja kemanusiaan yang bekerja dalam masalah-masalah pendidikan dan non-
pendidikan. Penilaian menyeluruh harus mempertimbangkan baik pendidikan formal dan
pendidikan nonformal untuk semua bagian dari penduduk. Pendidikan tidak boleh dianggap
terpisah dari sektor-sektor lain, atau terpisah sama sekali dari sektor ekonomi, agama,
kepercayaan tradisional, praktek-praktek sosial, politik dan keamanan, mekanisme
penyelesaian masalah atau perkembangan masa depan yang harus diantisipasi. Analisa
penyebab dan efek-efek keadaan darurat merupakan halyang penting. Bila masalah tidak
diidentifikasi dan dipahami secara benar maka akan sulit, bila tidak mustahil untuk
meresponnya secara tepat.

Respon tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kapasitas para pelaku bidang keahlian,
kendala anggaran, tingkat pengenalan terhadap wilayah atau keadaan, dan resiko-resiko
keamanan bagi staf dan para peserta didik. Standarrespon yang diuraikan secara detail di
sini dirancang untuk memperjelas “siapa melakukan apa dan kapan”. Segera setelah
respon telah ditentukan, mekanisme penentuan sasaran harus dibuat. Ini akan
memungkinkan para pekerja/ pelaku memberikan bantuan secara tidak memihak dan
tanpa diskriminasi, sesuai dengan kebutuhan.

Sistem pemantauan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi harus ditetapkan
pada saat awal proses untuk secara terus menerus mengukur kemajuan—kemajuan terhadap
pencapaian tujuan dan mengecek relevansi program yang berlangsung dalam suatu konteks
yang senantiasa berkembang . Evaluasiyang bisa dilakukan selama atau pada akhirrespon,
harus berlangsung secara berkala tergantung pada berapa lama program itu berlangsung,
dan harus menentukan efektifitas program secara keseluruhan yang mengidentifikasi
pelajaran yang bisa dipetik yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan program
sejenis di masa yang akan datang. Peserta didik dan para pemangku kepentingan harus
secara aktif dilibatkan dalam proses evaluasi. Proses, isi, dan hasil pemantauan dan
evaluasi harus transparan dan secara luas disebarluaskan ke para pemangku kepentingan
dan penerima bantuan, tanpa mengkompromikan keamanan pihak-pihak yang terlibat. Dalam
situasiyang sama, informasi secara politis atau sosio-kultural sensitif sifatnya; oleh karena
itu, data dan informasiyang terkumpul harus ditangani secara bijaksana.
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Program pendidikan darurat yang efektif didasarkan pada suatu pemahaman yang
menyeluruh atas masyarakat yang tertimpa krisis dan keterlibatannya yang aktif dalam
perancangan program. Istilah “partisipasi masyarakat” mengacu pada proses dan kegiatan
yang memungkinkan para anggota suatu masyarakat yang menjadi korban didengar, dengan
cara memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan
dan menjadikan mereka mampu untuk mengambil tindakan langsung mengenai masalah-
masalah pendidikan. Ada berbagai tingkatan atau derajat partisipasi— partisipasi simbolis,
konsultasi dan partisipasi penuh. Sementara partisipasi penuh sering sulit dicapai dalam
keadaan darurat di mana kita bekerja, konsultasi merupakan sasaran minimum dalam
pendidikan darurat, dan tujuannya adalah partisipasi penuh dari semua pihak.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa partisipasi sebagian adalah suatu kesempatan
yang terlewat dan tidak efektif dalam upaya penyediaan program yang berkelanjutan dan
bermutu. Partisipasi para anggota masyarakat yang terkena keadaan darurat —termasuk
kelompok-kelompok rentan—dalam penilaian, perencanaan, implementasi dan pengelolaan
dan pemantauan respon tanggapan yang menyeluruh harus dimaksimalkan untuk menjamin
kesesuaian, efektifitas, dan kualitas respon terhadap bencana. Keterlibatan aktif dari
masyarakat mempermudah pengidentifikasian masalah-masalah pendidikan masyarakat
yang spesifik dan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dan lagi, partisipasi masyarakat
berfungsi sebagai suatu strategi untuk mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya
setempatyang ada dalam suatu masyarakat, serta membangun konsensus dan dukungan
terhadap program pendidikan. Partisipasi masyarakat harus memasukkan elemen
pemberdayaanyang berkesinambungan dan pengembangan kapasitas yang nyata dan harus
dikembangkan berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan di lapangan.

Berbagi pengetahuan dan informasi secara sistematis di kalangan mereka yang terlibat
dalam tanggap darurat merupakan halyang sangat mendasar untuk mencapai pemahaman
bersama ternadap masalah dan kordinasi efektif di antara badan-badan/ lembaga yang
terlibat. Sistem dan metode pengumpulan data yang terstandar harus didorong. Ini akan
memudahkan pendokumentasian, pembagian, dan penyebarluasan informasi.

Standar minimum: bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai
dalam pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: merupakan “penanda” yang menunjukkan apakah standar telah dicapai.
Indikator kunci memberikan cara pengukuran dan pengkomunikasian dampak, atau hasil
dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Indikator ini bisa
kualitatif, atau kuantitatif.

Catatan panduan: mencakup poin-poin spesifik yang harus dipertimbangkan ketika
menerapkan standar dan indikator dalam berbagai situasi yang berbeda, panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktek, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan
mengenai masalah-masalah prioritas. Catatan ini juga mencakup isu-isu kritis yang berkaitan
dengan standar atau indikator dan memaparkan dilema (pilihan-pilihan sulit), kontroversi,
kesenjangan dalam pengetahuan yang ada saat ini. Lampiran 2 memasukkan sejumlah
referensi pilihan, yang mengarahkan pada sumber-sumber informasi mengenai masalah-
masalah umum dan masalah teknis tertentu yang berkaitan dengan bagian ini.
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Partisipasi
Masyarakat

Standar 1 Standar 2
Partisipasi Sumber Daya

Anggota masyarakat Sumber daya

yang terkena keadaan masyarakat setempat

darurat berpartisipasi diidentifikasi dan

secara aktif dalam dimobilisasikan serta

menilai, merencanakan, digunakan untuk

mengimplementasikan, menerapkan program-
memantau dan program pendidikan dan

mengeva_lu_a3| program kegiatan pembelajaran
pendidikan itu. lainnya.

Lampiran 2: Panduan Rujukan dan Sumber Daya
Bagian Partisipasi Masyarakat
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Standar partisipasi masyarakat 1: partisipasi

Anggota masyarakat yang terkena keadaan darurat berpartisipasi secara aktif dalam
menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi program
pendidikan itu.

Indikator kunci (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

Masyarakat yang tertimpa keadaan darurat, melalui perwakilan yang dipilihnya, dilibatkan
dalam membuat prioritas dan perencanaan kegiatan- kegiatan pendidikan untuk
memastikan terlaksananya penyampaian program pendidikan yang efektif (lihat Catatan
panduan 1-5).

Anak anak danremaja dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan kegiatan-kegiatan
pendidikan (lihat Catatan panduan 6).

Panitia pendidikan masyarakat menyelenggarakan pertemuan umum untuk melakukan
audit sosial kegiatan-kegiatan pendidikan dan anggarannya (lihat Catatan panduan 7).

Kesempatan pelatihan dan pengembangan kapasitas terbuka bagi anggota masyarakat,
termasuk anak-anak dan remaja, untuk mengelola kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat
Catatan panduan 8).

Catatan panduan

1.

Perwakilan masyarakat dalam program-program pendidikan: dalam standar minimum,
istilah “komite pendidikan masyarakat” mengacu pada satu komite yang didirikan untuk
mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan dari suatu komunitas,
dengan berbagai perwakilan yang di antaranya diambil dari para orang tua atau Persatuan
Orangtua Murid dan Guru (POMG), instansi-instansi setempat, asosiasi masyarakat
madani, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok wanita dan remaja, serta para
guru dan para siswa (bila memungkinkan). Suatu komite pendidikan masyarakat mungkin
memiliki sub-komite yang anggota-anggotanya diwakili dalam komposisi sub-komite itu.
Dalam beberapa kasus, komite pendidikan masyarakat akan bertanggung jawab atas
satu program pendidikan saja dan dalam kesempatan lainnya, ia bertanggung jawab atas
beberapa program pendidikan di suatu lokasi tertentu.

Pertalian antara keluarga, masyarakat, dan sekolah diperkuat dalam keadaan darurat
melalui keterlibatan para orang tua/ wali dalam pengembangan dan pengelolaan
lingkungan belajar. Struktur hubungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus
dikembangkan secara konsultatif dan partisipatoris. Ini berlaku untuk pengembangan
komite-komite pendidikan masyarakat, persatuan-persatuan orang tua murid dan guru,
dll., serta terhadap upaya-upaya khusus yang diperlukan untuk mengatasi masalah-
masalah dan lingkungan setempat (misalnya rumah tangga yang dikepalai oleh anak-
anak). Suatu pendekatan berbasis masyarakat akan membantu menciptakan struktur
(bila struktur-struktur itu belum siap) dan memperkuat struktur yang sudah ada yang
menghormati tradisi pendidikan dan tradisi budaya setempat dan memasukkan
mekanisme pengatasan masalah setempat.
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2. Komite pendidikan masyarakat; perwakilan harus mewakili semua, dengan partisipasi dari
kelompok-kelompok dan lembaga seperti LSM setempat, institusi-institusi keagamaan,
pemimpin tradisional, kelompok-kelompok dengan kebutuhan pendidikan khusus,
kelompok-kelompok yang terpinggir, perempuan dan anak-anak gadis, puak, suku,
kelompok-kelompok usia dll. Perwakilan harus diseleksi melalui suatu proses yang
demokratis. Selama tahap rekonstruksi komite pendidikan masyarakat harus sesuai
dengan peraturan dan secara sah dicatatkan untuk bertindak sebagai organisasi/ institusi
resmi. Ketika komite pendidikan masyarakat dengan tanggung jawab dan fungsi yang
kurang lebih sama telah ada, mereka harus diadaptasi untuk menghindari pendirian
institusi-insitusi yang paralel.

Komite pendidikan masyarakat harus mewakili semua dan berimbang, serta harus
mencerminkan keberagaman masyarakat yang terkena keadaan darurat termasuk pada;
gender, usia, kelompok etnis, agama dan kategori sosial. Wanita dan anak-anak perempuan
perlu didukung untuk menjadi mitra sejajar dalam pembangunan dengan meningkatkan
dan menjamin hak-hak yang adil berkenaan dengan partisipasi komite pendidikan
masyarakat.

3. Peran dan tanggung jawah anggota komite pendidikan masyarakat harus secara jelas
ditentukan dan siap tersedia di masyarakat. Ini bisa termasuk, namun tidak terbatas
pada hal-hal berikut:

Bertemu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah penting dan membuat
keputusan;

Menyimpan notulen pertemuan, keputusan dan sumbangan barang dan uang dari
masyarakat;

Menyediakan pendekatan-pendekatan yang secara budaya sesuai (misalnya kalender
pendidikan yang fleksibel, kurikulum program pendidikan yang mencerminkan konteks
masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dll); dan

Bersama masyarakat dan/atau otoritas nasional dan daerah, mengkomunikasikan
program-program pendidikan untuk mendorong hubungan baik antara program
pendidikan dan anggota masyarakat.

4. Keterlibatan masyarakat dalam merancang respon pendidikan: semua instansi pemerintah
dan badan-badan non-pemerintah harus sepakat dan menciptakan prosedur untuk menjamin
partisipasi masyarakat dalam merancang respon pendidikan. Prosedur —prosedur ini
harus menjadi bagian penting dari tanggapan segera dari hari pertama, dan harus
memasukkan penggunaan metode—metode partisipatoris untuk menentuka secara cepat:

Kebutuhan pendidikan berbagai ragam sub-kelompok yang mendesak; (anak-anak,
remaja dan dewasa).

Waktu dan kapasitas manusia yang tersedia, serta sumber daya-sumber daya finansial
dan material;

Dinamika kekuasaan antara sub-sub kelompok termasuk kelompok bahasa dipakai;

Keterbatasan-keterbatasan keamanan;
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Lokasi-lokasiyang aman untuk pelayanan pendidikan; dan

Strategi-strategi untuk mengintegrasikan pesan-pesan pendidikan untuk
menyelamatkan kehidupan ke semua aspek tanggap darurat.

(Lihat juga Standar analisis 2, Catatan panduan no. 5, Standar analisis 3 dan Standar
kebijakan pendidikan dan kordinasi 2).

5. Rencana aksi pendidikan lokal: masyarakat dan komite pendidikan masyarakat membuat
prioritas dan rencana kegiatan pendidikan melalui proses perencanaan akar-rumput
partisipatoris yang mencerminkan kebutuhan, pemikiran dan nilai-nilai dari orang-orang
yang terkena keadaan darurat, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.
Hasil dari proses perencanaan ini adalah rencana aksi pendidikan berbasis komunitas.
Rencana ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas program dan
pelayanan pendidikan formal dan/atau nonformal.

Suatu rencana aksi pendidikan mungkin memiliki beberapa tujuan, termasuk, namun
tidak terbatas pada:

Mengembangkan visi bersama di antara pekerja/pelaku kemanusiaan tentang
bagaimana jadinya lingkungan belajar nantinya, yang diartikulasikan melalui berbagai
kegiatan, indikator dan sasaran.

Mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama di antara mereka yang terlibat
mengenai prioritas untuk meningkatkan kondisi tertentu dalam lingkungan belajar;
dan

Mengartikulasikan rencana aksi dengan tugas-tugas dan tanggung-jawab tertentu yang
harus dipenuhi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam waktu tertentu, dalam
upaya mencapaitarget yang diuraikan dalam rencana itu.

Rencana aksi pendidikan setempat harus menentukan peran kerjasama dari segenap
pemangku kepentingan, termasuk badan-badan pendukung, komite pendidikan
masyarakat, dan pemangku kepentingan program pendidikan itu. Rencana aksi harus
memasukkan kode etik untuk memungkinkan pemantauan dan penilaian masyarakat dan
membantu membentuk budaya keterlibatan untuk mempertahankan kesinambungan
partisipasi masyarakat luas. Ini bisa meliputi bidang-bidang seperti perencanaan,
perlindungan anak, upaya mendorong partisipasi anak-anak gadis dan perempuan dan
orang-orang dari kelompok rentan, implementasi kegiatan belajar-mengajar, supervisi,
pemantauan, pengerahan sumber daya, perekrutan dan pelatihan staf, pembangunan dan
perawatan sarana/ prasarana, kordinasi dengan instansi eksternal yang terkait, dan
pengintegrasian dengan intervensi-intervensi sanitasi dan pasokan air, nutrisi, kebersihan
dan kesehatan ketika memungkinkan. Semua anggota masyarakat perlu memiliki akses
terhadap informasi sehingga mereka dapat memberitahukan kepada komite pendidikan
masyarakatnya tentang bagaimana mengelola program pendidikan secara efektif (lihat
juga Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 2, dan Standar kebijakan pendidikan
dan kordinasi 3).

6. Partisipasi anak dalam kegiatan: Pasal 13 Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa (CRC) memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal-
hal yang menyangkut hidupnya, mempersiapkan tanggungjawab yang akan dipikulnya
ketika dewasa. Pasal ini berlaku untuk semua anak di semua keadaan darurat, termasuk
krisis kronis dan rekonstruksi tahap awal.
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Peserta didik, khususnya remaja dan dewasa, harus dilibatkan dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem yang memberikan pendidikan bagi mereka. Anak-anak harus
dilatih dalam praktek-praktek yang membantu mereka melindungi diri dan anak lainnya
dalam masyarakatnya. Pelatihan harus menekankan pada kapasitas mereka untuk
berpartisipasi secara konstruktif dan memprakarsai perubahan positif, misalnya
menganjurkan perbaikan kegiatan sekolah, melaporkan atau mencegah kesalahan
perlakuan di lingkungan belajar (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 2 dan
Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3). Tugas-tugas yang muncul selama
keadaan darurat (misalnya pemberian kegiatan-kegiatan rekreasi untuk anak-anak dan
remaja) dapat digunakan untuk melibatkan anak-anak muda khususnya mereka yang
tidak bersekolah, dalam kegiatan-kegiatan yang penting bagi masyarakat. Ini akan
memberikan pilihan positif untuk menghadapi pengaruh negatif seperti tindak kejahatan,
kelompok bersenjata, dll.

7. Audit sosial: adalah evaluasi program pendidikan berbasis masyarakat. Audit dilakukan,
di antaranya, untuk menilai masukan material, finansial dan manusia, mengidentifikasi
apa yang masih dibutuhkan dan apa yang tersedia, dan memantau efektifitas.

Sosial audit tidak selalu mungkin dilaksanakan pada tahap permulaan dan pertengahan
dari suatu masa darurat. Namun demikian, sekali satu keadaan darurat telah stabil
kembali (misalnya krisis kronis jangka panjang atau tahap awal pembangunan kembali),
audit sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kapasitasnya
sendiri agar dapat menjadi lebih efektif dalam memantau program pendidikannya (lihat
juga Standar analisis 4).

8. Pengembangan Kapasitas: adalah tidak realistis mengharapkan anggota masyarakat
agar memiliki kemampuan teknis mengelola dan menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan
tanpa pelatihan dan pendampingan yang diperlukan. Program pelatihan harus mengukur
kapasitas masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan cara-
cara memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan ini. Selain pengembangan kapasitas
bagi para anggota komite pendidikan masyarakat, pendidikan harus juga melibatkan
anggota masyarakat dalam kerja-kerja program pendidikan dan memberikan pelatihan
dalam upaya mendorong kualitas dan kesinambungan dukungan mereka.

Standar partisipasi masyarakat 2: sumber daya

Sumber daya masyarakat setempat diidentifikasi dan dimobilisasikan dan digunakan untuk
menerapkan program-program pendidikan dan kegiatan pembelajaran lainnya.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

e Masyarakat, tenaga kependidikan dan peserta didik mengidentifikasi sumber- sumber
daya pendidikan di masyarakat (lihat Catatan panduan 1)
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Sumber-sumber daya masyarakat dikerahkan untuk memperkuat akses terhadap
pendidikan, perlindungan dan kualitas serta program pendidikan (lihat Catatan panduan
2-3).

Para pemangku kepentingan mengenali dan mendukung kapasitas masyarakat, dan
pembuatan program pendidikan dirancang untuk memaksimalkan penggunaan
keterampilan-keterampilan dan kapasitas setempat (lihat Catatan panduan 4-5).

Catatan panduan:

1.

2.

5.

Sumber daya masyarakat termasuk sumber daya-sumber daya manusia, intelektual,
keuangan dan material yang ada dalam masyarakat. Pengerahan berbagai sumber daya
masyarakat harus dikaitkan dengan peningkatan kualitas lingkungan belajar. Ini mungkin
meliputi lingkungan fisik, (misalnya dukungan materi dan tenaga kerja bagi perbaikan,
perawatan atau pembangunan sekolah) dan lingkungan mental dan emosional ( misalnya
dukungan psikososial bagi para siswa dan guru/fasilitator, atau penanganan masalah-
masalah perlindungan). Catatan/dokumen harus disimpan untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas (lihat Standar akses dan lingkungan berlajar 2-3).

Mempromosikan akses dan keamanan: anggota masyarakat harus dikerahkan untuk
mencurahkan waktu dan sumber daya untuk membantu anak-anak dalam kelompok-
kelompok rentan yang belajar di sekolah dan yang datang secara teratur, misalnya
melalui prakarsa-prakarsa oleh kelompok-kelompok pemuda dan perempuan untuk
memberikan pakaian pantas bagi anak dari keluarga-keluarga sangat miskin, atau
menyediakan makanan bagi keluarga-keluarga yang dikepalai oleh anak-anak. Perempuan
dapat mendukung partisipasi anak-anak gadis di sekolah dengan memberikan pelayanan
sebagai asisten di kelas, memberikan perlindungan dari kemungkinan pelecehan, dan
para anggota masyarakat dapat menyumbangkan waktunya dengan mengantar dan
menjemput anak saat berangkat atau pulang sekolah bila diperlukan ( lihat Standar akses
dan lingkungan belajar 2-3).

. Membangun kesinambungan: masyaratak harus diberi pelatihan mengenai peran dan

tanggungjawab dalam lingkungan belajar, pengetahuan sumber daya dan pengelolaan,
dan kesinambungan (misalnya perawatan fasilitas-fasilitas, upaya-upaya khusus untuk
memastikan partisipasi dari siswa-siswa yang rentan dll.) untuk jangka waktu yang lebih
lama.

. Pengakuan kontribusi masyarakat: pelaporan kepada pemberi dana harus mencakup

informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai sumbangan dari masyarakat. Sumbangan
masyarakat yang kuat bisa dilihat sebagai indikasi komitmen dan kemungkinan
kesinambungan program itu.

Kapasitas setempat: partisipasi dalam intervensi harus memperkuat perasaan
bermartabat mereka dan harapan pada saat krisis. Program-program harus dirancang
berdasarkan pada kapasitas setempat dan hindarkan tindakan yang melemahkan strategi
mengatasi masalah yang dimiliki mereka.
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Standar 1
Penilaian Awal

Penilaian
pendidikan

yang
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Evaluasi
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Apendiks 2
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Formulir Pengumpulan Informasi dan Penilaian Kebutuhan

Lampiran 2: Panduan Sumber Daya dan Rujukan
Bagian Analisis
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Standar analisis 1: penilaian awal

Penilaian keadaan darurat pendidikan yang tepat waktu dilaksanakan secara holistik dan
partisipatoris.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

e Penilaian pendidikan awal yang cepat dilakukan sesegera mungkin, dengan
memperhitungkan keamanan dan keselamatan (lihat Catatan panduan 1-3).

Para pemangku kepentingan inti dilibatkan dalam pengidentifikasian data yang perlu
dikumpulkan; dalam pengembangan, penafsiran dan penajaman indikator; dan dalam
pengelolaan dan penyebarluasan informasi (lihat Catatan panduan 4-5).

e Suatu penilain menyeluruh atas sumber daya dan kebutuhan pendidikan untuk berbagai
jenjang dan jenis pendidikan, untuk semua lokasiyang terkena keadaan darurat dilakukan
dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan, dan dimutakhirkan secara berkala
(lihat Catatan panduan 4).

Pendidikan merupakan bagian dari penilaian antar-sektor yang mengumpulkan data
mengenai keadaan keamanan, ekonomi sosial dan politik; demografi, dan sumber daya-
sumber daya yang tersedia, untuk menentukan pelayanan-pelayanan apa yang dibutuhkan
oleh penduduk yang terkena keadaan darurat itu (lihat Catatan panduan 6).

Penilaian menganalisa ancaman potensial dan ancaman nyata terhadap perlindungan
peserta didik, dengan menggunakan suatu penilaian resiko yang terstruktur atas
ancaman, kerentanan, dam kapasitas (lihat Catatan panduan 7).

Kapasitas setempat, sumber daya-sumber daya dan strategi pembelajaran dan pendidikan
diidentifikasi, baik sebelum maupun selama keadaan darurat berlangsung

e Penilaian mengidentifikasi persepsi setempat terhadap tujuan dan relevansi pendidikan
dan kebutuhan dan kegiatan pendidikan yang diprioritaskan.

e Suatu sistem dibangun untuk mengupayakan penyimpanan data pendidikan dan berbagi
temuan-temuan penilaian (lihat Catatan panduan 8).

Catatan panduan

1. Waktu Penilaian harus memperhitungkan keamanan dan keselamatan tim penilai dan
penduduk yang terkena keadaan darurat. Ketika akses terbatas, strategi alternatif
harus dijajaki, seperti sumber-sumber sekunder, jaringan komunitas dan pemimpin lokal.
Ketika akses yang lebih luas memungkinkan, penilaian pertama harus ditingkatkan dan
didasarkan pada informasi dan data yang terkumpul secara lebih ekstensif. Penilaian
harus dimutakhirkan secara berkala (paling tidak setiap kuartal), dengan memasukkan
data evaluasi dan pemantauan, bahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan
hasil-hasil yang dicapai, dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang tak
terpenuhi.

2. Pengumpulan informasi dan data penilaian harus direncanakan dan dilaksanakan untuk
memahami kebutuhan pendidikan, kapasitas, sumber daya-sumber daya dan
kesenjangannya. Suatu penilaian yang menyeluruh yang meliputi semua jenis dan lokasi
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pendidikan harus dituntaskan segera mungkin, namun hal ini tidak boleh menunda
disiapkannya penilaian parsial yang cepat untuk memberikan data tentang tindakan-
tindakan mendesak yang perlu diambil. Dimana memungkinkan, kunjungan lapangan oleh
berbagai penyedia pendidikan harus dikordinasikan, untuk menghindarkan aliran tamu
yang tak henti-henti sehingga mengganggu staf tanggap darurat.

Alat penilaian kualitatif dan kuantitatif harus konsisten dengan standar internasional,
tujuan PUS dan panduan berbasis hak-hak. Ini akan membantu menghubungkan prakarsa
global dengan komunitas lokal dan mendorong upaya keterkaitan di tingkat lokal dengan
kerangka kerja dan indikator di tingkat global. Formulir pengumpulan data harus dibuat
terstandar di negara itu untuk memudahkan kordinasi proyek pada tingkat antar lembaga/
instansi dan meminimalisir tuntutan terhadap para pemasok informasi. Formulir harus
memberikan ruang bagi informasi tambahan yang benar-benar penting yang diberikan
oleh responden di tingkat lokal / komunitas.

Pertimbangan etis merupakan hal yang sangat penting bagi segala bentuk pengumpulan
data dalam suatu tanggap kemanusiaan. Pengumpulan informasi untuk semua keperluan/
tujuan termasuk penilaian, pemantauan, atau survei, dapat membawa resiko bagi
responden — tak hanya karena sifat sensitif informasi yang dikumpulkan, namun juga
karena berpartisipasi dalam proses itu bisa menyebabkan orang menjadi sasaran atau
ikut memikul suatu resiko. Prinsip-prinsip dasar menghormati, tidak membahayakan, dan
tidak diskriminatif harus senantisa diingat dan mereka yang mengumpulkan informasi
memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberitahukan hak-hak partisipan. Lihat
rujukan mengenai Analisis dalam Lampiran 2 untuk menghubungkan dengan dokumen
“Menjadikan Perlindungan Sebagai Prioritas: Panduan untuk Memasukkan Perlindungan
ke dalam Pengumpulan Data dalam Bantuan Kemanusiaan” (Making Protection A Priority:
A Guidebook for Incorporating Protection into Data Collection in Humanitarian
Asssistance).

3. Metode analisa: dalam upaya mengurangi bias, data harus dicek-silang dari berbagai
sumber selama dilakukannya analisa, sebelum kesimpulan dibuat. Pengecekan silang
(friangulation) merupakan metode campuran untuk melakukan pendekatan terhadap
pengumpulan dan analisa data untuk mengukur tumpang tindih, dan berbagai sisi dari
sebuah fenomena, yang akan menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam untuk
menjamin kesahihan data kualitatif. Sudut pandang lokal harus juga dimasukkan dalam
analisa, untuk menghindari adanya tanggap kemanusiaan yang semata-mata didasarkan
pada satu persepsi dan prioritas yang dibuat oleh pihak luar.

4. Pemangku kepentingan harus merangkul sebanyak mungkin individu dari kelompok-
kelompok penduduk yang terkena keadaan darurat. Partisipasi para pemangku
kepentingan dalam pengumpulan informasi dan data, analisis, serta pengelolaan dan
penyebarluasan informasi mungkin dibatasi oleh keadaan selama tahap penilaian awal,
namun harus dikurangi ketika penilaian, pemantauan dan evaluasi berikutnya
dilaksanakan.

5. Temuan-temuan penilaian harus tersedia sesegera mungkin, sehingga kegiatan-kegiatan
dapat direncanakan. Penilaian data-data sebelum krisis dan pasca krisis yang
mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya-sumber daya pendidikan (misalnya oleh
pihak yang berwenang, LSM, lembaga-lembaga memiliki kekhususan dalam masyarakat
kemanusiaan dan komunitas setempat) harus disiapkan agar dapat digunakan oleh
para pekerja kemanusiaan. Ini berguna khususnya bila para pelaku /pekerja kemanusiaan
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tidak dapat mengakses lokasi selama keadaan darurat berlangsung.

6. Penilaian darurat umum harus melibatkan ahli perlindungan anak atau ahli pendidikan
dalam tim darurat untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan dan sumber-sumber
daya pendidikan dan perlindungan anak. Lembaga-lembaga harus mengikat sumber daya-
sumber daya dan membangun kapasitas staf dan organisasi untuk melaksanakan kegiatan
—kegiatan ini.

7. Analisis resiko: adalah penting untuk mempertimbangkan segenap aspek keadaan yang
mungkin mempengaruhi kesehatan dan keamanan anak dan remaja, karena dalam derajat
tertentu, pendidikan bisa membentuk faktor yang bersifat melindungi dan/atau juga
resiko. Penilaian harus mencakup suatu daftar sejumlah resiko (sebuah matriks resiko)
yang akan mendokumentasikan resiko-resiko yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti
bencana alam dan bahaya lingkungan untuk kelompok umur dan kelompok rentan yang
berbeda; ranjau darat atau persenjataan yang tidak meledak, keamanan bangunan dan
infrastruktur lainnya; perlindungan dan keamanan anak; ancaman terhadap kesehatan
mental dan fisik; masalah-masalah yang berkaitan dengan kualifikasi guru, kurikulum dan
penyelenggaraan sekolah, dan imformasi lain yang relevan (lihat sampel matriks resiko
dalam MSEE CD-ROM).

Penilaian harus menyatakan strategi pengelolaan resiko yang diperlukan untuk
pencegahan, mitigasi, dan tindakan lain yang terkait dengan keadaan darurat (kesiapan,
tanggap, rekonstruksi dan rehabilitasi) selama peristiwa biasa atau karena terprovokasi.
Dalam keadaan tertentu, hal ini mungkin mempersyaratkan masing-masing pusat
pendidikan memiliki rencana keamanan dan darurat sekolah untuk mencegah dan
mengantisipasi keadaan darurat itu. Bila mana perlu, masing-masing pusat pendidikan
harus menyiapkan suatu peta resiko yang menunjukkan ancaman potensial dan
menyinggung secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanannya.

8. Penyebarluasan temuan-temuan penilaian: hal ini harus dikordinasikan oleh pihak yang
terkait di tingkat nasional dan lokal. Bila tidak ada organisasi atau unsur pemerintah
yang melakukan halini, pelaku internasional yang berfungsi mengarahkan seperti Kantor
PBB untuk Kordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) harus ditunjuk untuk membuat
mekanisme pengkordinasian dan penyebarluasan informasi. Penyebarluasan temuan hasil
penilaian harus dilanjutkan dengan pengenalan kerangka statistik yang segera dan
keluaran dari data yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (lihat Standar
kebijakan pendidikan dan kordinasi 3).

Standar analisis 2: strategi respon

Suatu kerangka kerja bagi respon pendidikan dikembangkan; mencakup paparan masalah
dan strategi tindakan yang terdokumentasi.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

e Data baseline dikumpulkan secara sistematis pada saat dimulainya program.
e Strategirespon pendidikan darurat mencerminkan suatu pemahaman data menyeluruh
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yang jelas (lihat Catatan panduan 1-2)
Indikator dan patokan (benchmark) yang sahih diidentifikasi untuk memantau dampak
respon pendidikan pada anak, remaja dan masyarakat secara keseluruhan.

Informasiyang terkumpul dari penilaian tahap awal dimutakhirkan dengan data baru yang
memberi informasi tentang perkembangan progam yang tengah berjalan (lihat Catatan
panduan 3).

Strategirespon pendidikan harus memprioritaskan keamanan dan kesejahteraan semua
anak dan remaja, termasuk mereka yang rentan atau memiliki kebutuhan pendidikan
khusus.

Strategirespon pendidikan secara progresif memenuhi kebutuhan penduduk yang terkena

keadaan darurat terhadap pendidikan yang berkualitas dan tanpa kecuali, dan berfungsi
untuk memperkuat program pendidikan nasional (lihat Catatan panduan 4-6).

Catatan panduan

1.

)

Proposal respon harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang penting dibuat
anggarannya, dengan dana yang memadai untuk memenuhi standar minimum yang
dipaparkan di sini. Proposal juga harus memberikan indikasi kegiatan-kegiatan pendidikan
mana yang akan direalisasikan di suatu lokasi yang diinginkan, dengan memberikan
taksiran terhadap seberapa luas cakupan kebutuhan yang dinilai bagi jenjang dan jenis
pendidikan yang berbeda dan mengindikasikan apakah organisasi-organisasi lain diketahui
memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Harus
ada keluwesan untuk merespon permintaan pendidikan yang sebenarnya, bila kenyataanya
lebih besar dari yang terlihat. Upaya-upaya dilakukan untuk mendorong kesinambungan
dan harmonisasi antara organisasi-organisasi ketika menentukan jenjang dan jenis-jenis
pengeluaran untuk pendidikan darurat (misalnya remunerasi, peralatan dlf).

. Pengembangan kapasitas utuk analisa dan pengumpulan data: proposal harus mencakup

pengembangan kapasitas staf, khususnya staf nasional, untuk pengumpulan dan analisa
baseline data dan melakukan tugas-tugas pemantauan dan evaluasi. Kesemua ini sering
tidak diperhitungkan sepenuhnya selama proses pembuatan proposal.

. Pemutakhiran strategi proposal: respon harus dibahas kembali dan dimutakhirkan setiap

kuartal selama keadaan darurat dan tahap rekonstruksi awal. Proposal harus
memperhitungkan pencapaian sampai saat ini, perubahan-perubahan dalam situasi darurat
dan taksiran kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi sampai saat ini. Sasarannya
adalah pencapaian yang progresif dalam kualitas dan wilayah cakupan serta kesinambungan
jangka panjang.

Respon pemberi dana: donor sebaiknya membahas kualitas dan cakupan tanggap darurat
pendidikan, termasuk tingkat jumlah siswa yang masuk sekolah dan tingkat putus sekolah
dikalangan kelompok-kelompok rentan. Mereka harus menjamin akses terhadap
kesempatan memperoleh pendidikan di berbagai lokasi yang terkena keadaan darurat.
Temuan harus tersedia sedemikian rupa sehingga pendidikan bagi penduduk setempat di
lokasi penampungan pengungsi atau mereka yang terpaksa pindah dari asalnya memenuhi
standar minimum (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 8).
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5. Penguatan program-program nasional: tanggap darurat pendidikan, khususnya bagi

mereka yang bukan pengungsi/ penduduk yang terpaksa pindah dari asalnya dan selama
tahap rekonstruksi harus dirancang untuk dinarmoniskan dengan dan memperkuat pro-
gram pendidikan nasional, termasuk perencanaan pendidikan tingkat nasional dan lokal,
administrasi, pengelolaan, pelatihan peningkatan mutu bagi para guru yang bertugas
dan dukungan lainnya.

. Mengatasi hambatan-hambatan yang berkenaan dengan amanat organisasi: organisasi

pemberi bantuan dengan mandat yang terbatas (misalnya mandat yang terbatas bagi
anak-anak, atau pengungsi, atau repatriasi) harus memastikan bahwa respon pendidikan
mereka disesuaikan dengan yang dijalankan pemerintah dan berbagai organisasi dengan
mandat yang lebih luas sehingga semua kebutuhan pendidikan dipenuhi. Strategi untuk
masing-masing wilayah yang terkena harus mencakup kebutuhan perkembangan anak-
anak usia dini serta bagi kebutuhan remaja, termasuk pendidikan kejuruan, pendidikan
menengah dan sekolah tingkat atas, penataran guru dan pendidikan alternatif lainnya.
Strategi pengembangan pendidikan di wilayah yang menerima kembali para pengungsi
harus memasukkan ketentuan untuk dukungan jangka panjang dengan program yang
dikembangkan dengan bantuan organisasi kemanusiaan yang memiliki kendala waktu
dalam intervensinya (misalnya dalam pemberian dukungan repatriasi dan reintegrasi
awal pengungsi).

Standar analisis 3: pemantauan

Semua pemangku kepentingan yang relevan secara teratur mementau kegiatan-kegiatan
respon pendidikan dan mengembangkan kebutuhan pendidikan dari penduduk yang terkena.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

Sistem untuk pemantauan keadaan darurat yang berkesinambungan dan intervensitelah
siap dan berfungsi (lihat Catatan panduan 1-2).

Pria, wanita, anak-anak, dan remaja dari kelompok-kelompok yang terkena keadaan darurat
secara teratur dimintai keterangan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemantauan
(lihat Catatan panduan 2).

Data pendidikan dikumpulkan secara sistematis dan berkala, dimulai dengan informasi
baseline dan diikuti dengan pelacakan perubahan-perubahan dan kecenderungan yang
mengikutinya (lihat Catatan panduan 3-4).

Personil dilatih dalam metodologi pengumpulan dan analisa data untuk memastikan bahwa
data menjadi handal dan analisanya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
(lihat Catatan panduan 5).

Data pendidikan dianalisa dan digunakan bersama di antara para pemangku kepentingan
pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya (lihat Catatan panduan 3).

Sistem dan database pemantauan secara berkala dimutakhirkan berdasarkan umpan
balik untuk mencerminkan kecenderungan-kecenderungan baru dan memungkinkan
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dibuatnya keputusan berdasarkan informasiyang diambil dari kecenderungan tersebut.

e Datayang mengidentifikasi perubahan, kecenderungan baru, kebutuhan dan sumber daya
diberikan ke pengelola pendidikan secara berkala.

e Bila diperlukan, penyesuaian program dibuat sebagai hasil dari pemantauan.

Catatan panduan

1. Monitoring harus mencerminkan kebutuhan pendidikan penduduk yang berubah serta
seberapa jauh program-program itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, agar menjadi
relevan dan responsif serta memperhitungkan kemungkinan perbaikan. Tidak semua
data perlu dikumpulkan dalam frekuensi yang sama. Oleh karena itu, rancangan
pemantauan akan melibatkan keputusan mengenai keseringan pengumpulan jenis-jenis
data tertentu, berdasarkan pada kebutuhan dan jumlah sumber daya yang dihabiskan
untuk pemrosesan dan pengumpulan data. Beberapa jenis informasi dapat dikumpulkan
dari sekolah-sekolah dan program pendidikan lainnya berdasarkan sampel, yang
memberikan indikasi cepat mengenai kebutuhan—kebutuhan dan masalah (misalnya data
putus sekolah, data mereka yang masuk sekolah, apakah anak makan terlebih dahulu
sebelum masuk sekolah, jumlah buku teks, materi belajar mengajar yang tersedia, dll).
Pemantauan anak di luar sekolah dan alasan mereka tidak bersekolah bagi mereka yang
tidak hadir, dapat juga dilakukan melalui kunjungan ke sejumlah sampel rumah tangga di
lokasi tertentu serta menemui kelompok-kelompok komunitas.

2. Orang-orang yang terlibat dalam pemantauan: orang-orang yang dapat mengumpulkan
informasi dari semua kelompok dalam penduduk yang terkena secara budaya dapat
diterima harus dimasukkan, khususnya yang berkenaan dengan gender dan kemampuan
bahasa. Praktek-praktek budaya setempat mungkin mempersyaratkan wanita atau
kelompok minoritas dimintai keterangan oleh individu yang secara budaya dapat diterima.

3. Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (Education Management Information Systems
- EMIS) mungkin telah porak poranda karena keadaan darurat. Pengumpulan data dasar
dan pemrosesan sederhana harus dibangun kembali dengan prioritas, melalui kerjasama
antarlembaga dan dukungan bagi otoritas nasional. Pembangunan atau rehabilitasi EMIS
nasional mungkin memerlukan pengembangan kapasitas dan sumber daya tingkat
nasional, regional dan lokal, untuk mengembangkan, mengumpulkan, mengelola,
menafsirkan, menerapkan dan menyebarluaskan informasiyang ada. Tindakan ini harus
dimulai sedini mungkin dalam keadaan darurat, dengan tujuan agar memiliki sistem
pemantauan yang berfungsi dan siap saat tahap awal pembangunan kembali. Komponen
penting dalam EMIS adalah perangkat lunak yang cocok. Kantor pendidikan kabupaten
dan nasional serta sub-sektor pendidikan lainnya (misalnya lembaga pelatihan di tingkat
nasional) harus memiliki perangkat lunak yang saling melengkapi untuk membangun
database yang cocok untuk memudahkan pertukaran informasi.

4. Pemantauan peserta didik harus berlangsung kapan saja sepanjang memungkinkan,
setelah mereka menyelesaikan atau keluar dari kursus. Pemantauan dapat meliputi retensi
keterampilan baca tulis dan akses terhadap materi-materi bacaan pasca belajar baca
tulis. Untuk pendidikan kejuruan, pemantauan harus diarahkan pada pencarian informasi
tentang kesempatan bekerja dan penggunaan keterampilan kejuruan oleh para bekas
peserta pelatihan melalui tindak lanjut oleh staf penempatan. Pemantauan pasca pro-



Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori 27

gram memberikan umpan balik yang sangat berharga untuk perancangan program (lihat
juga Standar pengajaran dan pembelajaran 4).

. Validitas Data: semua analisis harus memiliki dokumentasi yang menjelaskan 1) definisi

indikator 2) sumber data, 3) metode pengumpulan, 4) pengumpul data, dan 5) prosedur
analisis data. Segala kelainan/penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan
pengumpulan atau analisa data juga harus dicatat. Data dapat dicurangi oleh responden
yang menginginkan alokasi sumberyang sebanyak-banyaknya (misalnya
menggelembungkan jumlah anak yang bersekolah atau daftar hadir) atau karena takut
dipersalahkan. Pelatihan staf harus dilengkapi dengan kebijakan untuk tidak
mengumumkan rencana kunjungan demi mendapatkan data yang lebih valid.

Standar analisis 4: evaluasi

Ada suatu evaluasi respon pendidikan yang sistematis dan tidak memihak dalam upaya
meningkatkan praktek-praktek dan meningkatkan akuntabilitas.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan)

e Evaluasikebijakan, program dan hasil berbagaiintervensi terhadap strategirespon, tujuan

perlindungan anak dan tujuan pendidikan secara khusus serta standar minimum secara
menyeluruh dilaksanakan pada titik waktu tertentu.

Informasi diteliti pada efek-efek intervensiyang tidak disengaja.

Informasi dikumpulkan secara transparan dan tidak memihak dari para pemangku
kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dan mitra dari sektor-sektor lainnya.

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, komite
pendidikan masyarakat, pejabat di lingkungan pendidikan nasional dan setempat, guru
dan siswa, dimasukkan dalam kegiatan evaluasi (lihat Catatan panduan 2).

Pelajaran dan praktek-praktek yang baik secara luas disebarluaskan dengan masyarakat
kemanusiaan, masyarakat nasional dan setempat yang lebih luas cakupannya, dan
dijadikan bahan advokasi, program, dan kebijakan pasca keadaan darurat untuk memberi
andil pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan global (lihat Catatan panduan 3).

Catatan panduan

1.

Evaluasi harus mengumpulkan baik data kualitatif maupun kuantitatif untuk
mengembangkan suatu gambaran yang holistik sifatnya. Data kualitatif memberikan
informasi kontekstual dan membantu menjelaskan data statistik yang dikumpulkan.
Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tertulis;
sementara data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dan kuesioner.
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Evaluasi harus memberikan penilaian yang menyeluruh atas input-input finansial, mate-
rial dan sumber daya manusia; akses peserta didik, retensi, perlindungan dan daya
rangkum; proses belajar mengajar; pengakuan dan sertifikasi pembelajaran; pelatihan
guru yang bertugas; dampak bagi peserta didik individu, termasuk kesempatan untuk
meneruskan studilanjutan dan pekerjaan; dan dampaknya pada masyarakat yang lebih
luas.

2. Pengembangan kapasitas melalui evaluasi: anggaran evaluasi harus mencakup pemberian
lokakarya dengan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan konsep evaluasi,
mengembangkan kerangka evaluasi, dan proses berdasarkan pada partisipasi, serta
membahas dan menafsirkan temuan bersama-sama. Ini akan bermanfaat khususnya bila
staf suatu program pendidikan dilibatkan dalam aspek-aspek proses evaluasi. Ini akan
membantu para staf mengembangkan konsep dasar untuk “kepemilikan” berikutnya dan
penerapan rekomendasi-rekomendasi di lapangan. Mereka yang mendapat manfaat dari
proyek ini, yakni guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat juga menjelaskan kesulitan-
kesulitan praktis yang mereka hadapi dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sebagai
konsekwensi dilaksanakannya sebuah rekomendasi.

3. Penyebarluasan temuan dan pelajaran yang dapat dipetik: pelaksana evaluasijuga harus
diminta untuk menyusun laporan dengan memasukkan bagian pertama yang dapat
disebarluaskan dalam domain publik. Dengan temuan-temuan internal dan rahasia disajikan
di bagian ke dua yang akan disebarluaskan di kalangan terbatas.
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Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua
Kategori: Apendiks

Apendiks 1: Kerangka Penilaian
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Kerangka Penilaian digunakan sebagai basis bagi analisa dan diskusi, dengan tujuan untuk
mencapai pemahaman bersama kebutuhan suatu populasi tertentu. Analisa ini
mengkombinasikan bukti-bukti dan penilaian-penilaian. Kerangka penilaian terdiri dari
kategori-kategori, yang merupakan pertimbangan “kepantasan” bukan kebutuhan semata.
Sementara kerangka ini menyarankan kausalitas antara kategori-kategori yang ada,
karangka kerja ini tidak secara tersurat merujuk pada hal ini, dan penjelasan lebih lanjut
mengenai perangkat ini diperlukan untuk membantu tim-tim penilaian. Sampai perangkat
seperti itu dikembangkan, tim boleh memilih bagaimana menjelaskan sebab-akibat.
Kerangka ini memberikan platform yang lebih konsisten dan transparan untuk berbagi
informasi dengan tujuan merencanakan respon kemanusiaan yang diberi prioritas dalam
krisis. Sementara ada sebuah hirarki perhatian yang tercermin di tingkat kerangka kerja
masing-masing, ini tidak menyiratkan suatu tanggapan yang diprioritaskan. Kerangka ini
menjelaskan bahwa kategoriyang berbeda adalah saling tergantung, dan harus dianggap
seperti itu. Masing-masing kategori dalam kerangka ini harus diukur secara individual
(yakni pendidikan) dan sebagai bagian dari penilaian yang integral (yaitu dampak situasi
dalam pendidikan di kategori lainnya dalam kerangka itu). Perlindungan /hak-hak azasi
manusia/ penegakan hukum adalah isu-isu yang menjadi payung, yang memerlukan
penggarapan secara terpisah dan diarusutamakan. Titik awal untuk penilaian adalah
kelompok geografis atau kelompok penduduk.

Sumber: Kerangka penilaian dikembangkan oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC) CAP Subkelompok kerja dan dpertajam
dalam sebuah lokakarya yang dihadiri oleh pemberi donor, badan-badan PBB, Palang Merah, dan LSM, 25 Januari 2004.
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Apendiks 2: Perencanaan dalam Keadaan Darurat:
Checklist Analisis Situasi

Berbagai faktor, isu, orang dan institusi yang perlu anda ketahui dan pahami
dalam upaya membuat rencana dan melaksanakan program.

1. Penilaian baseline.

Data apayang diperlukan untuk kajian baseline?

Data apayang anda butuhkan untuk merencanakan implementasivs apa yang tersedia,
misalnya lokasi sekolah (jumlah, lokasi); jumlah siswa yang diharapkan; jumlah guru,
dn.?

Apakah ada peluang untuk mengumpulkan data baseline sebelum anda memulai pro-
gram anda?

2. Sifat situasi

Bagaimana sifat situasinya? (terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan?)
Apakah ada kelompok (budaya, usia, gender) yang khususnya menjadi rentan atau
terkena keadaan darurat itu?

3. Stabhilitas situasi

Apakah situasinya stabil?(jangka pendek/jangka menengah) atau masih berkembang?
Apakah adarencana cadangan yang dapat dilihat sebelumnya (suatau keadaan darurat
atau perubahan besarterhadap kedaruratan yang sudah ada?

Faktor-faktoryang dapat teridentifikasi apakah yang mungkin menjadikan perubahan
yang tiba-tiba dan/atau yang siginifikan.

4. Sistem pendidikan yang berjalan sekarang

Sistem pendidikan

Apakah ada sistem pendidikan yang berjalan sekarang?

Apakah ada lebih dari satu sistem pendidikan yang berjalan di dalam lingkungan
penduduk sasaran?

Sampai di mana keadaan darurat yang ada mempengaruhi sistem pendidikan sekarang?
Apakah infrastruktur atau bangunan sekolah memburuk, atau hancur (dapur, fasilitas
sanitasi, gudang)?

Bagaimana keadaan lingkungan pendidikan sekarang (ruangan, materi belajar, kelas,
staf dll).

Apakah keadaannya sama baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anak-
anak dari berbagai latar belakang geografis/etnis/ dll?

Apakah anak-anak masuk sekolah dan hadir secara rutin ke kelas? Bila tidak, kenapa
demikian?

Apakah anak-anak yang menderita kelaparan sementara mereka belajar di kelas
(misalnya tidak makan pagi, jarak ke sekolah yang cukup jauh, atau kurang gizi?)
Apakah anak-anak terkena defisiensi mikronutrien tertentu? Yang mana?
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Kurikulum dan pengajaran

Apakah ada kurikulum bersama?

Apakah satu atau beberapa bahasa pengajaran yang dipakai bersama-sama?

Apakah ada guru, media bantu guru dan/atau media bantu pengajaran?

Apakah pelatihan / pelatihan kembali guru diperlukan?

Apakah diperlukan pendidikan informal dan program pelatihan keterampilan (untuk
tentara anak-anak yang dimasyarakatkan kembali, anak-anak luar sekolah dan/atau
kelompok-kelompok yang tidak beruntung lainnya?)

5. Pemangku kepentingan utama
Pengidentifikasian pemangku kepentingan yang utama

Siapayang melakukan Y?

Siapayang bertanggung jawab atas X?

Siapakahyang akan merencanakan Y?

Siapayang bertanggung jawab atas sumber daya X?

Siapayang bertanggung jawab atas keputusan Z?

Organisasi internasional lainnya

LSM (internasional dan lokal)

Pemerintah

- Bagiamanakah status pemerintahan nasional / lokal saat ini (sah,
sementara?)

- Siapayang mengurusi pendidikan?

Sekolah (guru, kepala sekolah, dll).

Masyarakat (perkumpulan wanita, para pemuka, para tetua, agama, pekerja kesehatan,

atau kelompok komunitas lainnya).

e Keluarga

- Strukturyang paling menonjol apa yang ada?

- Apakah keadaan darurat mempengaruhi struktur keluarga?

- Siapayang membuat keputusan tentang partisipasi anak (khususnya anak perempuan)
dalam pendidikan?

6. Sumber-sumber daya yang tersedia

Untuk pendidikan (lihat juga “Sistem pendidikan saat ini” di atas)
e Apakah adatempat-tempat belajaryang aman tersedia?
e Apakah fasilitas-fasilitas sekolah yang ada berfungsi sepenuhnya?
e Apakah terdapat jumlah guru dan staf yang cukup untuk menyelanggarakan kegiatan
pendidikan sehari-hari?

Bantuan pangan
e Sebarapa mendesak dimulainya pembagian makanan?
e Apakah personilyang menyiapkan makanan tersedia?
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Apakah fasilitas untuk menyiapkan makanan tersedia (dapur sekolah, ruang gudang, peralatan
makan dan peralatan memasak, bahan bakar untuk memasak, dan sumber air?)

Apakah memungkinkan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu?

Apakah ada sarana penyimpanan/ transportasi/ dan sarana untuk pengantar makanan?
Apakah komoditas makanan akan tersedia? Di mana dan seberapa cepat komoditas
itu dapat diperoleh dan dikirimkan ke titik-titik distribusi makanan?

Apakah ada program kesehatan sekolah untuk dilengkapi / atau diteruskan
kegiatannya?

Apakah ada komitmen dari donor pada saat ini?

Apakah ada mitra pelaksana potensial?

7. Kendala potensial dan kendala yang ada saat ini

Keamanan

Apakah tempatyang aman untuk belajar tersedia?

Apakah ada akses aman bagi ruangan belajar bagi anak, guru, dan pekerja bantuan?
Apakah ada tempatyang aman untuk penyiapan dan pendistribusian makanan?
Apakah pengantaran dan pengangkutan makanan aman?

Apakah makanan disimpan dengan aman?

Kendala etnis/gender

e Apakah adaisu-isu/ kendalayang berkenaan gender?

e Apakah ada kendala atau isu-isu yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang
berbeda (berdasar etnis/ geografis?)

Keahsahan

e Apakah ada mitra pemerintah yang jelas untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan itu?

e Apakah penciptaan dan dukungan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan mendapat dukungan
dari kekuatan/ pimpinan politik setempat? Bila tidak, mengapa?

e Apakah ada resiko yang timbul tanpa adanya dukungan ini?

e Apakah pelaksanaan program tanpa dukungan ini dapat dibenarkan?

e Apakah kemitraan dapat dikembangkan?

e Apakah program dapat dirancang untuk membangun / menarik dukungan?

Diadopsi dari World Food Program, Planning for School Feeding in Emergency Setting-Situation Analisys, Designing the Programme,
Implementation, 2004. http://www.wfp.org



Standar Minimum yang Berlaku u ntuk Semua Kategori

Apendiks 3: Pengumpulan Informasi dan Penilaian Kebutuhan

Kuesioner

Lokasi:

Sifat Darurat Masalah:
Utama:

Apakah beberapa sekolah masih berfungsi

Ya/Tidak Lokasi
1. Penyebab-penyebab utama dan/atau perwujudan masalah beri tanda E
Bangunan sekolah telah rusak O Guru tidak mau bekerja bila tidak dibayar []
Air di bangunan sekolah tidak aman/tidak tersedia O Bepergian sudah menjadi berbahaya O
Anak-anak tidak bersekolah |:| Guru direkrut menjadi tentara |:|
Alat-alat dan bahan tidak bersedia |:| Beberapa anak mengalmai trauma |:|
Keluarga tidak mampu membeli bahan-bahan untuk sekolah [] Beberapa anak menjadi cacat O
Para guru telah pergi/ketakutan O Anak-anak direkrut menjadi tentara O
Kurangnya orang dewasa terdidik untuk menggantikan guru ]
2. Identifikasi Populasi Anak
Jumlah Anak Jumlah total Perempuan Laki-Laki
0-5tahun B B %
6-13tahun L, B B s %
14-18tahun B e B %
Penghuni s B B e %
Dalam status pindahan ..........cccccovveieeiiiainnens % e ————— B e %
3. Perbandingan dengan kead belum Kead darurat
Jumlah Anak Jumlah total Perempuan Laki-Laki
0- 5 tahun Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak
6 - 13 tahun Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak
14 - 18 tahun Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak
Penghuni Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak

Dalam status pindahan Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak Lbh Sedikit Sama Lbh Banyak

Jelaskan segala hal menonjol yang berkenan dengan gender

33
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4. Tingkat pendidikan apakah yang dipunyai anak?

Pendidikan pra Sekolah Sekolah Dasar Sekolah Menegah
% dari populasi (dewasa awal)
Kelompok yang telah
menyelesaikan

5. Tingkat pendidikan apakah yang dipunyai anak?
Bahasa Ibu Lisan [/] Tertulis []

Bahasa setempat
(sebutkan)

Lain-lain (sebutkan)

ooooono
ooOoOoono

6a. Apakah anda memiliki peta suatu wilayah di mana bangunan umum (misalnya sekolah,
pusat kesehatan, gereja) ditandai dalam peta ?

6b. Bila jawaban anda terhadap 6a adalah TIDAK, tunjukkan bagiamana informasi ini dapat
diperoleh ?

6¢. Bila jawaban anda terhadap 6b adalah TIDAK, tunjukkan bagiamana informasi ini dapat
diperoleh ?

7. Lokasi-lokasi apakah yang dapat dijadikan untuk kelas ?

Jumlah anak yang dapat ditampung

Sekolah/ruang kelas
Pusat Rehabilitasi
Penampungan(Shelter)

Luar ruang (bawah pohon)

Rumah

Tempat ibadah
Klinik
Lain-lain (sebutkan)

OO00Oo000oo0 ™
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8. Apakah fasilitas-fasilitas berikut dapat diakses dengan mudah ?

Ditempat [V] Dalam jarak tertentu#] ~ Tidak dapat diakses M

Sumber air (sebutkan)

wcC

Pancuran mandi

Toilet

Fasilitas medis

Fasilitas untuk Penyandang cacat

OOo0Ooo0oo
OOo0Ooo0oo
OOo0Ooo0oo

Listrik
9. Seberapa jauh anak haus berjalan untuk kelas ?
0-25% 26-50% 51-75% 76-100%
Dalam meter % dari kelompok anak

500 meter atau kurang
500-1000 meter

> 1000 meter
Dalam mile
1/2 Mil atau kurang

-1 mil

> 1 mil

10. Apakah anak-anak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain ?

Anak Perempuan Anak Laki-laki
%
Jam per hari

Utama pagi atau siang
11. Kira-kira berapakah materi pelajaran yang diperlukan dan tersedia ?
(per anak) Tersedia Diperlukan
Tersedia
BukuTeks
Pelajaran 1
Pelajaran 2
Pelajaran 3
Sabak/batu tulis
Kapur
Spons bola
Buku latihan
Pena/Pensil
karet Penghapus
Pensil warna
Lain-lain tentukan)
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12. Berapakah jumlah (kira-kira) materi pengajaran yang diperlukan dan yang tersedia ?

(per ruang kelas) Tersedia

Panduan/manual

Buku catatan

Papan tulis

Kapur kotak

Peta/Chart Dinding
Pena/pensil

Alat tulis

Lain-lain (sebutkan)
Bahan-bahan untuk rekreasi

13. Siapakah yang mungkin dapat dijadikan pengajar anak-anak ?

Jumlah

Guru terlatih
Para-profesional
Profesional dari bidang lain
(misalnya dokter/paramedis)
Anak yang lebih tua
Anggota masyarakat
Anggota LSM

Sukarelawan

Lain-lain (sebutkan)

Wanita (%)

Diperlukan
Tersedia

Pria (%)

14. Apakah sumber daya manusia dewasa tersedia untuk mendukung guru?

Jumlah

Para-profesional

Wanita (%)

Pria (%)

Tingkat Pendidikan

Profesional dari bidang lain
(misalnya dokter/paramedis)

Anak yang lebih tua

Anggota masyarakat

Anggota LSM

Sukarelawan

Lain-lain (sebutkan)
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15 Apakah anak-anak terdampingi ?
% dari kelompok anak

Oleh seluruh keluarga mereka
Oleh paling sedikit satu orang tua
Oleh saudara sekandung

Oleh anggota keluarga lainnya
Oleh relawan

Sendiri

16. Siapakah yang menjadi kepala rumah tangga ?
% dari kelompok anak

Ibu

Ayah

Orang Dewasa lain (sebutkan)
Anak lain (kakak perempuan)
Anak lain (kakak laki-laki)
Lain-lain (sebutkan)

17. Latar belakang ekonomi keluarga anak ?
%

Petani

Tukang ahli
Pengembara
Peternak sapi
Lain-lain (sebutkan)

18. Pesan khusus apakah yang disampaikan kepada anak-anak?

Pesan mengenai sanitasi dan kebersihan

Pesan-pesan kesehatan

Pesan-pesan mengenai potensi bahaya seperti ranjau darat

Keterampilan hidup (sebutkan)

Lain-lain (sebutkan)
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19 Keberadaan lembaga-lembaga penting yang berfungsi dalam masyarakat
(sebutkan beberapa nama).

Komite Universal Umum Jarang Tidak ada
r1nasyarakat 0 0 0 0
22— Ol U U U
Sumber-sumber Universal Umum Jarang Tidak ada
DEPDIKNAS
T— U U U OJ
22— Ol U U U
Lembaga Pelatihan ~ Universal Umum Jarang Tidak ada
G
e — O O O O
22— Ol U U U
LSM domestik Universal Umum Jarang Tidak ada
;1)egiat Pendidikan 0 0 0 0
22— Ol U U U
LSm Universal Umum Jarang Tidak ada
Internasional

egiat Pendidikan
R e O O O O
2— Ol Ol U UJ
Badan-badan Universal Umum Jarang Tidak ada
PBB
1 — U U U OJ
22— Ol U U U
Lain-lain Universal Umum Jarang Tidak ada
glsebutkan) 0 0 0 0

22— U (] (] (]
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Akses dan

Lingkungan Belajar

Pengantar

Selama krisis, akses terhadap sumber-sumber dan hak yang penting —pendidikan—sering
sangat terbatas. Meskipun demikian, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting
dalam membantu penduduk yang tertimpa keadaan darurat untuk dapat mengatasi situasi
mereka dengan mendapatkan pengetahuan tambahan dan keterampilan untuk bertahan
hidup dan dapat kembali hidup normal. Pada saatyang sama, adalah pengelolaan kegiatan
—kegiatan pendidikan selama keadaan darurat sering lebih sulit, dan ada bahaya bahwa
kelompok-kelompok rentan khususnya, akan tidak dapat menerima pendidikan yang
ditawarkan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses atas kesempatan pendidikan
yang berkualitas dan relevan, dan bahwa lingkungan pembelajaran aman dan mendorong
perlindungan dan kesejahteraan fisik, emosi dan mental dari peserta didiknya.

Program pendidikan darurat dapat memberikan perlindungan kognitif, sosial dan fisik kepada
peserta didik, khususnya anak-anak dan remaja, dan tenaga kependidikan. Meskipun
demikian, peserta didik juga sering terancam fisik dan psikologis dalam perjalanan dari
dan ke sekolah dan dalam lingkungan belajar itu sendiri. Masalah-masalah ini menimpa
anak-anak dan para guru perempuan secara tak sepadan. Dalam memberikan pelayanan
pendidikan, ada suatu kewajiban untuk memastikan bahwa siswa aman baik saat pergi
maupun pulang dari sekolah serta saat berada di lingkungan belajar itu sendiri.

Rentangan yang progresif antara kesempatan belajar formal dan nonformal harus diberikan.
Bila pendidikan formal tidak dengan segera mungkin dilaksanakan pada saat mulainya
keadaan darurat, program pendidikan harus membuat program untuk kegiatan-kegiatan
rekreasional (olah raga dan bermain); kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal, program
“yang memadai bagi” anak-anak yang lebih besar (bila diperlukan); kesempatan bagi remaja
untuk mempertahankan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan belajar yang



40 Akses dan Lingkungan Belajar

penting, dan pendidikan alternatif nonformal atau pelatihan keterampilan bagi anak, orang
dewasa danremaja yang belum mulai atau menyelesaikan pendidikan dasar.

Beberapa kelompok atau individu mungkin memiliki kesulitan tertentu dalam mengakses
pendidikan dalam keadaan darurat. Meskipun demikian, tidak ada satu individupun yang
ditolak aksesnya atas pendidikan dan kesempatan belajar karena faktor diskriminasi.
Para penyedia pendidikan harus menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompok-
kelompok rentan dengan kebutuhan khusus, seperti mereka yang cacat, gadis yang sudah
menginjak masa dewasa, anak-anak yang berhubungan dengan pasukan yang bertikai
(Children Associated with Fighting Forces - CAFF), anak yang diculik, ibu-ibu yang masih
berusia remaja dll., untuk memastikan bahwa mereka akan dapat memetik manfaat dari
kesempatan yang ditawarkan pendidikan. Intervensi pendidikan harus berfokus tidak hanya
pada pemberian pelayanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal saja, namun juga
membantu mengatasi kendala-kendala seperti diskriminasi, biaya sekolah, dan kendala
bahasa, yang mengecualikan kelompok tertentu. Secara khusus, kesempatan-kesempatan
tambahan, apakah formal, nonformal maupun kejuruan diperlukan untuk mengatasi dan
menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang tidak
memiliki akses atas pendidikan atau yang menghadapi kendala dalam melanjutkan
pendidikan mereka.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan dikembangkan dan dilaksanakan sangat penting bagi
efektifitasnya. Bagian ini harus digunakan berkaitan dengan standar umum untuk semua
kategoriitu, yang mencakup partisipasi masyarakat, sumber daya-sumber daya setempat,
penilaian awal, respon, pemantauan dan evaluasi. Secara khusus, partisipasi dari orang-
orang yang tertimpa keadaan darurat — termasuk kelompok-kelompok rentan — harus
dimaksimalkan demi kecocokan dan kualitasnya.

Standar minimum: hal ini bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus
dicapai dalam penyediaan /pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: ini merupakan “penanda” yang menunjukkan apakah standar-standar itu
sudah dicapai. Indikator kunci menyediakan cara-cara mengukur dan mengkomunikasikan
dampak, atau hasil dari suatu program serta proses atau metode yang digunakan. Indikator
bisa kuantitatif atau kualitiatif.

Catatan panduan: ini mencakup poin-poin khusus yang harus dipertimbangkan ketika
menerapkan standar dan indikator dalam berbagai situasi yang berbeda, panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan di lapangan, dan saran-saran mengenai isu-isu prioritas.
Mereka mungkin juga mencakup isu-isu penting yang berkaitan dengan standar atau
indikator, dan memaparkan dilema, kontroversi atau kesenjangan dalam pengetahuan saat
ini. Lampiran 2 berisi sekumpulan daftar rujukan terpilih, yang menunjukkan sumber-sumber
informasi mengenai baik isu-isu yang umum sifatnya dan hal —hal teknis yang berkaitan
dengan bagian ini.
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Standar akses dan lingkungan belajar 1: akses yang setara

Semua individu memiliki akses atas kesempatan pendidikan yang berkualitas dan relevan

Indikator kunci:

e Tidak ada seorangpun yang ditolak aksesnya atas kesempatan belajar dan
mendapatkan pendidikan karena alasan diskriminasi (lihat Catatan panduan 1-2).

e Dokumen atau persyaratan lain tidak menjadi penghalang untuk ikut serta dalam
program itu (lihat Catatan panduan 3).

e Rentang kesempatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal secara progresif
diberikan kepada penduduk yang terkena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan mereka (lihat Catatan panduan 4-5).

e Melalui pelatihan dan peningkatan kepekaan, masyarakat menjadi semakin terlibat
dalam menjamin hak-hak semua anggota masyarakat atas pendidikan yang relevan
dan berkualitas. (lihat Catatan panduan 6-7).

e Sumber-sumberyang memadai dapat disediakan oleh pemerintah, donor, LSM, dan
mitra pembangunan lain serta masyarakat untuk menjamin kegiatan pendidikan yang
berkualitas dan berkelanjutan di semua tahapan darurat dan rekonstruksi awal (lihat
Catatan panduan 8).

o Peserta didik memiliki peluang untuk masuk atau masuk kembali ke sistem pendidikan
formal secara aman segera setelah gangguan yang terjadi karena adanya keadaan
darurat.

e Program pendidikan diakui oleh otoritas pendidikan negara penerima dan/atau negara
asal.

Catatan panduan

1. Diskriminasi merujuk, namun tidak terbatas, pada kendala-kendala yang karena
kemiskinan, gender, usia, kebangsaan, ras, etnis, agama, bahasa, afiliasi politik,
orientasi seks, latar belakang ekonomi dan sosial, lokasi geografis, atau kebutuhan
pendidikan khusus. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
menyatakan hal-hal berikut:

Pasal 2 mengakui hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang
mencakup ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik & pendapat
lainnya, asal sosial maupun kebangsaan, kepemilikan, kelahiran dan status lainnya”;

Pasal 13 mengakui hak-hak dari setiap orang atas pendidikan yang “harus diarahkan
pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan pengembangan martabat,
dan harus memperkuat penghormatan kepada hak-hak azasi manusia dan kebebasan
yang mendasar. Pendidikan harus menjadikan semua orang mampu berpartisipasi
secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong pengertian, toleransi
dan persahabatan di kalangan bangsa-bangsa dan semua kelompok-kelompok agama,
etnis dan ras, dan kegiatan—kegiatan lanjutan Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk
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menjaga perdamaian.” Pasal 13 mengikat negara-negara untuk mengakui bahwa
dengan maksud untuk mencapairealisasi hak ini sepenuhnya, 1) pendidikan dasar
harus bersifat wajib dan diperoleh secara bebas untuk semua; 2) pendidikan menengah
dalam berbagai bentuknya yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknik dan
kejuruan, harus diupayakan secara umum tersedia dan dapat diakses oleh semua
dengan segala cara yang tepat, dan secara khusus dengan dikenalkannya pendidikan
gratis secara progresif; 3) pendidikan dasar harus didorong atau diintensifkan
sepanjang memungkinkan bagi mereka yang tidak menerima atau menyelesaikan
seluruh masa pendidikan dasarnya.

2. Kerangka dan instrumen internasional yang menyatakan hak atas pendidikan dalam
keadaan darurat harus dijunjung tinggi. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Rencana Aksi Dakar, yang mendorong Pendidikan Untuk Semua, yang menyatakan
bahwa salah satu tujuannya adalah bahwa pemerintah harus “memenuhi kebutuhan
sistem pendidikan yang terkena konflik, bencana dan ketidakstabilan alam, dan
menjalankan program pendidikan sedemikian rupa yang mendorong saling pengertian,
perdamaian, dan toleransi, sertayang membantu mencegah kekerasan dan konflik.”
Konvensi Jenewa (IV) yang Berkaitan dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat
Perang (pasal 50) “Kekuatan yang melakukan pendudukan harus, dengan kerjasama
dengan otoritas nasional dan lokal, memfasilitasi bekerjanya semua instrumen yang
dicurahkan pada perawatan dan pendidikan anak secara semestinya.

Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kerangka
formatif bagi perlindungan kognitif, psikososial dan fisik bagi pembelajaran dalam
keadaan darurat.

3. Penerimaan dan syarat masuk: persyaratan dokumentasi harus fleksibel dan tidak
mempersyaratkan bukti kewarganegaraan, kelahiran atau sertifikat usia, berkas-berkas
identitas, rapot sekolah dll, karena mereka yang terkena keadaan darurat itu mungkin
tidak memiliki dokumen-dokumen itu. Batas usia sebaiknya tidak diberlakukan bagi
anak-anak dan remaja yang tertimpa keadaan darurat. Kesempatan kedua untuk masuk
sekolah bagi mereka yang putus sekolah harus dijjinkan. Upaya-upaya khusus harus
dilakukan dengan sasaran dan melibatkan peserta didik yang rentan dan terpinggirkan.
Di mana terdapat kekhawatiran terhadap kondisi keamanan, dokumentasi dan informasi
penerimaan harus tetap dirahasiakan.

4. Rentang Kesempatan Pendidikan: kesempatan ini harus mencakup pendidikan anak-
anak prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,
keterampilan hidup, pelatihan kejuruan, pendidikan nonformal, (termasuk baca, tulis
dan hitung), kesempatan belajar yang dipercepat (bila memungkinkan). Setiap trauma
yang mungkin dialami oleh anak-anak sebagai akibat dari keadaan darurat itu sendiri
tidak harus diperberat dengan kehilangan akses atas pendidikan.

Pengaturan jadwal yang luwes, termasuk pergantian dan jam sekolah yang bervariasi,
program pendidikan pendampingan, pelayanan perawatan anak bagi ibu-ibu yang masih
remaja, dukungan teman sebaya yang terorganisir bagi siswa yang mengalami kesulitan
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yang berintegrasi dengan tatanan ruangan kelas, program-program pencangkokan, dan
pelajaran-pelajaran kejuruan akan membuat lebih banyak peserta didik yang memetik
manfaat dari kesempatan pendidikan ini. Memaksa peserta didik yang lebih tua ke
dalam kelas yang umumnya disediakan untuk anak-anak yang lebih muda usianya, atau
membiarkan mereka secara suka rela bergabung dengan kelas reguler untuk anak-anak
yang lebih muda dapat membawa dampak negatif bagi peserta didik yang lebih muda
dan mereka yang lebih tua usiannya, dan berakibat pada tidak efisiennya pelajaran.
Pilihan alternatif, seperti memisahkan kelas bagi mereka yang lebih tua usianya, atau
kelas akselerasi harus digunakan ketika diperlukan. Perwakilan dari remaja, asosiasi
wanita, anggota masyarakat lainnya dan para pemuka masyarakat harus diajak berembug
ketika alternatif bagi program-program sekolah yang reguler diperkenalkan.

Teknik-teknik seperti pemetaan sekolah harus digunakan selama dan setelah keadaan
darurat untuk merencanakan akses yang efektif dengan biaya yang pantas dari berbagai
peserta didik yang potensial di berbagai lokasi yang berbeda untuk memberikan
kegiatan—kegiatan pendidikan yang bercakupan penuh dalam tanggap darurat.

5. Kelompok usia: kesempatan pendidikan harus diprioritaskan berdasar kelompok umur
(misalnya anak-anak dan remaja) dan isi (informasi mengenai “upaya menyelamatkan
jiwa” bagi semua dalam fase awal keadaan darurat). Saat keadaan darurat menjadi
stabil, kesempatan pendidikan dapat diperluas bagi semua kelompok populasi untuk
meningkatkan kehidupan mereka dalam cara-cara yang relevan.

6. “Pendidikan yang relevan dan yang berkualitas”. Lihat lampiran |: Standar Minimum
Pendidikan dalam Keadaan Darurat: Daftar Istilah, tentang definisi mengenai hal-hal ini.

7. Keterlibatan masyarakat. masyarakat harus secara aktif dilibatkan dalam proses
pendidikan. Ini dapat membantu memecahkan masalah kesenjangan komunikasi,
pengerahan sumber daya-sumber daya tambahan, menjawab masalah kekhawatiran
mengenai keamanan dan mendorong partisipasi di kalangan kelompok-kelompok yang
terpinggirkan (lihat juga lampiran | Daftar Istilah dan Standar partisipasi masyarakat 1-
2).

8. Sumber daya-sumber daya: donor harus luwes dan mendukung berbagai macam strategi
untuk memastikan kelanjutan prakarsa pendidikan dari tahap awal keadaaan darurat
sampai tahapan rekonstruksi. Pemerintah nasional memiliki tanggung jawab utama untuk
menjamin pendidikan dan mungkin menerima pendanaan dari berbagai sumber. Donor—
donor lain termasuk masyarakat internasional (bilateral dan multilateral) LSM
internasional dan LSM lokal, pemerintah setempat, organisasi berbasis keagamaan,
kelompok-kelompok masyarakat madani, dan mitra pembangunan lainnya (lihat Standar
analisis 2, Catatan panduan 4). Fokus perencanaan sumber daya-sumber daya harus
pada perluasan kesempatan pendidikan dengan segera, namun kesinambungan,
perencanaan jangka panjang, (termasuk kemungkinan bahwa keadaan darurat mungkin
bertambah lama) dan skenario pembangunan kembali di masa yang akan datang harus
dipertimbangkan. Kerjasama dan kordinasi dengan pihak berwenang yang terkait dapat
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membantu terjaminnya stabilitas (lihat juga Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi
3).

Tanggap pendidikan cepat dalam keadaan darurat memerlukan akses yang cepat terhadap
pendanaan, misalnya melalui cadangan-cadangan darurat atau dana “pemula”. Pendanaan
selama keadaan darurat yang berkepanjangan harus cukup untuk mendukung pendidikan
bagi anak dan remaja yang akan memungkinkan mereka melanjutkan kemajuan sekolahnya
melalui program-program sekolah normal. Pada tahap awal rekonstruksi, pendanaan harus
diberikan saat diperlukan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pendidikan
di tingkat lokal dan nasional. Sumber-sumber donor harus menjadikan program pendidikan
menjadi mampu berlanjut kembali di semua lokasi melalui penggunaan penampungan
sementara dan penyediaan materi pembelajaran dan pengajaran.

Standar akses dan lingkungan belajar 2: perlindungan dan kesejahteraan

Lingkungan belajar aman dan mendorong perlindungan dan kesejahteraan mental dan
emosional peserta didik.

Indikator kunci: (dibaca dalam kaitannya dengan Catatan panduan)

e Sekolah dan lingkungan belajar berlokasi dalam jarak yang dekat dengan penduduk
yang mereka layani (lihat Catatan panduan 1-2).

e Rute akses menuju lingkungan belajar harus aman bagi semua (lihat Catatan panduan
3).

e Lingkungan belajar bebas dari semua bahaya yang mungkin dapat mengancam peserta
didik (lihat catatan panduan 4-5).

e Program-program pelatihan bagi guru, peserta didik, dan masyarakat tersedia untuk
mempromosikan keamanan, keselamatan, dan perlindungan.

e Paragurudantenaga kependidikan lainnya diberi keterampilan untuk memberi dukungan
psikososial untuk mendorong kesejahteraan emosional peserta didik.

e Masyarakat dilibatkan dalam keputusan-keputusan mengenailokasilingkungan belajar
dan dalam membangun sistem dan kebijjakan untuk memastikan bahwa peserta didik
dalam keadaan aman dan selamat.

e Kebutuhan nutrisi dan kelaparan jangka pendek dari peserta didik harus diberi perhatian
untuk memungkinkan terjadinya pembelajaran yang efektif di tempat belajar.
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Catatan panduan

1. Kedekatan jarak harus didefinisikan sesuai dengan standar nasional/setempat dengan
memperhitungkan masalah keamanan dan keselamatan lainnya. Ketika jarak cukup jauh,
kelas-kelas jauh (atau satelit atau pengumpan -feeder) harus didorong pelaksanaannya di
dekat lokasi rumah bagi mereka yang tidak mampu bepergian dalam jarak manapun,
seperti anak —anak yang masih kecil dan gadis-gadis yang sudah remaja.

2. Keamanan: Bila bangunan pendidikan yang biasa tidak tersedia atau tidak aman, maka
lokasi alternatif yang aman harus dipilih. Sekolah sebaiknya tidak digunakan sebagai
tempat sementara aparat keamanan.

3. Rute Akses: negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keamanan
ini dapat berkaitan dengan pengawasan yang baik dan memadai dan penempatan tentara,
di mana perlu dan tepat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan memastikan bahwa
rute akses aman bagi semua peserta didik dan tenaga kependidikan (tanpa melihat
gender, usia, kebangsaan, ras, etnik, atau kemampuan fisik), masyarakat harus
mendiskusikan dan menyepakati upaya-upaya pro-aktif seperti penjemputan oleh orang
tua. Ini juga bisa merupakan bagian dari agenda komunitas pendidikan masyarakat.

4. Perlindungan: peserta didik harus dilindungi dari bahaya yang mungkin mengancamnya,
termasuk, namun tidak terbatas pada: bahaya alam, senjata, amunisi, ranjau, senjata
yang tidak meledak, lokasi kontak senjata, angkatan bersenjata, ancaman politik dan
militer, dan perekrutan.

Siswa, khususnya minoritas dan anak-anak perempuan, sering menjadi sasaran kekerasan,
perlakuan yang tidak semestinya, perekrutan atau penculikan ketika pergi dan pulang
sekolah. Dalam halini, keamanan siswa harus ditingkatkan dengan kombinasi kampanye
informasi untuk masyarakat dan dengan meminta orang dewasa dalam komunitas itu
untuk menyertai mereka. Di daerah-daerah di mana para siswa harus berjalan pulang di
waktu malam melaluijalan-jalan yang buruk penerangannya, baju atau tasnya harus memiliki
reflektor atau pita yang memantulkan sinar tertempel di tas/pakaian, atau panduan
dengan menggunakan “flashlight” harus dibuat rancangannya. Di mana memungkinkan,
wanita harus ada di sekitar bangunan sekolah untuk memberikan rasa terlindungi bagi
peserta didik perempuan. Selain itu, program pendidikan juga harus mencakup pemantauan
tingkat pelecehan yang dialami oleh anak-anak perempuan dan wanita dewasa.

5. Pengelolaan kelas anti kekerasan: intimidasi mencakup, di antaranya, aspek-aspek
tekanan mental, kekerasan, perlakuan yang tidak semestinya, dan diskriminasi. Guru
harus menerima pelatihan tentang metode-metode pengelolaan kelas yang positif untuk
menjamin bahwa intimidasi tidak terjadi. Hukuman badan sebaiknya tidak digunakan atau
didorong penggunaannya.

6. Kesejahteraan: kesejahteraan emosi dan mental harus dipahami dalam pengertian apa
yang baik bagi seseorang: keamanan, perlindungan, kualitas pelayanan, kebahagiaan dan
kehangatan dalam hubungan antara penyedia pendidikan dan peserta didik. Kegiatan-
kegiatan yang digunakan memastikan kesejahteraan anak didik harus berfokus pada
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peningkatan pengembangan kognitif yang bermutu, interaksi sosial yang solid, dan
kesehatan yang baik. Menjamin kesejahteraan juga memberi andil pada penyelesaian
program pendidikan formal dan non-formal yang penuh keberhasilan dari para siswa (lihat
Apendiks 1 tentang Checklist Psikososial).

7. Nutrisi: kebutuhan nutrisi dan kelaparan jangka pendek harus di atasi melaui program
bantuan makanan sekolah atau program keamanan pangan lainnya di luar lingkungan
belajar. Bila program makanan di sekolah dilaksanakan, mereka harus mengikuti panduan
yang diakui yang digunakan oleh badan-badan lain, seperti World Food Program (Pro-
gram Pangan Dunia) lihat Apendiks 2 tentang Checklist Program Makanan di Sekolah).

Standar akses dan lingkungan belajar 3: fasilitas

Fasilitas pendidikan kondusif bagi kesejahteraan fisik para peserta didik

Indikator kunci: (dibaca dalam kaitannya dengan Catatan panduan)

e Struktur pembelajaran dan lokasi dapat diakses oleh semua, tanpa melihat kemampuan
fisik.

e Lingkungan belajar ditandai dengan batas-batas yang kasat mata dan penanda yang
jelas, secara tepat

e Strukturfisik yang digunakan untuk lokasi belajar sesuai dengan keadaan dan mencakup
ruangan yang mencukupi untuk kelas dan administrasi, fasilitas rekreasi dan sanitasi
(lihat Catatan panduan 1).

e Ruangan kelas dan susunan tempat duduk sesuai dengan rasio ruangan per siswa-
guruyang disepakati, serta tingkat kelas, dalam upaya untuk mendorong metodologi-
metodologi partisipatoris dan pendekatan yang berpusat pada anak (/earner centered
approach) (lihat Catatan panduan 1).

e Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan perawatan lingkungan belajar (lihat
Catatan panduan 2).

e Kesehatan dan kebersihan dasar didorong dalam lingkungan sekolah.
e Fasilitas sanitasiyang memadai disediakan, dengan mempertimbangkan usia, gender,

dan kebutuhan dan pertimbangan pendidikan khusus, termasuk di dalamnya akses
bagi orang —orang penyandang cacat (lihat Catatan panduan 3).
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e Jumlah airaman minum dan air untuk kebersihan yang mencukupi dapat diperoleh di
lokasi belajar (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan

1. Struktur bangunan: kesesuaian struktur bangunan fisik harus memperhitungkan
penggunaan jangka panjangnya (pasca darurat), ketersediaan anggaran, keterlibatan
masyarakat dan apakah ia dapat dirawat oleh otoritas setempat dan/atau masyarakat
setempat dengan biaya yang wajar. Struktur itu mungkin sementara, semi-permanen,
permanen, sebuah bangunan tambahan atau yang bisa dipindah-pindahkan.

Elemen-elemen berikut harus diingat:

Bahan yang dapat dibeli secara lokal dan tenaga kerja, di mana tersedia, harus
dimanfaatkan untuk membangun struktur bangunan. Harus diambil langkah-langkah
untuk memastikan bahwa struktur bangunan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan
dan bahwa struktur bangunannya (misalnya lantai, genteng) tahan lama.

Penerangan yang memadai, ventilasi dan pemanas (bila diperlukan) harus tersedia
untuk mendorong pengajaran dan lingkungan belajaryang berkualitas;

Standar yang realistis berdasarkan ukuran lokal harus dirancang untuk ukuran kelas
yang maksimum, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menyediakan ruangan yang
cukup untuk ruang kelas tambahan jika siswa yang mendaftar meningkat, yang
memungkinkan pengurangan penggunaan pergantian yang lebih dari satu secara
progresif.

Program pendidikan tidak perlu menunggu sampai semua komponen infrastruktur dan
ruangan memadai tersebut di atas diperoleh. Meskipun demikian komponen-komponen
itu harus dipasok atau disertakan secepat mungkin (lihat Kaitan ke lampiran Sphere
Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar tempat perlindungan).

2. Perawatan lingkungan belajar harus meliputi fasilitas-fasilitas (misalnya jamban/WC,
pompa air dll) dan perabotan (misalnya meja, kursi, papan tulis, lemari dll).

3. Fasilitas sanitasi harus mencakup buangan sampah padat (kontainer, lubang sampabh,
saluran air) dan airyang cukup untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan jamban
/WC. Lingkungan belajar harus memiliki toilet terpisah untuk pria dan wanita dan memiliki
privasiyang cukup. Bahan-bahan sanitasi harus tersedia untuk perempuan (lihat Kaitan
ke Lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar pakaian dan sampah
ekskresi).

4. Airharus tersedia dalam atau di dekat lingungan belajar sesuai standar lokal /internasional
(linat Kaitan ke lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar air).



Akses dan Lingkungan Belajar 49

Akses Dan Lingkungan Belajar: Apendiks
Apendiks 1: Checklist Psikososial

Metode survai khusus akan tergantung pada situasi dan kebudayaan setempat. Berikut ini
merupakan jenis informasi yang berguna untuk menanggapi masalah kesejahteraan
psikososial dan penyembuhan.

Kondisi umum:

Apakah ada pelanggaran hak-hak anak ditempat asal terjadinya peristiwa yang traumatis?

Apakah penyiksaan telah berhenti atau apakah masih menciptakan suasana
ketidaknyamanan bagi anak-anak dan keluarga mereka?

Apakah para keluarga hidup bersama?
Apakah mereka mempunyai privasiyang cukup?

Apakah yang sedang dilakukan agar para keluarga hidup bermartabat dan menyediakan
perawatan dan perlindungan bagi anak dan keluarganya?

Apakah kegiatan normal di masyarakat yang menolong anak yang mempunyai kesulitan?
Apakah mekanisme normal masyarakat menjawab dan menangani tekanan psikososial?
Bagaimana mekanisme tersebut diperkuat dan dibangun?

Bagaimana pengaturan tempat tinggal dan organisasi sosial bagi penduduk mempengaruhi
perlindungan dan perawatan bagi anak?

Ukuran-ukuran apakah yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup anak-
anak dan keluarga mereka?

Adakah orang dalam masyarakat yang dapat memberikan kegiatan bagi anak-anak seperti
pendidikan nonformal, permainan dan rekreasi?

Orangtua:

Apakah tanda-tanda kesusahan dan stres yang dialami oleh para orangtua yang
mempengaruhi kesejahteraan mereka dan bagaimana mereka merawat anak-anak mereka?

Apakah para orangtua terlihat memukul anaknya lebih dari yang diizinkan dalam kerangka
budaya mereka?

Apakah ada kesempatan bagi para orangtua untuk mendiskusikan dan mencari dukungan
bagi mereka dan anak-anak mereka dalam menghadapi kesulitan?
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Anak-anak:

Apakah anak-anak tidak disediakan pengasuh dan perawatan yang cukup?

Tindakan-tindakan apa harus diambil untuk memperbaiki perawatan yang anak-anak
terima?

Apakah ada anak-anak yang sendirian?
Apakah ada anak-anak yang berperilaku agresif dan kasar?

Apakah anak-anak diberi kesempatan yang secara budaya sesuai untuk membicarakan
hal-hal yang menjadi perhatian mereka, ide-ide dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka
punyai?

Apakah anak-anak berkesempatan untuk bermain?

Apakah kebutuhan khusus bagi anak-anak yang tidak didampingi yang tinggal lama di
kamp pengungsian dan anak-anak yang di panti diperhatikan?

Layanan

Apakah pendidikan dan kegiatan-kegiatan lain disediakan sehingga anak-anak dapat
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan reguler dan
membangun kembali rasa rutinitas?

Apakah anak-anak dan orang dewasa yang menjadi pengungsi mempunyai akses ke dalam
pendidikan sosial untuk membantu menangani kesulitan-kesulitan?

Apakah sistem digunakan untuk mengidentifikasi dan membantu anak-anak menghadapi
kesulitan psikososial?

Apakah pelatihan dan dukungan disediakan bagi para guru? Apakah perawatan kesehatan
yang prima dan personil layanan tersedia untuk membantu mereka menjadi penolong
yang lebih baik bagi anak-anak?

Apakah layanan kesehatan spesialisasi mental tersedia sehingga anak-anak yang
mengalami kesulitan yang luar biasa dapat memanfaatkannya?
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Apendiks 2: Checklist Program Pemberian Makanan Di
Sekolah

Pertanyaan-pertanyaan berikut penting untuk ditanyakan bila makanan dianggap sebagai
sumber untuk intervensi pendidikan:

Tujuan-tujuan program:

Bila makanan sedang diusulkan, bagaimana penggunaannya? Apakah berupa pemberian
makan di sekolah, bagian yang dapat dibawa pulang, makanan untuk kerja, makanan
untuk pelatihan, makanan untuk para guru?

Mengapa program pemberian makan di sekolah (atau lainnya) cocok dalam situasi
sekarang?

Apakah yang menjadi tujuan program ini? Apakah pemanfaatan makanan yang diusulkan
akan menolong memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi dalam bidang
pendidikan? Akankah makanan menarik perhatian secara signifikan jumlah anak-anak
yang lebih besar untuk pergi sekolah?

Tujuan yang manakah yang khusus diperuntukkan bagi situasi darurat?

Apakah Anda mempunyai data yang diperlukan untuk membenarkan kebutuhan yang
diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini (status nutrisi, statistik pendaftaran dan
kehadiran dll)?

Penduduk yang menjadi sasaran

Siapayang menjadi target penerima program ini?

Apakah Anda mempunyai data yang diperlukan untuk menentukan sekolah-sekolah dan
daerahyang paling terkena dampak atau yang paling membutuhkan pertolongan (status
aman makanan, statistik melek aksara dan yang mendaftar, dll)?

Kelompok mana yang mungkin mengambil manfaat dari bagian-bagian yang dapat dibawa
pulang (misalnya anak-anak gadis, kaum minoritas, dll)?

Pengembangan kapasitas, kesinambungan dan kordinasi

Apakah kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan perlu sebelum memulai program
ini?
Apakah sekolah-sekolah mempunyaiinfrastruktur yang cukup untuk mendukung program

pemberian makanan di sekolah (misalnya akses mendapatkan air, fasilitas masak,
peralatan dapurdll)?

Apakah yang menjadi tuntutan saat ini bagi pendidikan di antara masyarakat, orangtua,
anak-anak sendiri? Bagaimana makanan dapat merubah ini semua?

Bagaimana masyarakat, para orangtua, guru, pejabat bidang pendidikan memandang
pengenalan program makanan ini? Apakah pemanfaatan makanan mempunyai potensi
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untuk menciptakan atau mempunyai tekanan-tekanan yang ada antara dan dalam
masyarakat?

Infrastruktur apa yang harus ada sebelum pengiriman makanan dapat dimulai? Apakah
sistem kontrak dan cara mendapatkannya perlu diatur?

Infrastruktur apa yang harus ada sebelum penyiapan makanan dan pemberian makanan
kepada anak-anak dimulai?

Pengaturan-pengaturan apakah yang perlu dibuat untuk membangun kantor, gudang dan
basis transportasi? Apakah berupa telekomunikasi, kendaraan dan rute jalan?

Apakah terdapat jumlah guru dan material yang cukup dan apakah ada infrastrukturyang
cukup untuk menyerap dan mengakomodasi tambahan siswa? Apakah ada kemungkinan
bahwa pengenalan program makanan ini menambah berat beban sistem pendidikan?

Akankah program makanan ini berlanjut? Kalau ya, bagaimana? Apakah ada strategi yang
sudah usang untuk menarik bantuan makanan?

Bagaimana hal ini berdampak pada sistem pendidikan?

Adakah ada badan-badan kemanusiaan lainnya yang menangani di daerah yang sama
atau di daerah yang dekat? Apakah mereka berencana menggunakan makanan sebagai
sumber program-program pendidikan mereka? Bila ya, dengan cara bagaimana? Mereka
bersedia untuk berkordinasi? Akankah makanan dimanfaatkan secara merata dan konsisten
oleh badan-badanyang berbeda? Bagaimana bila pengadaan makanan yang tidak merata
dapat menarik para siswa dan guru dari satu sekolah/daerah ke sekolah/daerah lain?

Apakah implikasi staf bagi kita atau mitra kita? Apakah jumlah staf yang sekarang ada
cukup untuk melakukan manajemen program pendidikan berbantuan makanan tanpa
mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada?

Apakah peningkatan skala yang siginifikan diperlukan?

Pemilihan komoditi dan pertimbangan mengenai nutrisi

Makanan apakah yang akan disediakan?

Apakah program tersebut termasuk bagian-bagian yang dapat dibawa pulang?
Bagaimana program ini akan dimonitor?

Apakah komoditi makanan tersedia?

Apakah ada masalah penyakit, malnutrisi atau gangguan di antara anak?

Bila ya, dapatkah kekurangan mikronutrisi yang khusus diatasi melalui pemilihan komoditi
atau sistem pertahanan tubuh?

Secara budaya, apakah makanan tersebut merupakan kesukaan dan rasanya disukai
oleh anak-anak sekolah?

Menangani ketersediaan makanan, kesehatan dan kebersihan
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Apakah ada fasilitas sanitasi dan airyang dapat diminum tersedia di sekolah?

Bagaimana desain program dapat disesuaikan dengan pelatihan agar dapat mendidik
dan memberdayakan mereka yang menangani makanan?

Bagaimana resiko kontaminasi dapat dikurangi?

Apakah ada masalah gangguan radang usus besar di antara anak-anak sekolah? Bila ya,
akankah penyediaan perawatan penyakit cacingan yang reguler merupakan bagian yang
penting dalam intervensi pemberian makan di sekolah?

Apakah program-program penanggulangan HIV/AIDS kini tersedia bagi anak-anak sekolah?

Bagaimana program-program penanggulangan HIV/AIDS dapat dimasukkan dalam
perancangan program ini?

Akankah ada rencana darurat bila para guru mengalah pada HIV/AIDS?

Batas waktu

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasi pertolongan ini?

Data apakah yang tersedia bagi tiap tahapan operasi ini (penilaian awal, studi awal,
pengawasan, dan evaluasi)?

Kapan makanan tersedia?

Kegiatan pengembangan kapasitas apakah yang dilakukan sebelum dimulai program
tersebut dan kemungkinan kapan tanggalnya?

Bagaimana pertolongan (yang kemudian diikuti dengan penyembuhan dikurangi dan
bagaimana, bila sesuai, transisi yang mulus ke fase pembangunan berikutnya dapat
dicapai?

Para donor

Siapakah yang berpotensi menjadi donor?

Apakah proposal program yang rinci dan menyeluruh mengenai skenario program yang
ideal dapat dibuat drafnya?

Seberapa lama makanan akan disediakan oleh para donor? Beberapa bulan, 1-2 tahun, 5-
10 tahun? (bila makanan hanya tersedia dari para donor untuk jangka waktu berapa bulan,
lebih baik bila digunakan untuk para guru daripada untuk program pemberian makanan
yang mungkin berlangsung paling tidak lama untuk membangunnya).

(sumber: diambil dari World Food Programme, Planning for School Feeding in Emergency-Setting Situation Analysis, Designing the
Programme, Implementation, 2004, http://www.wfp.org; and Catholic Relief Services, Checklist: Determining Whether to Use Food
as a Resource, www.crs.org)
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3 Pengajaran dan Pembelajaran

Pengantar

Menentukan apa yang penting untuk diajarkan adalah hal yang sulit bagi para pendidik.
Dalam keadaan darurat, keputusan yang penting perlu dibuat mengenai sifat layanan
pendidikan yang ditawarkan, apakah formal atau nonformal, kurikulum yang akan diikuti
apakah berasal dari negara asal atau negara tuan rumah, dan prioritas bagi pembelajaran
apakah terfokus pada keterampilan kejuruan, bertahan hidup atau kajian akademik. Ada
juga kebutuhan untuk merevisi atau mengembangkan kurikulum.

Pendidikan yang relevan bagi siswa adalah vital. Hal ini membutuhkan kerjasama dengan
masyarakat dan menerima arahan dari mereka untuk menentukan kebutuhan pendidikan
mereka. Hal ini biasanya berarti bekerja dengan menggunakan sistem pendidikan yang
ada bila memungkinkan, bukan membangun struktur baru yang terpisah. Hal ini berarti
memberi tekanan pada partisipasi aktif masyarakat di segala usaha-usaha pendidikan,
termasuk keputusan-keputusan mengenai isi pembelajaran. Kurikulum yang digunakan
harus relevan dengan kebutuhan siswa masa kini dan yang akan datang. Jadi hal ini
berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat karena situasi yang
berubah akibat krisis, seperti keterampilan hidup, pendidikan damai, pendidikan
kewarganegaraan, kesehatan, nutrisi, HIV/AIDS, hak-hak azasi manusia dan lingkungan.
Pendidikan keterampilan hidup tambahan harus diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak
bersekolah,bagi orang tua mereka, orang-orang usia lanjut, dan kelompok-kelompok marjinal.
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Program-program pendidikan darurat adalah suatu bentuk intervensi psikososial karena
membangun lingkungan belajar yang akrab, berisi jadwal reguler dan membangkitkan
harapan akan masa depan. Setiap orang terlibat dalam penyediaan pendidikan khususnya
guru-guru dan administrasi sekolah harus menerima orientasi dalam peran mereka
mengurangi dampak psikologis dan sosial bagi para siswa. Layanan pendidikan harus
mengetahui bahwa orang belajar dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang
berbeda dan perlu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran partisipatif
termasuk metodologi-metodologi yang terfokus pada siswa adalah sangat penting. Metode-
metode yang terfokus pada siswa harus mengarah pada kebutuhannya secara menyeluruh,
keahlian mengajar perlu untuk bertahan hidup, pengembangan pribadi, interaksi sosial
dan kajian akademik. Bagi orang dewasa, pembelajaran adalah masalah seumur hidup dan
pengalaman. Pembelajaran mereka akan dipercepat ketika mereka dapat melihat
manfaatnya, nilai dan relevansi apa yang mereka pelajari dan mereka diberi kesempatan
untuk menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka.

Ketika mereka yang mengajar itu tidak terlatih, mereka perlu menerima pelatihan yang
memadai, tidak hanya di mata pelajaran, tetapi juga mata pelajaran yang relevan bagi
target populasiyang akan dibutuhkan.

Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah akan mengakui pendidikan anak-anak
mereka dan apakah mereka akan mampu memanfaatkan pendidikan mereka untuk
mendapatkan akses ke pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan. Alasan utamanya adalah
apakah para pemerintahan, institusi pendidikan dan para pegawai mengakui kurikulum
danijazahnya. Terlepas dari ujian hasil belajar yang diakui, jazah kelulusan mengakui hasil
belajar siswa dan memotivasi mereka untuk bersekolah. Dalam pengungsian, sertifikasi
biasanya melibatkan negosiasiyang serius antara negara pemberi suaka dan negara asal
pengungsi. ldealnya, dalam situasi pengungsian jangka panjang, kurikulumnya perlu
menghadapi keduanya dan dapat diterima oleh negara asal dan negara tujuan. Hal ini
memerlukan kordinasi regional dan antar badan untuk pengungsi di negara-negara yang
mengharmonisasikan kegiatan pendidikan dan masalah-masalah pengungsi yang harus
ditangani di waktu tertentu di negara-negara yang berbeda.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di manarespon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan adalah sangat penting
bagi keefektifannya. Bagian ini harus digunakan sesuai dengan standaryang umum untuk
semua kategoriyang meliputi partisipasi masyarakat, sumber-sumberyang ada, penilaian
dini, respon, pengawasan dan evaluasi. Khususnya partisipasi dari orang-orang yang terkena
dampak bencana termasuk kelompok-kelompok yang rentan harus dimaksimalkan untuk
memastikan kesesuaian dan kualitasnya.
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Standar minimum: ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum untuk dicapai
dalam pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: ini merupakan tanda di mana standar tersebut telah dicapai. Indikator-
indikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak atau hasil dari
program-program dan proses-proses atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini
mungkin kualitatif atau kuantitatif.

Catatan panduan: ini termasuk hal-hal yang spesifik untuk dipertimbangkan ketika
menggunakan standar dan indikator dalam situasi yang berbeda-beda, panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masalah-masalah utama. Indikator-
indikator ini juga termasuk masalah-masalah kritis yang berhubungan dengan standar
atau indikator, dan menggambarkan dilema-dilema kontroversi atau celah-celah dalam
pengetahuan masa Kini.

Lampiran 2 berisi suatu daftar referensi pilihan yang menunjuk pada sumber-sumber informasi
mengenai masalah-masalah umum dan masalah-masalah teknis yang khusus yang
berhubungan dengan bagian ini.



Standar 1
Kurikulum

Kurikulum
yang secara
budaya, sosial
dan linguistik
relevan
digunakan

untuk menyedia-

kan pendidikan
formal dan
nonformal
yang cocok
dengan
keadaan
darurat
tertentu.

Lampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian Pengajaran dan pembelajaran

Pengajaran dan
Pembelajaran

Standar 2
Pelatihan

Para guru dan
tenaga
kependidikan
lainnya
menerima
pelatihan yang
relevan dan
sifatnya periodik
menurut
kebutuhan dan
keadaan.

Standar 3
Pengajaran

Pengajaran
berbasis siswa,
bersifat
partisipatif dan
menyeluruh.

Pengajaran dan Pembelajaran

Standar 4
Penilaian

Metode yang
cocok
digunakan untuk
mengevaluasi
dan
memvalidasi
hasil belajar.
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Standar pengajaran dan pembelajaran I: kurikulum

Kurikulum yang secara budaya, sosial dan linguistik relevan digunakan untuk menyediakan
pendidikan formal dan nonformal yang cocok dengan keadaan darurat tertentu.

Indikator kunci (harus dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

Kurikulum yang ada ditelaah demi kecocokan dengan umur atau tingkat perkembangan,
bahasa, budaya, kemampuan dan kebutuhan siswa-siswa yang terkena dampak keadaan
darurat. Kurikulum digunakan, diadaptasi dan diperkaya bila perlu (lihat Catatan panduan
1-3).

Di mana perkembangan atau pengadaptasian kurikulum dibutuhkan. Ini dilakukan dengan
partisipasi yang berarti dari para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan
kepentingan dan kebutuhan yang terbaik bagi siswa (lihat Catatan panduan 1-3).

Kurikulum berisi keterampilan hidup, huruf, angka dan kompetensi pokok pendidikan
dasaryangrelevan terhadap tingkat-tingkat keadaan darurat (lihat Catatan panduan 4-5).

Kurikulum berisi kebutuhan psikososial para guru dan siswa agar mereka lebih mampu
menghadapi hidup selama dan sesudah keadaan darurat (lihat Catatan panduan 6).

Isi, materi dan instruksi pembelajaran disediakan dalam bahasa-bahasa yang digunakan
siswa dan guru, khususnya dalam tahun-tahun pertama pembelajaran (lihat Catatan
panduan 7).

Kurikulum dan metode-metode instruksional dapat merespon kebutuhan siswa sekarang
dan mempromosikan kesempatan belajar di masa yang akan datang (lihat Catatan
panduan 8).

Kurikulum dan materi instruksional harus sensitif terhadap masalah-masalah gender,
dapat mengenali keanekaragaman dan meningkatkan rasa hormat bagi para siswa (lihat
Catatan panduan 9).

Materi pengajaran dan pembelajaran yang cukup disediakan secukupnya dengan waktu
yang cukup untuk mendukung kegiatan pendidikan yang relevan. Hal-hal yang lebih disukai
diberikan kepada materi-materi yang ada di lokasi demi kesinambungan (lihat Catatan
panduan 10).
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Catatan panduan

1. Suwatu kurikulum mungkin didefinisikan sebagai sebuah rencana kegiatan untuk menolong
siswa memperluas pengetahuan dan dasar keterampilannya. Demi mencapai standar
minimum kurikulum digunakan sebagai payung yang digunakan untuk program-program
pendidikan formal dan nonformal. Ini termasuk tujuan pembelajaran, isinya, metodologi
dan teknik-teknik pengajaran, materi instruksional yang dipandu oleh suatu kurikulum
yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa dan relevan dengan
lingkungan sekitarnya. Untuk standar minimum, definisi-definisi berikut digunakan:

Tujuan pembelajaran mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan nilai-nilai dan sikap
yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan.

Isi pembelajaran adalah materinya (pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap) untuk
dikaji atau dipelajari.

Metodologi pengajaran mengacu pada pendekatan yang dipilih untuk atau digunakan
dalam mempresentasikan isi pembelajaran.

Teknik/pendekatan pengajaran adalah suatu komponen metodologi dan merupakan suatu
proses yang digunakan untuk melaksanakan metodologi keseluruhan dan

Materi instruksional yang mengacu pada buku-buku, poster-poster dan materi pengajaran
dan pembelajaran.

Kurikulum pendidikan formal dan nonformal yang relevan mempunyai kualitas isi
pembelajaran yang sensitif terhadap masalah gender, cocok tingkat pembelajarannya dan
disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa dan guru. Metodologi partisipatif
juga harus menjadi bagian kurikulum untuk memacu siswa agar memainkan peran yang
lebih aktif dalam pembelajaran mereka (lihat Lampiran 1: Terminologi 1 untuk definisi
‘pendidikan yang berkualitas’ dan ‘pendidikan yang relevan’).

2. Tingkat perkembangan dan umur yang cocok: kurikulum harus diteliti untuk memastikan
bahwa kurikulum itu tidak hanya cocok dengan umur siswa, tetapi juga tingkat
perkembangannya harus sesuai dengan kemajuan mereka. Tingkat umur dan
perkembangan mungkin bervariasi dalam program-program pendidikan formal dan
nonformal dalam keadaaan darurat yang memerlukan pengadaptasian kurikulum dan
metode. Istilah ‘umur yang cocok’ mengacu pada cakupan umuryang urut, sementara
‘cocok perkembangan’ mengacu pada kebutuhan dan perkembangan kognitif siswa yang
sebenarnya.

3. Pengembangan kurikulum dapat merupakan suatu proses yang panjang dan sulit. Tetapi
dalam keadaan darurat kurikulum sering diadaptasi baik dari negara tuan rumah, negara
asal atau dari tempat-tempat keadaan darurat lainnya. Sangat penting untuk memastikan
bahwa kurikulum yang dimulai dengan cepat baik formal maupun nonformal
mempertimbangkan kebutuhan khusus semua siswa termasuk anak-anak yang
berhubungan dengan kekuatan bersenjata, anak-anak perempuan, siswa yang umurnya
sudah melampui kelasnya, anak-anak putus sekolah dan siswa dewasa. Hal yang juga
penting adalah memastikan bahwa pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam
penyusunan kurikulum juga penelahaan program-program pendidikan.
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Sejumlah pelaksana di antaranya dapat dihubungi seperti para siswa, anggota masyarakat,
guru, fasilitator, otoritas pendidikan dan manajer program.

Di mana program-program pendidikan formal sedang dibangun selama atau sesudah
keadaan darurat, hal-hal yang lebih disukai harus diberikan dalam penggunaan dan bila
perlu dalam mengadaptasi, memperkaya kurikulum sekolah dasar dan menengah yang
diakui. Untuk program-program pendidikan formal bagi para pengungsi, lebih disukai
untuk mengadopsi kurikulum negara asal untuk memfasilitasi repatriasi sukarela meskipun
hal ini tidak selalu memungkinkan atau cocok. Pengungsi dan negara tuan rumah harus
dipertimbangkan secara masak dalam mengambil keputusan mengenai hal ini.

4. Metodologi instruksional yang cocok harus dikembangkan dan disesuaikan agar sesuai
dengan konteks, kebutuhan, umur dan kemampuan siswa. Penerapan metodologi baru
selama tahap-tahap awal keadaan darurat mungkin membuat stres para guru yang sudah
berpengalaman, begitu juga para siswa, orangtua dan anggota masyarakat yang
memandang ini sebagai sesuatu yang berubah dengan drastis dan terlalu cepat.
Pendidikan dalam keadaan darurat atau dalam rekonstruksi awalnya harus menawarkan
kepada para guru dalam konteks pendidikan formal suatu kesempatan untuk berubah,
tetapi transisi ke metode-metode instruksional yang lebih berorientasi pada siswa dan
lebih partisipatif harus diperkenalkan dengan hati-hati dan sensitif. Dengan intervensi
pendidikan yang nonformal, pendekatan yang berorientasi pada siswa mungkin
diperkenalkan lebih cepat melalui pelatihan bagi para relawan, pembuat animasi dan
fasilitator.

5. Kompetensi dasar harus diidentifikasi sebelum dilakukan pengembangan dan
pengadaptasian isi pembelajaran atau materi pelatihan bagi para guru. Di luar huruf dan
angka, ‘kompetensi dasar dari pendidikan dasar’ mengacu pada pengetahuan,
keterampilan, sikap dan praktik yang relevan yang dibutuhkan oleh para siswa dalam
populasi yang dipengaruhi oleh keadaan darurat untuk berpartisipasi secara aktif dan
berarti sebagai anggota masyarakat atau warga negara.

6. Kebutuhan psikososial dan perkembangan siswa, di samping tenaga kependidikan harus
dipertimbangkan dan dicermati di tiap tahapan keadaan darurat termasuk krisis dan
pemulihan. Semua tenaga kependidikan, formal dan nonformal, harus dilatih dalam
mengenali tanda-tanda kesusahan dalam diri siswa dan mengambil langkah-langkah untuk
menanggapi dan merespon perilaku ini dalam lingkungan belajar. Mekanisme penyerahan
harus secara jelas digarishawahi bagi tenaga kependidikan untuk menyediakan bantuan
tambahan bagi para siswa yang mengalami kesusahan yang mendalam. Metode pengajaran
bagi populasiremaja dan anak-anak yang mengalami trauma harus memasukkan struktur
yang dapat diprediksi, periode pembelajaran yang lebih singkat untuk membangun
konsentrasi, metode disiplin yang positif, keterlibatan semua siswa dalam kegiatan
pembelajaran dan permainan yang kooperatif.

Kebutuhan psikososial ini bagi tenaga kependidikan juga perlu dipertimbangkan karena
mereka sering diambil dari populasiyang terkena dampak dan mengalamitekanan atau
trauma yang sama sebagai siswa. Pelatihan, pengawasan dan dukungan selanjutnya
harus mempertimbangkan faktor-faktor ini (lihat Akses dan Lingkungan Belajar Apendiks
1 untuk Cheklist psikososial; juga lihat Standar akses dan lingkungan belajar 2 dan
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Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3).

7. Bahasa: adalah biasa bagi negara-negara pemberi suaka untuk mendesak program -
program pendidikan bagi pengungsi agar sesuai dengan standar mereka termasuk
penggunaan bahasa dan kurikulum mereka. Tetapi penting untuk mempertimbangkan
masa depan siswa khususnya mereka yang ingin melanjutkan studi mereka setelah
keadaan darurat. Para pekerja kemanusiaan harus dengan giat mendorong pemerintahan
tuan rumah untuk mengiinkan para pengungsi belajar di negara mereka atau belajar
bahasa nasional mereka. Bila hal ini diperbolehkan, semua isi pembelajaran yang penting,
panduan guru, teks bagi siswa dan materi tertulis dan audio visual lainnya yang tidak
dalam bahasa si siswa dan gurunya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pengajaran.
Bila hal ini tidak diperbolehkan, kegiatan dan kelas tambahan dalam bahasa siswa harus
diadakan.

8. Isi pembelajaran dan konsep-konsep kunci: ketika menentukan isi pembelajaran,
pertimbangan harus diberikan pada pengetahuan, keterampilan dan bahasa-bahasa yang
berguna bagi para siswa pada setiap tahapan keadaan darurat dan keterampilan tersebut
akan memacu kemampuan mereka yang mengarah pada kehidupan yang produktif dan
mandiri selama dan sesudah keadaan darurat dan mereka mempunyai kesempatan belajar
yang terus menerus.

Isi pembelajaran dan konsep-konsep kunciyang cocok harus diambil dari hal-hal berikut

ini:
- Pendidikan kesehatan yang berbasis keterampilan (cocok dengan umur dan keadaan):
pertolongan pertama pada kecelakaan, kesehatan reproduksi, infeksi-infeksiyang

ditularkan melalui hubungan seksual, HIV/AIDS;

Hak azasi manusia dan norma-norma kemanusiaan; kewarganegaraan yang aktif;
pendidikan damai/pembangunan perdamaian; anti kekerasan; pencegahan/
pengelolaan/resolusi konflik; perlindungan anak; keamanan dan keselamatan;

Kegiatan budaya seperti musik, dansa, drama, olahraga, dan permainan;

Informasi yang penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru; ranjau darat

dan sikap hati-hati terhadap peralatan perang yang belum meledak, evakuasi cepat,

dan akses kepada layanan-layanan;

Perkembangan anak dan remaja; dan

Keterampilan hidup dan latihan kejuruan.

9. Keanekaragaman harus dipertimbangkan dalam mendesain dan melakukan kegiatan-
kegiatan pendidikan di semua tahapan dalam keadaan darurat, khususnya dimasukkannya
siswa yang beragam, guru dan fasilitator yang berasal dari latar belakang yang beragam
dan mempromosikan toleransi dan rasa hormat.

10. Bahan-bahan yang tersedia di lokasi pengungsian bagi para siswa harus dinilai saat awal
keadaan darurat. Bagi para pengungsi, ini termasuk barang-barang yang berasal dari
negara mereka atau daerah asal mereka. Barang-barang tersebut harus diadaptasi,
dikembangkan dan disediakan dalam jumlah yang memadai. Pengawasan dalam
penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan semua barang-barang sangat diperlukan.
Para siswa harus mampu menghubungkannya dengan isi pembelajaran dan barang-
barang tersebut harus mencerminkan dan menghormati budaya mereka.
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Standar pengajaran dan pembelajaran 2: pelatihan

Para guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima pelatihan yang
relevan dan sifatnya periodik menurut kebutuhan dan keadaan.

Indikator kuneci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

Pelatihan sesuai dengan kebutuhan prioritas, tujuan kegiatan pendidikan dan isi
pembelajaran (lihat Catatan panduan 1-2).

Bila cocok, pelatihan diketahui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang berwenang
(lihat Catatan panduan 3-4).

Pelatih yang handal melaksanakan pelatihan dan ketentuan dibuat untuk dukungan dan
panduanyang berkesinambungan, tindak lanjut yang sesuai, pengawasan dan supervisi
dilapangan, dan pencerahan (lihat Catatan panduan 4).

Pelatihan termasuk pengawasan lanjutan mendorong guru untuk menjadi fasilitator di
lingkungan pembelajaran, mempromosikan metode pengajaran partisipatif dan
mendemonstrasikan penggunaan alat bantu pengajaran.

Isi pelatihan biasanya dinilai untuk menentukan apakah pelatihan tersebut sesuaidengan
kebutuhan guru, murid dan masyarakat, dan direvisi bila perlu.

Pelatihan memberikan keterampilan yang cocok kepada para guru agar mampu memangku
peran pimpinanyang dibutuhkan oleh anggota masyarakat.

Catatan panduan

1. ‘Guru’ berarti instruktur dalam program-program pendidikan formal dan fasilitator atau

penggerak dalam program-program pendidikan nonformal (lihat Standar Guru dan Tenaga
Kependidikan lainnya 1-3 untuk informasi mengenai perekrutan dan pemilihan, kondisi
kerja, dukungan dan supervisi).

2. Pengembangan kurikulum dan isi pelatihan harus didasarkan pada kebutuhan khusus

tenaga kependidikan dalam konteksnya, dengan keterbatasan waktu dan biaya. Program-
program pelatihan harus dapat menjawab tantangan-tantangan terhadap pendidikan yang
berbasis nilai selama masa-masa keadaan darurat dan harus memasukkan keterampilan
hidup dan pendidikan damai sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum pelatihan mungkin
termasuk, tetapi tidak dibatasi pada, mata pelajaran dasar, metodologi pengajaran,
perkembangan anak, pengajaran orang dewasa, menghormati keanekaragaman,
pengajaran untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, hak azasi manusia dan anak-
anak, kode etik, keterampilan hidup bagi para guru (termasuk HIV/AIDS), hubungan
masyarakat dan sekolah, pemanfaatan sumber-sumber masyarakat, mengidentifikasi
dan memenuhi kebutuhan penduduk yang kembali dan yang menetap sementara seperti
penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya atau pengungsi.
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Dukungan dan kordinasi pelatihan: begitu keadaan darurat telah stabil, otoritas pendidikan
setempat dan nasional dan komite pendidikan masyarakat harus dilibatkan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk guru yang formal dan
nonformal bila memungkinkan. Disarankan untuk memulai suatu dialog mengenai kurikulum
bagi pelatihan guru yang sedang bertugas dan mekanisme pengenalan pelatihan yang
diterima pada saat awal respon terhadap keadaan darurat. Tetapi, dalam kebanyakan
situasi pengungsian, sering tidak ada hubungan antara kaum pengungsi dan program-
program pendidikannya dan sistem pendidikan setempat. Bila memungkinkan, pelatih-
pelatih lokal harus diidentifikasi untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan
yang cocok bagi guru-guru dengan pengembangan kapasitas untuk kemudahan dan
keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan. Bila jumlah pelatih yang tersedia terbatas
atau mereka sendiri tidak cukup terlatih, agen dari luar (misalnya PBB, LSM internasional)
dan institusi lokal, nasional dan regional harus membuat usaha-usaha yang terkordinasi
untuk memperkuat struktur yang ada atau transisi dan memperkuat institusi-institusi
penyedia pelatihan guru-guru yang belum atau sedang bertugas.

4. Pengakuan dan akreditasi: persetujuan dan akreditasi oleh otoritas pendidikan lokal dan

nasional diperlukan, sebagian untuk memastikan kualitas dan pengenalan dalam situasi
darurat dan sebagian dilihat sesudah situasi darurat berlalu. Dalam kasus mengenai
guru-guru di pengungsian, otoritas pendidikan dari negara tuan rumah atau negara/
daerah asal pengungsi atau salah satu dari ini, harus mengenali pelatihan ini. Untuk
tujuan ini, sangatlah penting bahwa mata pelajaran pelatihan guru-guru disusun dan
disimpan dengan baik, dan memenuhi persyaratan kualifikasi otoritas pendidikan termasuk
komponen-komponen yang berhubungan dengan keadaan darurat.

Standar pengajaran dan pembelajaran 3: pengajaran

Pengajaran berbasis siswa, bersifat partisipatif dan menyeluruh.

Indikator kuneci (harus dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

Para siswa diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran mereka
sendiri (lihat Catatan panduan 1).

Metode partisipatif digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan para siswa dalam
pembelajaran mereka sendiri .

Melalui praktik dan interaksi dengan siswa, guru mendemonstrasikan pemahaman atas
isipembelajaran dan keterampilan mengajaryang didapat selama kursus pelatihan.

Pengajaran harus dapat menjawab kebutuhan semua siswa termasuk mereka dengan
kubutuhan khusus dengan cara mempromosikan kebersamaan dan mengurangi hambatan
dalam pembelajaran (lihat Catatan panduan 2).

Para orangtua dan pemuka masyarakat dapat memahamidan menerima isi pembelajaran
dan metode pengajaran yang digunakan (lihat Catatan panduan 3).
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Catatan panduan

1.

Keterlibatan secara aktif. pengajaran harus interaktif dan partisipatif. Hal ini juga harus
memanfaatkan metode-metode pengajaran dan pembelajaran yang cocok. Ini melibatkan,
disamping metode lain, kelompok kerja, kerja proyek, pendidikan sebaya, bermain peran,
cerita, permainan, video dan kisah-kisah. Pembelajaran yang aktif membantu pembangunan
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dan antar siswa, dan juga membantu
pembentukan manusia psikososial yang positif (lihat Standar akses dan lingkungan belajar
2, Catatan panduan 6).

. Hambatan belajar. para guru harus dilatih untuk berbicara dengan para orangtua, anggota

masyarakat, pemimpin pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam keadaan
darurat, mereka juga harus mendiskusikan hal-hal seperti keanekaragaman, kebersamaan
dan hal-hal yang berada diluar jangkauan. Dialog dengan pemimpin pendidikan, orangtua
dan anggota masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka
atas kebersamaan dan penyediaan sumber material yang cocok.

. Pemilihan dan peng gunaan metode pengajaran yang cocok akan butuh pertimbangan dari

pendidikan, pengalaman, pelatihan dan kebutuhan guru. Para guru perlu membiasakan
diri dengan perubahan isi dan perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada
kesadaran dan perilaku mereka. Keterlibatan dan penerimaan orangtua, pemuka
masyarakat, suku, dan agama adalah alat dalam menyelaraskan kegiatan dan metode-
metode pengajaran agar memenuhi keinginan masyarakat.

Standar pengajaran dan pembelajaran 4: penilaian

Metode yang cocok digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

e Penilaianyang berbeda-beda dan metode evaluasi digunakan untuk menilai pembelajaran

secara periodik dan tepat. Prosedur-prosedur menggunakan informasi ini dimaksudkan
untuk memperbaiki kualitas pengajaran.

Hasil belajar diakui dan kredit atau surat keterangan lulus disediakan (lihat Catatan
panduan 2).

Penilaian dan metode evaluasi dianggap jujur, handal dan tidak mengancam siswa (lihat
Catatan panduan 3).
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Catatan panduan

1. Penilaian, metode evaluasi dan pengukuran yang efektif harus diletakkan pada tempatnya
dan mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

relevansi (misalnya tes dan ujian cocok dan sesuai dengan konteks pembelajaran);

konsistensi (misalnya metode evaluasi diketahui dan diterapkan dengan cara yang
sama di semua lokasi atau oleh semua guru);

kesempatan (siswa yang absen ditawarkan dinilai pada lain kesempatan);
waktu (penilaian terjadi selama atau pada akhir pengajaran);
frekuensi (yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan darurat);

tempatyang cocok (tempat atau fasilitas yang cocok tersedia selama penilaian resmi
yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kependidikan yang cocok); dan

pemangku kepentingan dan transparansi (hasil penilaian dibagi dengan para siswa
dengan maksud menghormati anak-anak dan orangtua)

2. Hasil penilaian: dalam hal program-program pendidikan formal, penilaian harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga hasil belajar dan ujian dapat diakui oleh otoritas pendidikan
darinegara tuan rumah dan/atau negara asal. Dalam hal pengungsi, usaha-usaha harus
dibuat untuk mendapatkan pengakuan dari otoritas pendidikan dari negara atau tempat
asal. Surat keterangan lulus mungkin dimasukkan tetapi tidak terbatas hanya pada jjazah
diploma dan sertifikat.

3. Kode etik penilaian: penilaian dan evaluasi harus dikembangkan dan dilaksanakan menurut
kode etik. Penilaian dan evaluasi harus dianggap jujur dan andal dan dilakukan sedemikian
rupa sehingga tidak menambah ketakutan dan trauma. Harus dipastikan tidak ada
pelecehan terhadap siswa karena nilainya bagus atau promosi di sekolah atau dalam
program tersebut.
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Kependidikan Lainnya

Pengantar

Semua aspek bantuan kemanusiaan bergantung pada keterampilan, pengetahuan dan
komitmen dari para staf dan relawan yang bekerja di kondisi yang sulit dan kadang-kadang
tidak aman. Tuntutan-tuntutan atas mereka dapat dipertimbangkan, dan bila dapat memenuhi
standar minimum, sangatlah penting bila mereka dilatih, dikelola, diawasi dan dibekali
dengan material, dukungan dan supervisi yang penting.

Dalam keadaan darurat, rekrutmen dan pemilihan guru dan tenaga kependidikan harus
bersifat partisipatif dan transparan dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bila
memungkinkan, staf pendidikan harus berasal dari populasiyang terkena dampak. Hal ini
memungkinkan terjadinya integrasi ke dalam program-program pendidikan tentang tradisi
budaya, adat, dan pengetahuan yang menghormati praktik-praktik positif, sistem
kepercayaan dan kebutuhan populasiyang terkena dampak.

Begitu direkrut, guru-guru dan tenaga kependidikan harus bekerjasama dengan masyarakat
untuk mengembangkan kode etik dan syarat-syarat kondisi kerja. Mereka harus dipekerjakan
di bawah pengaturan kontrak yang jelas yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan
gaji, insentif, hari dan jam kerja, kondisi kerja dll, serta tanggungjawab dan hak mereka.
Kode etiknya harus menerangkan standar perilaku yang jelas untuk guru dan tenaga
kependidikan dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensinya bila mereka melanggarnya.
Mendapatkan dukungan dari populasiyang terkena dampak bagi pendidikan akan membantu
proses perekrutan dan menjaga para guru dan tenaga kependidikan agar jangan sampai
keluar dan mendorong kesediaan para orangtua untuk mengirim anak-anak mereka ke
sekolah.

Di daerah-daerah krisis, para guru dan tenaga kependidikan, seperti orang lainnya di
masyarakat, harus memaklumi apa yang telah mereka alami dan mencoba membangun
kembali kehidupan mereka. Staf program pendidikan formal dan nonformal membutuhkan
dukungan untuk menghadapi keadaan darurat, trauma dan stres akibat bencana atau
konflik. Mekanisme dukungan penting untuk memperbaiki kesejahteraan para siswa.
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Pelatihan yang cocok untuk para guru dan tenaga kependidikan sangat penting bagi
keberhasilan pendidikan dalam program-program darurat. Standar pelatihan ditemukan di
bagian Pengajaran dan Pembelajaran.

Para guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan dukungan dalam bentuk supervisi.
Di tingkat masyarakat, para orangtua, pemuka desa, komite pendidikan masyarakat dan
pejabat pemerintah setempat butuh pelatihan bagaimana cara mengawasi dan mendukung
program-program pendidikan di daerah mereka. Ketika populasi yang terkena dampak
diberdayakan untuk mengambil alih pengawasan program-program pendidikan mereka,
mereka melatih hak mereka untuk mandiri dan menemukan solusi bagi permasalahan-
permasalahan mereka. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mensupervisi tenaga
kependidikan mendorong lahirnya hubungan yang produktif antara masyarakat dan guru di
lingkungan belajar.

Kinerja manajemen sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus terus menerus
diawasi dan dievaluasi untuk memastikan kualitasnya dan adanya dukungan yang
berkesinambungan bagi penduduk yang terkena dampak. Sangatlah penting bila pengawasan
dan evaluasi integral dengan perbaikan kinerja dan praktik guru. Penghargaan terhadap
kinerja staf sebanyak mungkin harus menjadi pengalaman pembelajaran yang positif bagi
para guru.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di manarespon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan adalah sangat penting
demi keefektifan pendidikan itu. Bagian ini harus digunakan sesuai dengan standar yang
umum untuk semua kategori yang meliputi partisipasi masyarakat, sumber-sumber yang
ada, penilaian dini, respon, pengawasan dan evaluasi. Khususnya partisipasi dari orang-
orang yang terkena dampak bencana termasuk kelompok-kelompok yang rentan harus
dimaksimalkan untuk memastikan kesesuaian dan kualitasnya.

Standar minimum : ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum untuk dicapai
dalam pengadaan respon penduduk.

Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar tersebut telah dicapai. Indikator-
indikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak atau hasil dari
program-program dan proses-proses atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini
mungkin kualitatif atau kuantitatif.

Catatan panduan : ini termasuk hal-hal yang spesifik untuk dipertimbangkan ketika
menggunakan standar dan indikator dalam situasi yang berbeda-beda, panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masalah-masalah utama. Indikator-
indikator ini juga termasuk masalah-masalah kritis yang berhubungan dengan standar
atau indikator, dan menggambarkan dilema-dilema kontroversi atau kesenjangan dalam
pengetahuan masa kini. Lampiran 2 berisi suatu daftar referensi pilihan yang menunjuk
pada sumber-sumberinformasi mengenai masalah-masalah umum dan masalah-masalah
teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.
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Standar 1
Perekrutan dan
Pemilihan

Kurikulum
yang secara
budaya, sosial
dan linguistik
relevan digunakan
untuk menyediakan
pendidikan
formal dan
nonformal
yang cocok
dengan keadaan
darurat tertentu.

Guru dan Tenaga
Kependidikan Lainnya

Standar 2
Kondisi Kerja

Para guru dan
tenaga
kependidikan
lainnya
menerima
pelatihan yang
relevan dan
sifatnya periodik
menurut
kebutuhan dan
keadaan.

Apendiks 1:
Kode etik

Standar 3
Dukungan dan
Supervisi

Pengajaran
berbasis siswa,
bersifat
partisipatif dan
menyeluruh.

Lampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya
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Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 1: perekrutan dan seleksi

Jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mencukupi dan yang berkualitas direkrut
melalui suatu proses yang partisipatif dan transparan didasarkan pada kriteria penilaian yang
mencerminkan keanekaragaman dan kesamaan.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan pedoman)

e Deskripsi kerja yang jelas dan sesuai harus dikembangkan sebelum proses perekrutan
(ihat Catatan panduan 1).

e Adanya panduanyang jelas bagiproses perekrutan.

e Sebuah komite seleksitermasuk wakil-wakil masyarakat, memilih guru didasarkan pada
suatu penilaianyang transparan atas kompetensi calon dan pertimbangan-pertimbangan
gender, keanekaragaman dan penerimaan oleh masyarakat (lihat Catatan panduan 2-5).

e Jumlah guru yang direkrut dan ditugaskan cukup untuk mencegah adanya kelas yang
kelebihan murid (lihat Catatan panduan 6).

Catatan panduan

1. Deskripsi kerjatermasuk di antaranya, peran dan tanggungjawab, garis pelaporan yang
jelas dan juga kode etik di antara komponen lainnya.

2. Pengalaman dan kualifikasi: dalam keadaan darurat, tujuannya tidak merekrut guru yang
berkualitas dengan kualifikasi yang diakui tetapi dalam situasi tertentu mereka yang
mempunyai pengalaman sedikit atau tidak sama sekali perlu juga dipertimbangkan. Oleh
karena itu pelatihan akan diperlukan dalam kasus-kasus sepertiini. Bila guru-guru yang
berkualitas tidak lagi mempunyai sertifikat atau surat keterangan lainnya, sangatlah
penting untuk menyediakan alat verifikasi alternatif seperti tes bagi para calon guru.
Sementara umur minimum bagi para guru harus 18, mungkin perlu untuk menunjuk guru-
guru yang lebih muda. Dalam situasi-situasi tertentu, penting untuk merekrut secara
proaktif guru-guru wanita dan menyesuaikan kriteria perekrutan atau proses
mempromosikan kesetaraan gender bila memungkinkan dan sesuai.

Sangat penting untuk merekrut guru-guru yang dapat berbicara bahasa-bahasa si siswa
minoritas yang diajar dalam bahasa nasional bukan dalam bahasa si siswa. Bila
memungkinkan dan cocok, kursus- kursus intensif dalam bahasa nasional dan/atau bahasa
negara tuan rumah harus disediakan juga (lihat juga Standar pengajaran dan pembelajaran 1,
Catatan panduan 7).

3. Kriteria mungkin termasuk hal-hal berikut ini:
kualifikasi profesional: akademik, pengalaman mengajar atau psikososial, pengalaman
untuk keterampilan lainnya, kemampuan berbahasa yang relevan;
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kualifikasi pribadi: umur, gender (yang merekrut harus mempertimbangkan
keseimbangan gender bila memungkinkan), latar belakang etnis dan agama,
keanekaragaman (untuk memastikan keterwakilan dari masyarakat setempat);
kualifikasi lain: penerimaan oleh dan interaksi dengan masyarakat setempat, dan
berasal dari populasiyang terkena dampak.

4. Seleksi: guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya biasanya diseleksi dari populasiyang
terkena dampak tetapi bila perlu direkrut dari luar. Bila tempat pengungsian dibangun
bagi para pengungsi atau penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya, aplikasi dari
calon-calonyang berasal dari daerah setempat dan memenuhi syarat dapat diterima bila
hal ini akan menolong membentuk hubungan yang baik. Penyeleksian harus dilakukan
dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat, masyarakat tuan rumah dan
pemerintah setempat.

5. Referensi: di daerah-daerah yang terkena krisis, suatu pengecekan harus dilakukan bagi
para guru dan tenaga kependidikan untuk menghindari dari memperkerjakan mereka
yang dapat saja mempunyai dampak yang bertolak belakang pada siswa dan /atau tidak
menghormati hak-hak mereka.

6. Standar yang secara lokal realistis seharusnya tidak ditetapkan bagi kelas yang ukurannya
maksimum dan setiap usaha untuk merekrut guru-guru yang cukup jumlahnya untuk
menghindari penyimpangan yang besar dari standar ini. Laporan-laporan pengawasan
harus mengindikasikan jumlah kelas terlalu banyak muridnya di tiap-tiap tingkat sekolah
yang berbeda.

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 2: kondisi kerja

Para guru dan tenaga kependidikan lainnya telah memahami dengan jelas kondisi-kondisi
kerja, mengikuti kode etik dan diberi kompensasiyang sesuai

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

e Kompensasidan kondisi kerja disebutkan dalam kontrak kerja dan kompensasi disediakan
setiap saat dan berhubungan dengan tingkat profesionalisme dan efisiensi kerja (lihat
Catatan panduan 1-2).

e Pekerja kemanusiaan internasional berkordinasi dengan otoritas pendidikan, komite
pendidikan masyarakat dan LSM-LSM untuk mengembangkan strategi-strategi yang cocok
dan menyetujui penggunaan skala perhitungan yang jujur, dapat diterima dan
berkesinambungan untuk berbagai kategori dan tingkat pendidikan para guru dan tenaga
kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 2).
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e Kode etik dan kondisi kerja yang jelas dikembangkan dengan cara partisipatif melibatkan
tenaga kependidikan dan anggota masyarakat dan adanya pedoman pelaksanaan yang
jelas (lihat Catatan panduan 1 dan 3).

e Kode etik ditandatangani dan diikuti oleh tenaga kependidikan, dan penilaian-penilaian
didokumentasikan dan dilakukan dalam kasus-kasus perilaku yang salah dan/atau
pelanggaran atas kode etik ini (lihat Catatan panduan 3-4).

Catatan panduan

1. Persyaratan kerjaharus menyebutkan deskripsi pekerjaan, kompensasi, kehadiran, jam/
hari kerja, lama kontrak, mekanisme dukungan dan supervisi, dan mekanisme penyelesaian
pertikaian (lihat juga Standar 1, Catatan panduan 1)

2. Kompensasidapat berupa uang atau bukan harus cocok (sepertiyang disepakati), dan
dibayar secara teratur. Tingkat kompensasi yang cocok harus ditentukan melalui proses
partisipatif yang menjamin adanya kordinasi antar pekerja-pekerja yang terlibat. Kompensasi
harus ditujukan pada tingkat yang menjamin profesionalisme dan kesinambungan layanan
dan berlansung terus menerus. Khususnya kompensasi harus cukup agar para guru
dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya daripada harus mencari penghasilan tambahan
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kompensasi harus didasarkan pada kepatuhan
pada kondisi kerja dan kode etik.

Kompensasi harus diperhatikan untuk menghindari suatu situasi di mana para guru dari
berbagailatar belakang (misalnya bangsa dan pengungsi) menerima tingkat pembayaran
yang berbeda. Pekerja-pekerja kunci harus dilibatkan dalam pengembangan strategi jangka
panjang bagi sistem kompensasi yang berkesinambungan Harus ada kordinasi antara
badan-badan PBB, LSM-LSM, otoritas pendidikan dan organisasilainnya untuk menentukan
tingkat kompensasi.

3. Kode etik harus dapat menentukan standar perilaku bagi tenaga kependidikan dan
menyebutkan konsekwensi-konsekwensi wajib bagi mereka yang tidak memenuhi standar
ini. Kode etik ini harus diterapkan pada lingkungan belajar dan pada kegiatan-kegiatan
atau acara-acara program pendidikan (lihat Apendiks 1 untuk contoh kode etik).

Kode etik harus dapat menjamin bahwa para guru dan tenaga kependidikan mempromosikan
suatu lingkungan belajar yang positif dan kesejahteraan para siswa. Kode etik ini juga
harus menyebutkan, antara lain, bahwa tenaga kependidikan :

menunjukkan perilaku yang profesional dengan cara mempertahankan standar perilaku,
kontrol diri, dan perilaku moral/etika yang tinggi;

berpartisipasi dalam menciptakan suatu lingkungan di mana semua siswa diterima;
mempertahankan suatu lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari pelecehan
(termasuk pelecehan seksual), intimidasi, penyiksaan dan kekerasan dan diskriminasi;
mempertahankan kehadiran dan ketepatan waktu;

menunjukkan profesionalisme dan efisiensi dalam pekerjaan mereka; dan
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menunjukkan tingkah laku lainnya yang dianggap sesuai oleh masyarakat dan pemangku
kepentingan.

4. Panduan pelaksanaan pedoman : harus ada pelatihan mengenai kode etik bagi semua
tenaga kependidikan maupun nonpendidikan yang bekerja di lingkungan belajar. Pelatihan
dan dukungan harus disediakan bagi para anggota-anggota komite pendidikan masyarakat
dan para manajer dan supervisor pendidikan mengenai peran dan tanggungjawab mereka
dalam mengawasi kode etik. Mereka juga harus dibantu untuk mengidentifikasi dan
memasukkan hal-hal yang penting sekitar kode etik ke dalam sekolah atau rencana
kegiatan program pendidikan nonformal. Mekanisme supervisi harus dapat membuat
laporan yang transparan dan prosedur pengawasan yang melindungi kerahasiaan dari
semua pihak yang terlibat (lihat juga Standar 3 di bawah ini).

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3: dukungan dan supervisi

Mekanisme dukungan dan supervisi dibuat untuk para guru dan tenaga kependidikan
lainnya dan digunakan setiap saat.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

e Mekanisme supervisi disediakan untuk penilaian, pengawasan dan dukungan yang terus
menerus bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 1-2).

e Penghargaan terhadap kinerja staf dilakukan, ditulis dan didiskusikan dengan para individu
yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini setiap saat (lihat Catatan panduan 3).

e Dukungan dan konseling psikososial yang dapat diakses dan sesuai disediakan bagi
para guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan kebutuhan (lihat Catatan
panduan 4).

Catatan panduan

1. Mekanisme supervisi : tiap negara atau daerah yang terkena dampak harus mendefinisikan
standar bagi para guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan melaksanakan
suatu mekanisme dukungan dan supervisi. Mekanisme ini dapat memasukkan perwakilan-
perwakilan dari masyarakat (termasuk pemimpin agama dan tradisional), organisasi
sekolah masyarakat seperti asosiasi guru-orangtua murid, otoritas lokal, ketua para
guru dan persatuan guru. Mekanisme supervisiini harus berhubungan erat dengan komite
pendidikan masyarakat. Komite ini harus memasukkan dalam AD dan ART-nya pengawasan
tenaga kependidikan yang berhubungan dengan kode etik dengan fokus pada
profesionalisme, efisiensi kerja dan perilaku yang sesuai (lihat juga Standar partisipasi
masyarakat 1).
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2. Pelatihan: ihat Standar pengajaran dan pembelajaran 2 untuk informasi mengenai pelatihan
tenaga kependidikan.

3. Penghargaan terhadap kinerja stafharus memasukkan suatu penilaian atas efisiensi dan
efektivitas para guru atau tenaga kependidikan lainnya dan harus menyediakan
kesempatan berkonsultasi bagi para guru, ketua guru dan personil yang terkait lainnya
untuk mengidentifikasi hal-hal dan mengembangkan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang
telah disetujui bersama. Bila sesuai, penghargaan-penghargaan ini harus mengakui dan
merayakan segala pencapaian untuk memotivasi tenaga kependidikan. Pengawasan dan
evaluasi partisipatif juga dapat memotivasi para guru dan meningkatkan kompetensi
mereka.

4. Dukungan krisis: bahkan para guru dan tenaga kependidikan yang terlatih dan
berpengalaman mungkin merasakan trauma dengan kejadian-kejadian tersebut dan
dihadapkan pada tantangan-tantangan dan tanggung jawab-tanggung jawab baru berkenaan
dengan para siswa, kemampuan mereka menghadapi dan bekerja tergantung pada
dukungan yang cocok dan tersedia. Suatu mekanisme dukungan dalam masyarakat
membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya menghadapi situasi-situasi krisis.
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Pengajaran Dan Pembelajaran: Apendiks
Apendiks 1: Kode Etik Guru

Guru harus senantiasa:

bertindak dengan mempertahankan kehormatan dan martabat profesinya.
melindungi kerahasiaan segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang siswa secara rahasia

melindungi siswa dari kondisi-kondisi yang mencampuri urusan pembelajaran atau
mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa

tidak memanfaatkan posisinya untuk mengambil kesempatan
tidak melecehkan secara seksual tiap siswa atau berhubungan seks dengan siswa
sebagai contoh yang baik dan jujur

Di dalam kelas, guru:

mengembangkan suatu lingkungan yang positif dan aman
mengajar dengan cara menghormati martabat dan hak semua siswa
meningkatkan martabat, percaya diri dan harga diri siswa

membantu mewujudkan harapan-harapan siswa yang tinggi dan membantu tiap siswa
menggapai potensinya

mendorong siswa untuk berkembang sebagai siswa yang aktif, bertanggungjawab dan
efektif

Menciptakan situasiyang saling percaya mempercayai

Dalam kehidupan profesi mereka, guru:

menunjukkan kompetensi dasar dalam metodologi pendidikan dan mata pelajarannya
menunjukkan suatu pengertian (dalam pengajarannya) bagaimana anak-anak belajar
selalu tepat waktu untuk datang dan mempersiapkan diri untuk mengajar

tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kualitas pengajarannya

mengambil kesempatan-kesempatan pengembangan profesional dan menggunakan
metode-metode pengajaran yang dapat diterima dan modern

mengajar prinsip-prinsip kewarganegaraan yang baik, perdamaian dan tanggungjawab
sosial

menunjukkan dengan jujur kinerja dan hasil ujian tiap siswa

Hubungannya dengan masyarakat, guru:

mendorong para orangtua untuk mendukung dan berpartisipasi dalam\pembelajaran anak-
anak mereka
mengenali pentingnya keluarga dan keterlibatan masyarakat di sekolah

mendukung dan mempromosikan citra sekolah. Selain hal-hal yang disebutkan di atas,
guru diharapkan mematuhi aturan-aturan dan kebijakan lain dari lingkungan yang lebih
luas (kamp, sekolah dll).
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Kebijakan Pendidikan dan

Kordinasi

Pengantar

Instrumen-instrumen dan deklarasi-deklarasi internasional mencanangkan hak semua
individu untuk mendapatkan pendidikan yang meletakkan dasar-dasar bagi promosi seluruh
hak azasi manusia. Hak untuk berekspresi dengan bebas, hak untuk mendapatkan
persamaan dan hak untuk mempunyai suara dalam membuat keputusan yang berhubungan
dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan sosial merupakan bagian integral dari pendidikan.

Adalah sangat penting bahwa dalam keadaan darurat, hak-hak ini dijaga sebagai bagian
dari respon keadaan darurat, otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan harus
mengembangkan dan melaksanakan suatu rencana pendidikan yang mewadahi kebijakan-
kebijakan pendidikan nasional dan internasional, menegakkan hak pendidikan dan responsif
terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan akses ke
sekolah-sekolah, dan harus secara jelas menunjukkan transisi dari keadaan darurat ke
pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi,
program-program kebijakan adalah penting bagi berhasilnya setiap respon terhadap keadaan
darurat.

Dalam situasi darurat sering terjadi kurang kordinasi dengan program-program pendidikan
yang sedang dilaksanakan secara independen oleh berbagai pemangku kepentingan.
Mekanisme kordinasi antar badan dibutuhkan di tingkat tempat penampungan/masyarakat,
nasional danregional dan harus menyeluruh dan transparan. Mekanisme sepertiitu penting
bagi penilaian kebutuhan, mengembangkan pendekatan yang terstandar, membagi sumber-
sumberdan informasi antara semua pekerja kemanusiaan dan pemangku kepentingan.
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Pendidikan harus dikordinasikan dengan merespon kegiatan kemanusiaan awal yang lebih
besar untuk makanan, tempat berteduh, kesehatan, air dan keperluan sanitasi. Respon
pendidikan didasarkan pada praktik-praktik yang benar dan dikenal dan harus disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks khusus keadaan darurat. Keterampilan
bertahan hidup seperti mengatasi ranjau darat, kampanye kebersihan dan kesadaran
terhadap penyakit HIV/AIDS harus disediakan bagi semua kelompok umur.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan dikembangkan dan dilakukan adalah sangat penting
bagi keefektifannya. Bagian ini harus digunakan sesuai dengan standar umum untuk semua
kategori yang meliputi partisipasi masyarakat, sumber-sumber yang ada, penilaian awal,
respon, pemantauan dan evaluasi. Khususnya partisipasi dari orang-orang yang terkena
dampak bencana termasuk kelompok-kelompok yang rentan harus dimaksimalkan untuk
memastikan kesesuaian dan kualitasnya.

Standar minimum: ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus
dicapai dalam pengadaan respon penduduk.

Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar tersebut telah dicapai. Indikator-
indikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak atau hasil dari
program-program dan proses-proses atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini
mungkin kualitatif atau kuantitatif.

Catatan panduan: ini termasuk hal-hal yang spesifik untuk dipertimbangkan ketika
menggunakan standar dan indikator dalam situasi yang berbeda-beda, panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masalah-masalah utama. Indikator-
indikator ini juga termasuk masalah-masalah kritis yang berhubungan dengan standar
atau indikator, dan menggambarkan dilema-dilema kontroversi atau celah-celah dalam
pengetahuan masa kini. Lampiran 2 berisi suatu daftar referensi pilihan yang menunjuk
pada sumber-sumberinformasi mengenai masalah-masalah umum dan masalah-masalah
teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.



Standar 1
Formulasi kebijakan
dan pemberlakuan

undang-undang

Otoritas pendidikan
memprioritaskan
akses gratis ke
sekolah-sekolah

untuk semua, dan

mengeluarkan
kebijakan yang
fleksibel untuk
mempromosikan
kebersamaan dan
kualitas pendidikan
dalam konteks keadaan
daruratyang ada.
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Kordinasi

Standar 2
Perencanaan

Kegiatan
pendidikan dalam
keadaan darurat

mempertimbangkan
kebijakan
pendidikan
nasional dan
internasional dan
standar dan
kebutuhan
pembelajaran dari
populasiyang
terkena dampak.

Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi 77

Standar 3
Kordinasi

Adanya suatu
mekanisme
kordinasi yang
transparan bagi
kegiatan-kegiatan
pendidikan
darurat termasuk
pembagian
informasi yang
efektif antara
pemangku
kepentingan.

Apendiks 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian kebjjakan pendidikan dan kordinasi
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Standar Kebijakan pendidikan dan kordinasi 1: formulasi
kebijakan dan pemberlakuan undang-undang

Otoritas pendidikan memprioritaskan akses gratis ke sekolah-sekolah untuk semua, dan
mengeluarkan kebijakan yang fleksibel untuk mempromosikan kebersamaan dan kualitas
pendidikan dalam konteks keadaan darurat yang ada.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

e Selamadan sesudah keadaan darurat, hukum dan kebijakan pendidikan menegakkan hak
untuk mendapatkan pendidikan yang disebutkan dalam instrumen dan deklarasi hak
azasi manusia internasional (lihat Catatan panduan 1-2).

e Hukum, peraturan dan kebijakan melindungi pendidikan dari praktik-praktik diskriminasi
berkenaan dengan kelompok-kelompok rentan dan marjinal.

e Hukum, peraturan dan kebijjakan tidak mencegah sekolah-sekolah menggunakan kurikulum
darinegara atau daerah asal bagi pengungsi.

e Hukum, peraturan dan kebijakan mengijinkan pembangunan fasilitas pendidikan darurat
oleh pekerja-pekerja non pemerintah ketika dibutuhkan menjadi obyek inspeksi dan
bimbingan otoritas pendidikan.

e Hukum, peraturan dan kebiakan disebarkan dalam suatu formulir yang dapat dipahami
oleh seluruh pemangku kepentingan.

e Hukum, peraturan dan kebijakan dijalankan untuk memastikan para siswa tidak ditolak
untuk mendapatkan pendidikan karena keterbatasan sumber mereka dan keluarga mereka.

e Kebijakan mendukung pengembangan dan penggunaan database Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan untuk digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan merespon
perubahan-perubahan dalam akses dan penyelesaian studi (lihat Catatan panduan 5).

e Kebijakan pendidikan nasional didukung oleh kerangka kerja dan pendanaan yang resmi
dan didanaiyang dapat memberikan respon yang cepat dalam situasi darurat (lihat Catatan
panduan 6).

Catatan panduan

1. Instrumen dan deklarasi hak azasi manusia internasional yang harus ditegakkan
termasuk, tetapi tidak dibatasi, Konvensi PBB mengenai hak anak (1989), Deklarasi
Universal Hak Azasi Manusia (1948), Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi,
Sosial Dan Budaya (1966), Rencana Aksi Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (2000).

Instrumen dan kerangka kerja resmi juga termasuk peraturan internasional yang
berhubungan dengan pemeliharaan populasi dengan menekankan pada anak-anak dan
remaja di bidang-bidang seperti kesehatan mental, nutrisi, rekreasi, kebudayaan,
pencegahan atas tindakan penyiksaan dan pendidikan bagi anak-anak di bawah 6 tahun
di antara lainnya (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 2).
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. Pengungsi, penduduk penerima dan penduduk yang terusir dari tempat ting galnya: semua
pemangku kepentingan yang relevan harus bekerjasama untuk menyokong pendidikan
menyentuh semua kelompok dengan cara yang sama. Hal ini termasuk menegakkan
Konvensi 1951 yang berhubungan dengan status pengungsi, pasal 22 (pendidikan
masyarakat) yang menyatakan bahwa pengungsi mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan pendidikan seperti bangsa-bangsa lainnya di tingkat dasar. Dan di tingkat
yang lebih tinggi mereka harus mempunyai akses untuk melanjutkan studi, pengakuan
sertifikat, diploma, ijazah, pengurangan uang sekolah/biaya-biaya dan akses untuk
mendapatkan bea siswa dengan syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkan daripada
yang diterapkan kepada orang asing. Sementara mereka tidak dapat memberi perlindungan
khusus, penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya harus diberikan hak yang sama.
Badan-badan yang sejenis harus menyokong hak-hak pendidikan siswa, bangsa di negara-
negarayang menerima pengungsi dan di negara-negara yang terkena dampak perang.

. Kelompok marjinal diidentifikasi menurut karakteristik sosio-ekonomi dan budaya seperti
pendapatan dan kekayaan, etnis atau suku bangsa, gender, lokasi geografis, agama,
status kewarganegaraan seseorang, pengusiran di dalam negerinya sendiri, kondisi men-
tal dan fisik seseorang. Anak-anak pencari suaka harus menikmati haknya untuk
mendapatkan pendidikan karena Konvensi hak anak berlaku untuk semua anak dan
remaja di bawah umur 18 tahun dan yang berada di negara tersebut (lihat juga Standar
akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 1).

. Biaya pendidikan : tidak seorangpun siswa harus ditolak aksesnya ke dalam program
pendidikan disebabkan karena ketidakmampuannya untuk membiayai kehadirannya baik
dari segi uang sekolah maupun biaya-biaya lainnya seperti buku-buku atau seragam.
Perlu dilakukan usaha untuk mengurangi biaya sekolah tidak langsung seperti transportasi
dan kehilangan pendapatan sehingga semua anak, remaja dan orang dewasa mampu
untuk berpartisipasi.

. Data EMIS harus dihubungkan dengan informasi mengenai daerah dan kelompok penduduk
yang cenderung menjadi korban keadaan darurat tertentu. Hal ini merupakan strategi
yang dipersiapkan yang harus menyediakan masukan bagi perencanaan pendidikan lokal
maupun nasional. Bila memungkinkan, data pendidikan harus dikumpulkan oleh masyarakat
dan dimasukkan ke dalam sistem EMIS nasional. Organisasi-organisasi pendukung harus
membantu masyarakat mengidentifikasi cara-cara di mana siswa yang mendaftar, belajar
dan lulus dapat ditingkatkan dan juga menanggapi kebutuhan anak-anak yang tidak
bersekolah (lihat juga Standar analisis 1 dan 3).

. Kerangka kerja darurat: pendidikan harus dimasukkan dalam kerangka kerja yang
dipersiapkan untuk menangani bencana sosial dan sumber-sumber harus terjamin untuk
menyediakan respon pendidikan yang tepat waktu dan efektif. Pekerja-pekerja internasional
yang mendukung program-program pengembangan pendidikan lokal harus mempromosikan
kesiapan bagirespon pendidikan darurat sebagai satu komponen dari program-program
ini.
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Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 2:
Perencanaan dan pelaksanaan

Kegiatan pendidikan darurat harus mempertimbangkan standar-standar dan kebijakan-
kebijakan pendidikan nasional dan internasional dan kebutuhan pembelajaran bagi penduduk
yang terkena dampak.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

Kerangka kerja dan kebiakan resmi nasional dan internasional tercermin dalam program-
program pendidikan badan-badan bantuan dan pengembangan (lihat Catatan Panduan 1).

Program-program pendidikan darurat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang
dapat mewadahi pengintegrasian program-program tersebut ke dalam pengembangan
sektor pendidikan jangka panjang.

Otoritas pendidikan dan pekerja utama lainnya mengembangkan rencana-rencana
pendidikan lokal dan nasional bagi keadaan darurat sekarang dan yang akan datang dan
menciptakan suatu sistem bagi perevisian yang berkelanjutan (lihat Catatan panduan 2).

Selama dan sesudah keadaan darurat semua pemangku kepentingan bekerjasama untuk
melaksanakan suatu rencana bagirespon pendidikan yang berhubungan dengan penilaian
kebutuhan yang paling mutakhir dan dibangun atas dasar pengalaman, kebijakan dan
praktik-praktik pendidikan sebelumnya bagi penduduk yang terkena dampak.

Respon pendidikan menyebutkan dengan rinci sumber daya-sumber daya manusia, teknis
dan keuangan yang dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Pemangku kepentingan harus memastikan bahwa sumber-sumberyang dibutuhkan tersedia
(ihat Catatan panduan 3).

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan diintegrasikan dengan sektor tanggap
darurat lainnya (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan

1.

Memenuhi hak-hak pendidikan dan tujuan: program-program pendidikan harus berisi
kegiatan-kegiatan pendidikan yang menyeluruh sesuai dengan kerangka kerja internasional
seperti Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (1948), Rencana
Aksi Pendidikan Untuk Semua (2000) dan Cita-cita Pembangunan Milenium (2000), sebagai
tambahan kerangka kerja dan kebiakan yang dapat diterapkan oleh otoritas pendidikan
yang relevan.

. Rencana pendidikan nasional harus dapat mengindikasikan tindakan-tindakan yang diambil

dalam keadaan darurat saat ini dan di masa yang akan datang yang berhubungan dengan
program-program, pekerja-pekerja, pemangku kepentingan, pengambilan keputusan dan
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kordinasi, faktor-faktor dan mekanisme keamanan dan perlindungan dan kerangka kerja
antar sektoral. Rencana darurat harus dipersiapkan untuk sektor pendidikan yang
berhubungan dengan kemungkinan bencana alam (misalnya banjir, gempa bumi, dan
angin puyuh) dan bila relevan, untuk mereka yang berpotensi menjadi pengungsi atau
gelombang arus orang yang kembali yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan lokal
dan nasional (lihatjuga Standar partisipasi masyarakat 1, Catatan panduan 5 dan Standar
3 di bawah ini).

3. Sumber: otoritas, para donor, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama
untuk memastikan bahwa dana tersedia bagi program-program pendidikan darurat yang
berfokus pada pembelajaran, rekreasi dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya yang didesain
untuk memenuhi kebutuhan psikososial. Begitu keadaan stabil, terdapat kesempatan
untuk memperluas program pendidikan termasuk perkembangan anak, sekolah dasar
dan menengah formal, keaksaraan orang dewasa dan program-program kejuruan. Alokasi
sumber harus merata untuk memperbanyak elemen-elelmen fisik (seperti tambahan kelas,
buku teks, dan materi pengajaran dan pembelajaran) dan komponen-komponen kualitatif
(sepertiguru dan kursus pelatihan supervisi).

4. Standar minimum lingkungan: usaha khusus yang perlu dibuat untuk menghubungkan
rencana kegiatan pendidikan dan penerapannya ke dalam standar minimum lingkungan di
antaranya:

air, sanitasi, dan promosi kebersihan;

jaminan ketersediaan makanan, nutrisi dan bantuan makanan;

tempat berteduh, penampungan dan barang yang bukan berupa makanan; dan
layanan kesehatan (lihat Kaitan ke Lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM
tentang standar-standaryang berkaitan dengan lingkungan).

Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 3: kordinasi

Wujudnya suatu mekanisme kordinasi yang transparan untuk semua kegiatan pendidikan
darurat, termasuk berbagiinformasiyang efektif di antara pemangku kepentingan.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan)

e Otoritas pendidikan membentuk komite kordinasi antar badan/lembaga untuk merespon
keadaan darurat saat inidan masayang akan datang yang mengambil peran utama dalam
merencanakan dan mengkordinasikan kegiatan-kegitan pendidikan darurat (lihat Catatan
panduan 1).

e Ketika otoritas pendidikan tidak ada atau tidak dapat memimpin kordinasi, komite
kordinasi antar badan menyediakan bimbingan dan kordinasi program-program dan
kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat Catatan panduan 1).
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Otoritas/pihak berwenang, para donor dan badan-badan lainnya membentuk struktur
pembiayaan yang terkordinasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemangku kepentingan
pendidikan (lihat Catatan panduan 2).

Suatu pernyataan umum mengenaitujuan-tujuan kordinasi, indikator-indikator dan prosedur
pengawasan dikeluarkan, semua pekerja pendidikan berkomitmen untuk bekerja dalam
kerangka kerja dan memastikan informasi dan statistik penting tersedia di area publik
(lihat Catatan panduan 3).

Masyarakat yang terkena dampak diberi wewenang dan dapat berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan yang secara langsung mempengaruhi mereka khususnya dalam
menyusun, menerapkan dan mengawasi program atau kebijakan.

Adanya mekanisme yang transparan dan aktif untuk membagi informasi antar sektoral
dan di antara pemangku kepentingan nasional dan internasional (lihat Catatan panduan
4).

Catatan panduan

1.

Komite kordinasi antar badan: wakil-wakilnya meliputi spektrum luas dari pemangku
kepentingan bila memungkinkan mereka berada di bawah kepemimpinan otoritas
pendidikan. Komite kordinasi mungkin dibutuhkan di tingkat regional, nasional , kabupaten
dan lokal tergantung pada sifat keadaan darurat. Bila otoritas pendidikan kekurangan
kapasitas dan legitimasi, kepemimpinan harus ditetapkan dengan persetujuan di antara
badan-badan yang berbeda. Tetapi wakil dari otoritas lokal harus selalu anggota komite
tersebut . Begitu kondisi mengijinkan, tanggung jawab kordinasi harus ditransfer ke otoritas
yang sesuai.

. Pembiayaan: dana yang cukup dibutuhkan bagi suksesnya dan tepat waktunya penerapan

program-program pendidikan dalam keadaan darurat. Setiap usaha harus dilakukan untuk
memastikan pendekatan yang transparan dan terkordinasi bagi pembiayaan khususnya
bila sistem pembayaran gaji untuk kompensasi guru tidak mencukupi atau tidak berfungsi.
Pengaturan-pengaturan pembiayaan yang bersifat darurat harus mempertimbangkan
kondisi pasar kerja lokal dan tradisi dan harus menghindari keadaan-keadaan yang dari
awal sudah tidak dapat dilanjutkan.

. Tantangan-tantangan kordinasi kunciharus diidentifikasi dan ditanggapi mulai dari bagian

awal dalam tahapan keadaan darurat dalam rangka untuk mencapai pendekatan biaya
yang efektif yang mengarah pada layanan pendidikan yang harmonis dan berkesinambungan
di masa yang akan datang. Hal-hal itu meliputi pelatihan guru-guru, sertifikasi dan
pembayaran, kurikulum dan komponen yang berhubungan (buku teks dan bantuan
pengajaran dan pembelajaran) dan struktur dan pengenalan sekolah dan ujian.

. Pengembangan kebijakan dan lokakarya pelatihan gabungan harus dikembangkan secara

bersama-sama dengan otoritas pendidikan dan sumber daya eksternal untuk menjamin
adanya komunikasiyang baik, mempromosikan kerjasama dan komitmen terhadap visi
bersama dan memajukan pembangunan sistem pendidikan yang menyeluruh.
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Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Daftar Istilah

Akses: Akses adalah kesempatan yang tidak terbatas untuk mendaftar, menghadiri dan
menyelesaikan program pendidikan formal dan nonformal. Kesempatan yang tidak terbatas
berarti tidak ada hambatan praktis, keuangan, fisik, hal-hal yang berhubungan dengan
keamanan, struktural dan institusional atau sosial budaya yang menghalangi anak-anak,
remaja dan orang dewasa untuk berpartisipasi dalam dan/atau menyelesaikan program
pendidikannya.

Pendidikan dasar: Pendidikan dasar adalah dasar bagi pembelajaran seumur hidup dan
pengembangan manusia dan merupakan program pendidikan formal dan nonformal. setiap
orang —anak-anak, remaja, dan orang dewasa — harus mampu mengambil manfaat dari
kesempatan belajar yang didesain untuk memenuhi kebutuhan dasar belajar mereka.
Kebutuhan ini terdiri dari alat belajar yang penting (seperti pengetahuan, keterampilan,
nilai-nilai dan sikap) yang dibutuhkan oleh manusia agar mampu bertahan hidup,
mengembangkan kapasitas penuh mereka untuk hidup, membuat keputusan dan
melanjutkan pembelajaran mereka. Cakupan kebutuhan pembelajaran dasar dan bagaimana
memenuhinya bervariasi sesuai dengan negara dan budaya masing-masing dan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan berjalannya waktu yang tidak dapat
dihindari."

Anak-anak yang berhubungan dengan kekuatan bersenjata: Selama masa darurat dan
krisis, anak-anak sering dihubungkan dengan kekuatan bersenjata- negara atau bukan-
baik melalui penculikan, perekrutan, wajib militer atau tindakan ‘sukarela’. Anak-anak ini
tidak selalu mengangkat senjata, tetapi dapat juga berupa pesuruh, mata-mata, tukang
masak atau korban-korban penyiksaan seksual. Semua anak-anak ini berbagi pengalaman
berada dalam kekuatan senjata dan tidak berkesempatan mencicipi pendidikan. Selama
proses mobilisasi dan reintegrasi, perhatian khusus harus diberikan bagi kebutuhan
pendidikan anak-anak ini termasuk pendidikan formal dan nonformal, keterampilan hidup
dan kursus. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak gadis yang seringkali
diabaikan dan tidak dimasukkan dalam program-program rehabilitasi.

' World Education Forum (26-28 April 2000) the Dakar Framework for Action; Education for All (By 2015)
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o Komite pendidikan masyarakat: Sebuah komite yang didirikan untuk mengidentifikasi
dan menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, dengan berbagai perwakilan dari orang
tua dan/atau persatuan orang tua murid dan guru, lembaga-lembaga pemerintah setempat,
perkumpulan masyarakat madani, organisasi kepemudaan, kewanitaan dan
kemasyarakatan, menyebut beberapa di antaranya, serta para guru dan murid-murid (di
mana memungkinkan). Komite ini mungkin memiliki sub-komite yang anggota-anggotanya
diwakili dalam komposisinya. Dalam beberapa hal, komite pendidikan masyarakat akan
bertanggungjawab pada program pendidikan tunggal, dilain kesempatan ia bertanggung
jawab atas beberapa program pendidikan di suatu lokasi tertentu.

o Partisipasi masyarakat: “Partisipasi masyarakat” merujuk pada proses dan kegiatan
yang memungkinkan anggota dari suatu masyarakat yang terkena keadaan darurat
didengar, memberdayakan mereka agar menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan,
menjadikan mereka mampu mengambil tindakan langsung dalam isu-isu pendidikan.
Keterlibatan aktif dari masyarakat memudahkan identifikasi isu-isu pendidikan komunitas
yang spesifik dan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dan lagi, partisipasi
masyarakat berfungsi untuk mengidentifikasi dan memobilisasikan sumber-sumber
setempat dalam suatu masyarakat serta membangun konsensus dan dukungan bagi
program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat harus mencakup pemberdayaan
yang nyata dan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dan harus dibangun
berdasarkan pada upaya-upaya yang telah berjalan dilapangan.

o Darurat kompleks: Suatu keadaan di mana jiwa, martabat dan kesejahteraan penduduk
terkait terancam oleh berbagai faktor krisis, seperti bencana alam dan bencana akibat
ulah manusia, kekacauan sipil dan konflik bersenjata.

o Kurikulum: Suatu rencana aksi untuk membantu peserta didik memperluas dasar-dasar
pengetahuan dan keterampilannya. Untuk keperluan standar minimum, “kurikulum”
digunakan sebagai istilah payung yang berlaku untuk program pendidikan formal dan
pendidikan nonformal. Kurikulum mencakup tujuan-tujuan pengajaran, muatan pelajaran,
teknik dan metodologi pengajaran, materi pengajaran dan metode penilaian. Baik pro-
gram pendidikan formal dan pendidikan nonformal dipandu oleh suatu kurikulum yang
mengembangkan pengalaman dan pengetahuan peserta didik dan relevan bagi lingkungan
terdekatnya. Untuk standar minimum definisi-definisi berikut digunakan:

. Tujuan pengajaran mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang
akan dikembangkan sepanjang kegiatan pendidikan berlangsung.

. Isipelajaran adalah materi (pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang dipelajari
atau dicerna;

« Metodologi pengajaran merujuk pada pendekatan yang dipilih untuk dan digunakan
untuk menyajikan isi pelajaran;

« Pendekatan dan teknik pengajaran merupakan komponen metodologi dan membentuk
proses yang digunakan untuk melaksanakan metodologi secara keseluruhan; dan

« Materi pengajaran merujuk pada buku-buku poster, dan materi pelajaran dan pengajaran.

e Bencana: Bencana adalah peristiwa mengguncangkan yang mengakibatkan kematian,

penderitaan dan kecemasan manusia yang sangat hebat dan kehancuran harta-benda
dalam skala yang sangat besar.?

2 Definisi diambil dari The Sphere Projects: Humanitarian Charter and Minimum Standard in Disaster Response (2004)
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o Kegiatan-kegiatan pendidikan: Kegiatan—kegiatan pendidikan adalah program pembelajaran
formal dan nonformal yang tujuannya adalah menyampaikan hasil belajar yang dapat
diukur, dengan tujuan untuk mempertahankan kesinambungan dalam pendidikan anak-
anak danremaja atau memberikan kesempatan belajaryang cocok bagi orang dewasa.

o Program pendidikan formal: Program pendidikan formal merupakan seperangkat rencana
tindakan untuk mengembangkan jenjang pencapaian belajar tertentu yang akhirnya menuju
diakuinya suatu sertifikat yang diberikan. Pendidikan ini biasanya mengacu pada program
pendidikan nasional/negara yag dikembangkan oleh Departemen Pendidikan yang
diselenggarakan melalui suatu sistem sekolah negeri atau swasta yang terdaftar, yang
terstruktur dengan menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum lain yang disetujui,
dengan diajar oleh para guru yang dilatih oleh lembaga pelatihan guru nasional (atau
lembaga swasta yang diakui pemerintah) dan memanfaatkan konsultasi dengan inspektur
dan penasehat Departemen Pendidikan. Meskipun demikian, dalam beberapa keadaan
darurat, pendidikan formal sepertiyang ditujukan untuk para pengungsi dan mereka yang
terusir dari tempat tinggalnya, bisa didirikan di kamp pengungsi dan dijalankan oleh mitra
pelaksanayang berkaitan dengan panitia kamp atau mungkin berlangsung di masyarakat
atau sekolah-sekolah agama dengan komunitas masyarakat kemanusiaan yang mendukung
dengan pasokan dan materi pendidikan, pelatihan guru, pembangunan kembali sekolah
atau rehabilitasi.

o Inklusi: “Inklusi” merujuk pada sifat diterima oleh semua peserta didik dalam suatu
program pendidikan dan pengakuan atas kesetaraan hak atas pendidikan.

e Program pendidikan nonformal: Program pendidikan nonformal biasanya dijalankan di
luar sistem sekolah formal yang terstruktur dan tidak mesti mengarah pada perolehan
ijazah atau akreditasi. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, program ini
dicangkokkan ke sekolah atau dimasukkan di bawah pengawasan departemen pendidikan,
dan peserta didik bisa menggunakan program-program pendidikan nonformal sebagai
loncatan nantinya untuk memasuki program pendidikan formal. Program semacam itu
memiliki rencana aksiyang menguraikan tujuan-tujuan pembelajaran, muatan pelajaran,
dan materiinstruksional dan ditandai oleh keberagaman fleksibilitas, relevansi, terhadap
kelompok siswa tertentu dan kemampuannya merespon secara cepat terhadap
kebutuhan pendidikan baru bagi orang dewasa dan anak-anak. Kurikulumnya terentang
mulai dari turunan dari kurikulum departemen — sering dilaksanakan dalam kursus
yang dipercepat — sampai pada kurikulum yang sama sekali baru dan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang baru juga.

o Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM mengacu pada organisasiorganisasi baik
nasional maupun internasional yang dibentuk secara terpisah dari pemerintah suatu
negara di mana LSM itu didirikan.®

o Tenaga kependidikan lainnya: Ini merujuk pada individu selain guru yang terlibat dalam
atau membantu program pendidikan. Orang-orang semacam itu bisa meliputi, antara lain,
pengawas sekolah, pelatih guru, pegawai kantor pendidikan, pengembang kurikulum,
pegawai sekolah, dan petugas bendahara, penjaga, koki, dan staf perawatan dan
kebersihan.

¢ Ibid.
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e Pendidikan berkualitas: Pendidikan yang berkualitas meliputi berbagai elemen. Ini
mencakup, namun tidak terbatas pada: 1) lingkungan belajaryang aman, 2) guru yang
kompeten dan terlatih baik dan menguasai bidang studinya, 3) materi yang memadai
untuk pengajaran dan pembelajaran, 4) metode pengajaran yang partisipatoris, 5) ukuran
kelas yang memadai. Pendidikan yang berkualitas dalam keadaan darurat kompleks
memberi jawaban mengenai strategi-strategi yang dibutuhkan untuk menyediakan
lingkungan pendidikan yang menyembuhkan. Ada penekanan pada rekreasi, olah raga
dan bermain dan pengembangan kegiatan-kegiatan kreatif yang terkait serta penyediaan
kegiatan—kegiatan pendidikan dengan tekanan pada membaca, menulis, berhitung, dan
keterampilan hidup, sehingga peserta didik tidak hanya dapat meningkatkan
keterampilan kognitifnya saja, namun juga mencegah suatu siklus kemarahan dan sifat
menghancurkan manusia pada jenjang generasi dan masyarakat.

o Pendidikan yang relevan: Pendidikan yang relevan merujuk pada apa yang dipelajari, dan
tingkat kualitas dan efektifitas pembelajaran. Dalam upaya membuat pendidikan menjadi
relevan, tradisi dan institusi tradisional, praktek-praktek budaya yang positif, sistem
kepercayaan dan kebutuhan masyarakat diintegrasikan ke dalam program pendidikan,
termasuk kebutuhan jangka panjang yang akan dimiliki anak di masa mendatang, mungkin
diluarjangkauan masyarakat sekarang.

o Kebhutuhan pendidikan khusus: Istilah ini merujuk pada peserta didik dengan kelemahan
sosial dan budaya (termasuk diskriminasi sosial, agama, ekonomi)) serta mereka yang
menyandang cacat (termasuk kekurangan dalam hal emosi, fisik, atau kognitif).

o Pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan adalah seseorang atau kelompok dengan
kepentingan yang sama dalam tindakan tertentu dan konsekwensinya, danyang terkena
kepentingan itu.®

e Guru: Seorang guru dapat berupa seseorang pendidik/pengajar program pendidikan for-
mal atau penggerak/fasilitator program pendidikan nonformal baik dengan atau tanpa
pelatihan formal.

4 Institute for Education Policy Studies: Graduate School of Education and Human Development, Enhancing Participation, Expanding
Access: The Double Axis of Sustainable Educational Development.
http://www.edpolicy.gwu.edu./resources/enhancing/part_html

>Welsh, T., and McGinn, N.F. (1998), “Toward a Methodology of Stakeholders Analysis,” in Costin, H. (Ed),

Readings in Strategy and Strategic Planning. Dryden Press. Orlandio, Florida.



Lampiran-Lampiran 87

Lampiran 2: Panduan Rujukan dan Sumber

Apabila di antara link-link di bawah ini tidak dapat dibuka, silahkan kunjungi rujukan dan
bahan-bahan utama INEE, di website berikut, di mana link-linknya selalu diperbarui:
http://ineesite.org/core/default.asp

Sumber Utama

Aguilar, Pilar and Gonzalo Retamal (1998), Rapid Educational Response in Complex
Emergencies, Geneva: International Bureau of Education. http:/lineesite.org/core/
default.asp

Bethke, Lynne and Scott Braunschweig (2004), Global Survey on Education in Emergencies,
Women’s Commission for Refugee Women and Children.
http://www.womenscommission.org/pdf/Ed_Emerg.pdf
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Crisp, Jeff, Christopher Talbot and Daiana Cipollone (eds.) (2001), Learning for a Future:

Refugee Education in Developing Countries, Geneva: UNHCR.

http://www.unhcr.ch/pubs/epau/learningfuture/learningtoc.htm

o Education in emergencies - Margaret Sinclair

o 0nschool quality and attainment -James H. Williams

« Improving quality and attainment in refugee schools: the case of the Bhutanese refugees
in Nepal -Timothy Brown

« Peace education and refugee youth - Marc Sommers

o Vocational training for refugees: a case study from Tanzania - Erik Lyby

INEE, Technical Resource Kit for Emergency Education.
http://ineesite.org/about/team-LMR.asp (A digital copy can be ordered free of charge on
the INEE website and is included on the INEE CD-ROM Technical Kit.)

Inter-Agency Standing Committee (2002), Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights
through Humanitarian Action. NewYork: UNICEF. http://www.icva.ch/files/shelteringtree.pdf

Nicolai, Susan (2003), Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing
Education in Emergencies, Save the Children UK. http://ineesite.org /core/default.asp

Nicolai, Susan and Carl Triplehorn (2003), The Role of Education in Protecting Children in
Conflict, Humanitarian Practice Network Paper no. 42.
http://www.odihpn.org/pdfbin/networkpaper042.pdf
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http://www.unicef.org/girlseducation/EducEmerg.PDF
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International Development. http://ineesite.org/core/default.asp
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Guide, Save the Children USA. http://ineesite.org/core/default.asp
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Geneva: The Sphere Project. http://www.sphereproject.org
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United Nations (1998), Guiding Principles on Internal Displacement, from UN document E/
CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 1998.
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Complex Emergencies, UNICEF. http://coe-dmha.org/unicef/unicef2fs.htm
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Psychosocial Well-Being Among Children Affected by Armed Conflict and Displacement:
Principles and Approaches, Geneva: International Save the Children Alliance.
http://www.savethechildren.org/publications/psychsocwellbeing2.pdf

Partisipasi Masyarakat

INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Evaluation.
http://www.ineesite.org/assess/default.asp

INEE Good Practice Guides - Community Participation in Assessment and Development of
Education Programmes. http://www.ineesite.org/assess/com.part.asp

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management: Education Systems
Management. http://www.ineesite.org/edstruc/manage.asp

INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building: Community Education Committees.
http://www.ineesite.org/training/committee.asp
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http://www.ineesite.org/assess/ex schoo[.asp
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http://www.ineesite org/assess/com needs.asp

. Partnerassessment and selection: http://www.ineesite.org/assess/partner.asp
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http //www.ineesite.org/assess/monitor.asp

. School data and information systems: http://www.ineesite.orp/assess/data.asp

InterAction Working Protection Group (2004), Making Protection A Priority: A Guidebook for

Incorporating Protection into Data Collection in Humanitarian Assistance, InterAction. http:/
/www.interaction .org/protection/index.html
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Lampiran-Lampiran 91

http://www.acdi-cida.gc.ca/cida ind.nsf/0/02e83504b7alblc085256bb900800f8b?
OpenDocument
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payment.asp

INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building
. Certification and accreditation: http://www.ineesite.org/training/certificate.asp
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Lampiran 3: Ucapan Terima Kasih

INEE Working Group on Minimum Standards for Education in Emergencies

CARE Canada (Nancy Drost) * CARE USA (Hassan Mohammed) * Catholic Relief Services
(Mike Pozniak and Christine Carneal) * International Rescue Committee (Rebecca Winthrop
and Wendy Smith) * Norwegian Church Aid (Birgit Vilumstad) * Norway UN Association/
Norwegian Refugee Council (Helge Brochmann) * Refugee Education Trust (Tim Brown) *
Save the Children UK (Susan Nicolai) * Save the Children USA (Christine Knudsen) * UNESCO
(Christopher Talbot) * UNHCR (Nemia Temporal) * UNICEF (PilarAguilar) * World Education/
The Consortium (Fred Ligon)

Transition team for establishing a Working Group on Minimum Standards

CARE USA (Jane Benbow) * Catholic Relief Services (Mike Pozniak) * Inter-Agency Network
for Education in Emergencies (Nancy Drost) * The International Rescue Committee (Wendy
Smith) * Norwegian Refugee Council (Eldrid Midttun) * Save the Children Alliance (Susan
Nicolai) Save the Children USA (Christine Knudsen)

Donors to the minimum standards process

Canadian International Development Agency (CIDA) * Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA) * International Rescue Committee * International Save the
Children Alliance * Save the Children Norway * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank.

INEE Steering Group members
CARE International * International Rescue Committee * International Save the Children
Alliance * Norwegian Refugee Council * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank

INEE Secretariat

Allison Anderson, Focal Point on Minimum Standards (hosted by the International Rescue
Committee) Beverly Roberts, Network Coordinator (hosted by UNESCQ) Goeril Tomren,
Assistant Network Coordinator (hosted by UNESCO)

INEE Donors

CARE USA * The International Save the Children Aliance * The Mellon Foundation * Norwegian
Agency for Development (NORAD) * Norwegian Ministry of Foreign Affairs * UNESCO UNHCR
* UNICEF * World Bank

Regional Consultation Delegates
*=Consultation Host
(0C)=Regional Consultation Organising Committee member

Africa Collective Consultation (Nairobi, Kenya, 21-23 January 2004, hosted by CARE Canada
and Norwegian Church Aid): Catherine Arnesen, Norwegian Refugee Council, Liberia; Jean-
Marie Mukoka Betukameso, Service Centrale Education a la Vie/UNFPA, DRC; Mudiappasamy
Devadoss, Ph.D., UNESCO PEER, Kenya; Mike Foley, Jesuit Refugee Services, Sudan; Martha
Hewison, Windle Trust International/Hugh Pilkington Charitable Trust, Uganda; Vick Shiverenje
lkobwa, UNHCR Kenya; Joyce Ishengoma, CARE Tanzania; Davidson Oboyah Jonah, Christian
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Children’s Fund Sierra Leone; Celestin Kamori Banga, Norwegian Refugee Council DRC;
M.R. Warue Kariuki (OC), Save the Children UK, Kenya; Thomas Ngolo Katta, Center for the
Coordination of Youth Activities, Sierra Leone; Levi Khamis, Norwegian Church Aid; Yoboue
N’da Kouassi, Ministry of Education, Cote d’lvoire; Nderikyo Elizabeth Ligate, Southern
Africa Extension Unit, Tanzania; Elena Locatetli, AVSI (Associazione Volontari Servizio
Internazionale) Northern Uganda; Gilbert Sanya Lukhoba, Windle Trust Kenya; Changu
Mannathoko (OC), UNICEF, Southern and Eastern Africa (Africa Organising Committee member);
Walter Matoke, Consultant; Clement Mhlanga, Save the Children UK, Zimbabwe; Carlinda
Maria Rodrigues Monteiro, Christian Children’s Fund Angola; Neema Ndayishimiye, Ministry
for National Education, Burundi; Marangu Njogu, CARE Kenya; Mima Perisic, UNICEF Sudan;
Jolly Rubagiza, Kigali Institute of Education; Ibrahim Mohamed Said,=Ministry of Education,
Somaliland; Seny Sylla, Ministry of Education, Guinea; Christiana Thorpe, Forum for African
Women Educationalists, Sierra Leone; David Walker (OC), International Rescue Committee
Sierra Leone; Joyce Wanican, International Rescue Committee Uganda; John Yuggu Tileyi,
Catholic Relief Services Sudan; KassayeYimer, CARE Ethiopia

INEE Working Group and Steering Group representatives: Allison Anderson, INEE; Pamela
Baxter, UNHCR; Helge Brochmann, Norwegian Refugee Council; Tim Brown, Refugee Education
Trust; Christine Carneal, Catholic Relief Services; Nancy Drost*, CARE Canada; Beverly
Roberts, INEE; Birgit H. Vilumstad ™, Norwegian Church Aid

Asia and Pacific Collective Consultation (Kathmandu, Nepal, 21-23 April 2004, hosted by
the International Save the Children Alliance): Emmanuelle Abrioux (OC) *, Save the Children,
Nepal; Feny de los Angeles-Bautista, Community of Learners Foundation and Philippine
Children’s Television Foundation; Steve Aswin, UNICEF Indonesia; Ranjinie Chandrika
Jayewardene, Commonwealth Education Fund, Sri Lanka; Helina Alia Dost, International
Rescue Committee Pakistan; Uaiporn Daodueanchai, Consortium Thailand (World Education
and World Learning); Seema Gaikwad, Sphere India; Abdul Ghaffar, Save the Children USA,
Pakistan; Dr. Abdul Samad Ghafoori, UNICEF Afghanistan; Roza Gut, Ockenden International,
Pakistan; MirAbdul Malik Hashemi, GTZ BEFARe (Basic Education For Afghan Refugees),
Pakistan; Ung Ngo Hok, Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia; A.Z.M. Sakhawat
Hossain, BRAC Education Program, Government of Bangladesh Partnership Unit; Teresita G.
Inciong, Department of Education, Government of the Philippines; Shakir Ishaq, BEFARe,
Pakistan; Ingrid Iversen, International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO; Umesh
Kumar Kattel, World Health Organisation, Nepal; Laxman Khanal, Department of Education,
Government of Nepal; Chirharu Kondu, UNICEF Nepal; Samphre Llalungpa, UNICEF Nepal;
Udaya Manandhar, Save the Children USA, Nepal; Rachel McKinney (OC), International Rescue
Committee Afghanistan; N.Vinod Chandra Menon (OC), UNICEF India; Geeta S. Menon, CARE
India; Abdul Azis Muslim, Non Violence International and Aceh Peace Education Program;
Janardhan Nepal, Department of Education, Government of Nepal; Patricia Omidian, Quaker
Service, Afghanistan; W. Sterling Perera, Education Consultant, Sri Lanka; Anna Pinto,
CORE (Centre for Organisation Research and Education), India; Loknath Pokhrel, CARITAS
Nepal; N.M. Prusty, Sphere India and CARE India; Alexandra Pura, Oxfam Great Britain,
Philippines Office; Kasturi Sengupta, Catholic Relief Services, India; Helen Sherpa, World
Education, Nepal; Anil Sharma, Department of Education, Government of Nepal; Sanjay
Singh, Catholic Relief Services, India; Deepesh Sinha, Disaster Mitigation Institute, Gujarat,
India; Sarah Smith, Concern Bangladesh; Marc van der Stouwe, ZOA Refugee Care, Thailand;
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Dr. Sudiono, Ministry of Education, Indonesia; Anne Thomas, Education and Community
Development Consultant, Cambodia; Leela Raj Upadhyay, World Food Program, Nepal.

INEE Working Group representatives: Allison Anderson, INEE; Helge Brochmann, Norwegian
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INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat
Formulir Umpan Balik
Semua komentar yang dikirimkan akan disimpan dalam file oleh INEE Focal Point bidang

Standar Minimum dan akan dikaji untuk revisi edisi web-based, atau untuk edisi cetak bila
diadakan revisi di kemudian hari.

Nama:

Pekerjaan dan organisasi:

Alamat:

Telp/ e-mail:

Tanggal:

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, pastikan spesifik, dan kalau
memungkinkan, sediakan bukti atau sumber rujukan dari saran-saran yang anda berikan.

1) Apa komentar atau umpan balik secara umum yang anda miliki di bagian
manapun dari buku INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat?

2) Adakah indikator-indikator yang perlu diperbaiki?

3) Adakah informasi baruyang harus ditambahkan ke dalam Catatan panduan?

4) Adakah perangkat lain yang harus dicantumkan sebagai lampiran atau dalam
Rujukan dan Sumber?

Silahkan kirim formulir ini ke the INEE Focal Point on Minimum Standards for Education in
Emergencies: Alison Anderson

c/o International Rescue Commitee / 122 East 42nd Street / New York, NY 10168-1289
Tel: (+1 212) 551 3107 / Fax (+1 212) 551 3185 / allison@theirc.org

Untuk informasi lebih lanjut tentang INEE dan/ atau proses standar minimum, silahkan
kunjungi website berikut: http://www.ineesite.org



